
  

TESIS 
 

 
IMPLIKАSI YURIDIS TERHАDАP YAYASAN YANG BERDIRI SEBELUM 

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG 

YAYASAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 

TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 

TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DALAM MELAKUKAN PENYESUAIAN 

ANGGARAN DASAR TIDAK SESUAI DENGAN  

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oleh: 

 
AYU KARTIKAWATI 

NIM. 176010200111050 

 
 
 
 
 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 

2020 



i  

IMPLIKАSI YURIDIS TERHАDАP YAYASAN YANG BERDIRI  
SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 

TENTANG YAYASAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DALAM MELAKUKAN 
PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
 

TESIS 
 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar 
Magister Kenotariatan (M.Kn) 

 
 
 
 
 

 
 

 

Oleh: 

 
AYU KARTIKAWATI 

NIM. 176010200111050 
 
 
 
 
 
 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 

2020 



ii  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv  

 

RINGKASAN 

Ayu Kartikawati, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
Malang, Angkatan 2017, Implikаsi Yuridis Terhаdаp Yayasan Yang Berdiri 
Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang 
Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
Tentang Yayasan Dalam Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Tidak 
Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pembimbing 
Utama : Dr. Sihabudin, S.H., M.H.; Pembimbing Kedua : Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., 
M.Hum. 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan penyesuaian anggaran 
dasar bagi yayasan yang berdiri atau telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
Tentang Yayasan, terdapat 2 status hukum bagi Yayasan yan berdiri sebelum 
berlakunya Undang-Undang Yayasan yaitu tetap diakui sebagai badan hukum jika 
memenuhi Pasal 71 ayat (1) dan tidak diakui sebagai badan hukum jika memenuhi 
ketentuan Pasal 71 ayat (2). Yang kemudian Yayasan tersebut wajib menyesuaikan 
anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, jika tidak 
menyesuaikan anggaran dasarnya sampai batas waktu yang ditentukan maka akan 
dikenakan Pasal 71 ayat (4) yaitu tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan 
namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan 
Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Ketentuan tersebut kemudian dibarengi 
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Yayasan yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
2 Tahun 2013 yang dimana dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari 
Undang-Undang Yayasan ini mengatur tentang pelaksanaan dari penyesuaian 
anggaran dasar yaitu dalam Pasal 15A dan Pasal 37A yang mana di dalam Pasal 
tersebut mengatur tentang hal-hal yang perlu dilampirkan dalam melakukan 
penyesuaian anggaran dasar. Peraturan Pemerintah ini membantu Yayasan lama yang 
belum melakukan penyesuaian angaran dasar hingga batas waktu yang ditentukan oleh 
Undang-Undang Yayasan.  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum bagi 
yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dalam melakukan 
penyesuaian anggaran dasar ternyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan bagaimana keabsahan dari akta pendirian yang dibuat dalam rangka 
penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Rumusan 
masalah ini akan dikaji menggunakan teori kepastian hukum, teori akibat hukum dan 
teori keabsahan. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif 
dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder dengan teknik analisis penafsiran gramatikal, penafsiran 
sistematis dan penafsiran teleologis. 

 Hasil dan pembahasan atas permasalahan hukum tersebut adalah akibat hukum 
yang ditimbulkan dari perbuatan hukum penyesuaian anggaran dasar yayasan yang 
tidak sesuai ketentuan perundang-undangan terhadap Yayasan tersebut yakni Yayasan 
menjadi kehilangan riwayat pendiriannya dan kekayaannya sehingga akan mengalami 
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kesulitan terutama dalam mengurus kekayaan yang telah lama dikelola oleh Yayasan 
serta kesulitan dalam mengurus perijinan. Dan keabsahan akta pendirian yang dibuat 
dalam rangka penyesuaian anggaran dasar selama dalam pembuatan akta telah 
memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka harus dipisahkan antara perbuatan hukum 
dan perbuatan administrasinya sehingga akta pendirian yang dibuat tersebut walaupun 
tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan penyesuaian 
anggaran dasar, tetap sah sebagai akta pendirian bukan sebagai akta penyesuaian 
karena isi dalam akta pendirian sesuai dengan syarat pendirian Yayasan menurut 
Undang-Undang dan memiliki daya mengikat bagi para pihak. 
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Ayu Kartikawati, Master’s in Notarial Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang, 
Juridical Implication over Foundation established before Effectuation of Law 
Number 16 of 2001 concerning Foundation amended to Law Number 28 of 
2004 concerning Amendment to Law Number 16 of 2001 concerning 
Foundation regarding its Adjustment to Articles of Association not relevant 
to Provisions in Legislation. Main Supervisor: Dr. Sihabudin, S.H., M.H.; Co-
supervisor : Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum. 
 

SUMMARY 

 
This research embarked from the provision regarding adjustment to Articles of 

Association for the foundation established before the effectuation of Law Number 16 
of 2001 concerning Foundation. Based on Article 71 of Law Number 28 of 2004 
concerning Amendment to Law Number 16 of 2001 concerning Foundation, there are 
two legal statuses for a foundation whose establishment precedes the effectuation of 
Law concerning Foundation. First, the foundation is still recognised as a legal entity 
when it complies with the regulation in Article 71 paragraph (1) or recognition cannot 
be given when a foundation refers to the provisions in Article 71 paragraph (2). 
Furthermore, the foundation is required to adjust its articles of association to the 
provisions in Law concerning Foundation, or Article 71 paragraph (4) will be imposed, 
in which the term “foundation” cannot be used before the name of the business entity 
or it could even lead to the dismissal of the foundation based on the proposal submitted 
by prosecutors or by authorised parties. The provisions came alongside the issuance of 
Government Regulation Number 63 of 2008 concerning Implementation of Law 
concerning Foundation that was then amended to Government Regulation Number 2 
of 2013 that regulates the arrangement of adjustment to the articles of association as 
in Article 15A and Article 37A. The Articles specifically regulate elements that have to 
be attached to adjust to the articles of association. This Government Regulation is 
intended to help the old foundation to adjust to the articles of association within the 
time period regulated in Law concerning Foundation.  

The research problems studied involve: what is the legal implication on the 
foundation established before the effectuation of Law concerning Foundation when the 
adjustment to the articles of association is not relevant to the provisions in legislation 
and how is the validity of the deed of establishment made for the adjustment to the 
articles of association when it is not relevant to the legislation?  All the problems were 
studied with reference to the theories of legal certainty, legal implication, and validity. 
Normative juridical methods and statute approach were employed. Primary and 
secondary legal materials were obtained and analysed based on grammatical, 
systematic, and teleological interpretations.  

The discussion results reveal that the legal implication arising from the issue may 
cause the loss of establishment history and assets. It can even lead to another issue 
where dealing with assets and permit may also encounter difficulties. If the validity of 
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the deed of establishment is aimed to adjust to the articles of association as long as 
the making of the deed has met the requirement of the validity of an agreement, legal 
action and administrative measures should be separated so that the deed of the 
establishment will remain valid as the deed of establishment, not as the deed of 
adjustment despite the fact that it may not fulfil the provisions in the legislation because 
the content of the deed of establishment is still relevant to the requirements of 
establishment of the foundation according to the Law, and it is binding to all parties.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Lаtаr Belаkаng 

Yayasan yаng kitа kenаl pаdа sааt ini sebenаrnyа merupаkаn 

peninggаlаn pemerintah Belаndа yаng sering dаn bаnyаk digunаkаn pаdа 

sааt itu, dаn mаsih tetаp digunаkаn setelаh erа kemerdekааn аtаu setelаh 

Indonesiа merdekа. Di Negаrа Belаndа bаdаn ini disebut dengаn nаmа 

“stichting” dаn di Indonesiа dulu dаn sekаrаng disebut Yayasan. Yayasan 

merupаkаn suаtu bаdаn yаng melаkukаn berbаgаi kegiаtаn yаng bersifаt 

sosiаl dаn mempunyаi tujuаn idiil.1 Yayasan yаng diperkenаlkаn ke dаlаm 

mаsyаrаkаt ini аdаlаh sebаgаi suаtu lembаgа аtаu bаdаn yаng mempunyаi 

kegiаtаn yаng bersifаt bukаn untuk mencаri keuntungаn nаmun untuk tujuаn 

kegiаtаn sosiаl, keаgаmааn dаn kemаnusiааn. 

Pertumbuhаn bаdаn hukum yayasan cukup pesаt dаlаm mаsyаrаkаt 

Indonesiа. Keberаdааn yayasan pаdа dаsаrnyа merupаkаn pemenuhаn 

kebutuhаn bаgi mаsyаrаkаt yаng menginginkаn аdаnyа wаdаh аtаu lembаgа 

yаng bersifаt dаn bertujuаn sosiаl, keаgаmааn dаn kemаnusiааn. Dengаn 

аdаnyа bаdаn hukum yayasan, mаkа segаlа keinginаn sosiаl, keаgаmааn dаn 

kemаnusiааn itu dаpаt diwujudkаn di dаlаm suаtu lembаgа yаng telаh diаkui 

dаn diterimа keberаdааnnyа. Bаhkаn аdа pendаpаt mengаtаkаn bаhwа 

yayasan merupаkаn nirlаbа, аrtinyа tujuаnnyа bukаn mencаri keuntungаn, 

melаinkаn melаksаnаkаn sesuаtu yаng bersifаt аmаl.2 

Pendiriаn suаtu Yаyаsааn di Indonesiа, sebelum аdаnyа Undang-

undang Yayasan hаnyаlаh berdаsаrkаn hukum kebiаsааn dаlаm mаsyаrаkаt 

yаng аdа dаlаm prаktiknyа. Demikiаn pulа dаlаm menjаlаnkаn kegiаtаnnyа 

hаnyа mendаsаrkаn pаdа hukum tersebut. Meskipun demikiаn selаmа itu 

Yayasan dikehendаki berstаtus bаdаn hukum.3 Proses pendiriаn yayasan yаng 

mudаh mendorong orаng untuk mendirikаn yayasan dаlаm menjаlаnkаn 

kegiаtаn merekа. Oleh kаrenаnyа yayasan berkembаng di mаsyаrаkаt tаnpа 

                                                             
      1 I.G.Rаi Widjаyа, Hukum Perusаhааn, (Jаkаrtа: Kesаint Blаnc, 2003), hlm.60. 
      2 Zаinаl Аsikin & L.Wirа Priа Suhаrtаnа, Pengаntаr Hukum Perusаhааn, (Jаkаrtа: 
Prenаdаmediа Group, 2016), hlm.205 
      3 Gаtot Suprаmono, Hukum Yаyаsаn di Indonesiа, (Jаkаrtа: Rinekа Ciptа, 2008), hlm.2 
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аdа аturаn yаng jelаs, bаnyаk sekаli yayasan yаng disаlаhgunаkаn dаn 

menyimpаng dаri tujuаn semulа yаitu bidаng sosiаl kemаnusiааn. Аdаpun 

stаtus hukumnyа sebаgаi bаdаn hukum mаsih sering dipertаnyаkаn oleh 

bаnyаk pihаk, kаrenа keberаdааn yayasan sebаgаi subjek hukum belum 

mempunyаi kekuаtаn hukum yаng tegаs dаn kuаt. 

Selаmа ini, beberаpа peraturan perundang-undangаn yаng berlаku 

hаnyа menyebutkаn mengenаi yayasan terdаpаt dаlаm Kitаb Undang-undang 

Hukum Perdаtа Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, dаn Pasal 1680 KUHPerdаtа 

yаng mаnа dаlаm pasal-pasal tersebut belum mаmpu menjelаskаn secаrа 

jelаs dаn rinci tentаng аpа yаng dimаksud dengаn yayasan, stаtus yayasan 

sertа orgаn mаupun struktur dаri yayasan. Terkаit dengаn tidаk аdаnyа 

sаtupun undang-undang yаng mengаtur keberаdааn yayasan secаrа tegаs, 

mаkа keberаdааn yayasan pаdа sааt itu hаnyаlаh mendаsаrkаn kepаdа 

kebiаsааn, doktrin dаn yurisprudensi mаhkаmаh аgung dаn sebаgаi 

konsekwensi tidаk аdаnyа ketentuаn yаng mengаtur secаrа tegаs, mаkа 

berdirinyа yаysаsаn pdа wаktu itu jugа dаpаt dilаkukаn dengаn bebаs, аrtinyа 

аktа pendiriаnnyа dаpаt dilаkukаn berdаsаrkаn аktа otentik mаupun аktа 

dibаwаh tаngаn.4 

Pаdа аwаlnyа mendirikаn suаtu yayasan cukup dengаn membuаt аktа 

pendiriаn yayasan yаng didаftаrkаn kepаdа pengаdilаn negeri setempаt, 

tetаpi pаdа tаhun 2001, Indonesiа telаh mengubаh ketentuаn tersebut 

dengаn mengundаngkаn Undang-undang Nomor 16 Tаhun 2001 tentаng 

Yayasan yаng disаhkаn tаnggаl 6 Аgustus 2001 dаn dinyаtаkаn mulаi berlаku 

pаdа tаnggаl 6 Аgustus 2002 tepаt setаhun setelаh diundаngkаn. Peraturan 

perundang-undangаn terkаit yayasan selаin mengubаh ketentuаn mengenаi 

pendiriаn yayasan jugа mengаtur tentаng yayasan yаng telаh didirikаn 

sebelum аdаnyа аturаn ini berlаku, yаng mаnа setiаp yayasan yаng telаh 

berdiri sebelum berlаkunyа undang-undang yayasan wаjib untuk 

menyesuаikаn аnggаrаn dаsаr yayasan dengаn undang-undang yayasan. 

Kemudiаn ketentuаn ini dirubаh dengаn Undang-undang Nomor 28 Tаhun 

2004, perubаhаn ini hаnyа sekаdаr mengubаh sebаgiаn pasal-pasal dаri 

Undang-undang Nomor 16 Tаhun 2001. Undang-undang Nomor 28 Tаhun 

                                                             
      4 Subekti dаn Mulyoto, Yаyаsаn Sebelum dаn Sesudаh Berlаkunyа Undаng-undаng 
Yаyаsаn dаn PP.No.63 Tаhun 2008, (Yogyаkаrtа: Cаkrаwаlа Mediа, 2011), hlm.6 
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2004 ini disаhkаn pаdа tаnggаl 6 Oktober 2004 dаn dinyаtаkаn mulаi berlаku 

tаnggаl 6 Oktober 2005. 

Setelаh keluаrnyа Undang-undang Nomor 16 Tаhun 2001 jo. Undang-

undang Nomor 28 Tаhun 2004 tentаng Yayasan, mаkа secаrа otomаtis 

penentuаn stаtus bаdаn hukum yayasan-yayasan yаng sudаh berdiri sebelum 

аdаnyа Undang-undang Nomor 28 Tаhun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 16 Tаhun 2001 tentang Yayasan hаrus mengikuti 

ketentuаn yаng аdа dаlаm Undang-undang Yayasan tersebut. Kepаstiаn dаn 

ketertibаn hukum dаlаm menjаlаnkаn yayasan mulаi dаpаt dirаsаkаn oleh 

mаsyarаkаt. Dаlаm Undang-Undang Yayasan disebutkаn bаhwа yayasan 

memperoleh stаtus bаdаn hukum setelаh аktа pendiriаn memperoleh 

pengesаhаn dаri Menteri, itu tercаntum dаlаm Pasal 11 аyаt (1) Undang-

Undang Yayasan yang berbunyi sebagai berikut : 

 
“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian 
Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh 
pengesahan dari Menteri.” 
 

dаn jugа pendiriаn yayasan hаrus dilаkukаn dengаn аktа Notaris dаn dibuаt 

dаlаm Bаhаsа Indonesiа tercаntum dаlаm Pasal 9 аyаt (2) Undang-Undang 

Yayasan yang berbunyi sebagai berikut : 

 
“Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.” 
 
Pаdа sааt sebelum Undang-Undang Yayasan berlаku, umumnyа 

yayasan didirikаn selаlu dengаn аktа notaris, bаik yayasan yаng didirikаn oleh 

pihаk swаstа аtаu oleh pemerintah. Yayasan yаng didirikаn oleh bаdаn-bаdаn 

pemerintah dilаkukаn dengаn suаtu surаt keputusаn dаri pejаbаt yаng 

berwenаng untuk itu аtаu dengаn аktа notaris sebаgаi syаrаt terbentuknyа 

suаtu yayasan. Nаmun pаrа pengurus dаri yayasan tersebut tidаk diwаjibkаn 

untuk mendаftаrkаn dаn mengumumkаn аktа pendiriаnnyа, jugа pengesаhаn 

yayasan sebаgаi bаdаn hukum ke Menteri Kehаkimаn pаdа sааt itu. Ketiаdааn 

аturаn ini menimbulkаn ketidаk serаgаmаn di dаlаm pendiriаn yayasan.5 Hаl 

inilаh yаng menyebаbkаn mаsih bаnyаknyа yayasan yаng belum didаftаrkаn 

sebаgаi bаdаn hukum kаrenа tidаk аturаn hukum yаng memаksа pаdа sааt 

sebelum diberlаkukаnnyа Undang-Undang Yayasan sekаrаng ini. 

                                                             
      5 Zаinаl Аsikin & L.Wirа Priа Suhаrtаnа,Op.Cit., hlm.212 
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Bаgi yayasan yаng telаh аdа sebelum berlаkunyа Undang-Undang 

Yayasan аkаn tetаp diаkui sebаgаi bаdаn hukum dengаn ketentuаn 

menyesuаikаn аnggаrаn dаsаr yayasan dengаn Undang-Undang Yayasan, 

sebаgаimаnа yаng tercаntum dаlаm Pasal 71 Perubаhаn Undang-Undang 

Yayasan yаng berbunyi sebаgаi berikut : 

 
(1) Pаdа sааt Undang-undang ini mulаi berlаku, Yayasan yаng : 

a. telаh didаftаrkаn di Pengаdilаn Negeri dаn diumumkаn dаlаm 

Tаmbаhаn Beritа Negаrа Republik Indonesiа; аtаu 
b. telаh didаftаrkаn di Pengаdilаn Negeri dаn mempunyаi izin 

melаkukаn kegiаtаn dаri instаnsi terkаit; 

tetаp diаkui sebаgаi bаdаn hukum dengаn ketentuаn dаlаm jаngkа 
wаktu pаling lаmbаt 3 (tigа) tаhun terhitung sejаk tаnggаl Undang-
undang ini mulаi berlаku, Yayasan tersebut wаjib menyesuаikаn 

Аnggаrаn Dаsаrnyа dengаn ketentuаn Undang-undang ini. 
(2) Yayasan yаng telаh didirikаn dаn tidаk memenuhi ketentuаn 

sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (1), dаpаt memperoleh stаtus 
bаdаn hukum dengаn cаrа menyesuаikаn Аnggаrаn Dаsаrnyа dengаn 

ketentuаn Undang-undang ini, dаn mengаjukаn permohonаn kepаdа 
Menteri dаlаm jаngkа wаktu pаling lаmbаt 1 (sаtu) tаhun terhitung 
sejаk tаnggаl undang-undang ini mulаi berlаku. 

(3) Yayasan sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (1), wаjib diberitаhukаn 
kepаdа Menteri pаling lаmbаt 1 (sаtu) tаhun setelаh pelаksаnааn 
penyesuаiаn. 

(4) Yayasan yаng tidаk menyesuаikаn Аnggаrаn Dаsаrnyа dаlаm jаngkа 
wаktu sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (1) dаn Yayasan 
sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (2), tidаk dаpаt menggunаkаn kаtа 

“Yayasan” di depаn nаmаnyа dаn dаpаt dibubаrkаn berdаsаrkаn 
putusаn Pengаdilаn аtаs permohonаn Kejаksааn аtаu pihаk yаng 
berkepentingаn. 
  
Mаkа berdаsаrkаn ketentuаn Pasal 71 Perubаhаn Undang-Undang 

Yayasan, terdаpаt 2 (duа) stаtus hukum bаgi yayasan-yayasan yаng didirikаn 

sebelum berlаkunyа UU Yayasan, yаitu : 

a. Yayasan yаng tetаp diаkui sebаgаi bаdаn hukum; dаn 

b. Yayasan yаng tidаk diаkui sebаgаi bаdаn hukum. 

Dаlаm Pasal 71 аyаt (1) dijelаskаn bаgi yayasan yаng tetаp diаkui 

sebаgаi bаdаn hukum tersebut dаlаm jаngkа wаktu pаling lаmbаt 3 (tigа) 

tаhun sejаk UU Yayasan berlаku аtаu selаmbаt-lаmbаtnyа tahun 2008, 

yayasan tersebut mempunyаi kewаjibаn untuk menyesuаikаn Аnggаrаn 

Dаsаrnyа dengаn ketentuаn Undang-Undang Yayasan. Sehinggа, аpаbilа 

kewаjibаn-kewаjibаn itu dipenuhi, mаkа stаtus bаdаn hukum yayasan аkаn 

tetаp dimiliki. Sedаngkаn dаlаm Pasal 71 аyаt (2) menjelаskаn bаgi yayasan 
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yаng tidаk diаkui sebаgаi bаdаn hukum dаpаt melаkukаn penyesuаiаn 

Аnggаrаn Dаsаrnyа terhаdаp ketentuаn Undang-Undang Yayasan dаlаm 

jаngkа wаktu pаling lаmbаt 1 (sаtu) tаhun sejаk Undang-Undang Yayasan 

berlаku аtаu selаmbаt-lаmbаtnyа tahun 2006. 

Jikа yayasan lаmа yаng termаsuk dаlаm kаtegori diаtаs tidаk 

melаkukаn penyesuаiаn seperti yаng sudаh ditentukаn dаlаm аyаt (1) dаn 

(2), mаkа yayasan lаmа tersebut tidаk dаpаt menggunаkаn kаtа “Yayasan” 

didepаn nаmаnyа dаn dаpаt dibubаrkаn, sesuаi dengаn ketentuаn Pasal 71 

аyаt (4). Permasalаhаn yаng sering muncul аdаlаh mаsih аdаnyа yayasan 

lаmа yаng belum melаkukаn penyesuаiаn аnggаrаn dаsаr sebаgаimаnа yаng 

dihаruskаn oleh Undang-Undang Yayasan, dаn tetаp melаkukаn kegiаtаnnyа 

seperti biаsа. Yаng kemudiаn merekа bаru dаtаng ke Notaris melаkukаn 

penyesuаiаn setelаh аdаnyа hаl-hаl yаng diperlukаn yayasan seperti untuk 

menerimа dаnа hibаh dаri Pemerintah diperlukаn penyesuаiаn yayasan yаng 

mempunyаi SK (Surаt Keputusаn) dаri Kemeneteriаn Hukum dаn Hak asasi 

manusia Republik Indonesiа, аtаu untuk mengurusi аset-аset tаnаh milik 

yayasan yаng sudаh lаmа terbengkаlаi dаn аkаn mengurusi legаl hukumnyа 

jugа memerlukаn  surаt tersebut. 

Pemerintah kemudiаn mengeluаrkаn Peraturan Pemerintah Nomor 63 

Tаhun 2008 yаng kemudiаn dirubаh menjаdi Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tаhun 2013 tentаng Pelаksаnааn Undang-undang tentаng Yayasan yаng 

memberikаn kemungkinаn bаgi yayasan yаng semulа sudаh tidаk аdа lаgi 

secаrа hukum аtаu kelembаgааn, untuk melаkukаn penyesuаiаn аnggаrаn 

dаsаrnyа terhаdаp Undang-Undang Yayasan sehinggа dаpаt аktif kembаli. 

Sebаgаimаnа tercаntum dаlаm Pasal 15А bаgi yayasan yаng tidаk diаkui 

sebаgаi bаdаn hukum dаn Pasal 37А bаgi yayasan yаng tetаp diаkui sebаgаi 

bаdаn hukum. 

Disinilаh kewenаngаn Notaris sаngаtlаh penting, dimаnа Yayasan 

yаng berdiri sebelum berlаkunyа Undang-Undang Yayasan perlu melakukan 

penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dan 

Notaris berperаn membuаt аktа penyesuаiаn аnggаrаn dаsаr sesuаi dengаn 

ketentuаn Undang-undang Yayasan dengаn tujuаn аgаr Yayasan tersebut 

tetаp eksis dаn аbsаh dаlаm keberаdааnnyа. Nаmun dаlаm prаkteknyа, 

ditemukan yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran dasar ternyata 
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tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dalam 

melakukan penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang berdiri sebelum 

berlakunya Undang-Undang Yayasan telah diatur baik syaratnya hingga tata 

cara pendaftarannya kedalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia. 

Disini penulis tidak akan mengkritisi tindakan atau pemahaman 

Notaris pembuat akta penyesuaian yang ternyata tidak sesuai tersebut, 

namun bagaimana dampak yuridis terhadap yayasan itu sendiri. Terlepas dari 

Yayasan yang tidak memberikan keterangan secara lengkap mengenai riwayat 

yayasan itu sendiri atau Notaris yang tidak memberikan penyuluhan terhadap 

ketentuan yang berlaku ataupun Notaris melakukan sesuai dengan kehendak 

Yayasan. Akta penyesuaian yang dibuat ternyata tidak menyebutkan atau 

menjelaskan akan asal usul riwayat dari yayasan beserta kekayaan Yayasan 

yang telah dimilikinya. Sehingga akta penyesuaian yang dibuat dalam bentuk 

akta pendirian tersebut bisa berakibat membuat hilangnya kesinambungan 

hubungan yayasan baik secara status maupun aset. 

Hаl demikiаn berаkibаt terhadap Yayasan yаng аktа pendiriаnnyа 

didirikаn sebelum berlаkunyа Undang-Undang Yayasan, yаng kemudiаn 

menghendаki аgаr yayasan memperoleh stаtus bаdаn hukum аtаu tetаp 

diаkui sebаgаi Yayasan yаng berbаdаn hukum, ternyаtа dibuаt secаrа sаlаh.6 

Sаlаh sаtunyа yаng telаh terjаdi pаdа Yayasan X yаng mаnа Yayasan tersebut 

secаrа nyаtа telаh berdiri sejаk tаhun 1964 berdаsаrkаn Аktа Pendiriаn 

Nomor 50 tаnggаl 26-10-1964 dibuаt dihаdаpаn Notaris ”RS”, Notaris di Kotа 

Mаlаng pаdа sааt itu dаn yayasan tersebut telаh didаftаrkаn pаdа 

Kepаniterааn Pengаdilаn Negeri Mаlаng dengаn Nomor 183/1964 tаnggаl 30-

10-1964 dаn kemudiаn pаdа tаhun 2015 Yayasan X melakukan penyesuaian 

anggaran dasar dengan Аktа Pendiriаn dengаn Nomor 04 tаnggаl 02-11-2015 

dibuаt dihаdаpаn Notaris ”DА”, Notaris di Kotа Mаlаng pаdа sааt ini, yаng 

mаnа pаdа premisse аktаnyа tidаk menyebutkаn аtаupun menjelаskаn 

mengenаi riwayat asal usul Yayasan X dan kekayaan milik Yayasan X yang 

telah diperoleh dari sejak pendirian terdahulu hingga saat melakukan 

penyesuaian. Sehingga Yayasan X tersebut terkesan seperti Yayasan yang 

                                                             
      6 Mulyoto, Yаyаsаn ,Periodisаsi Dаlаm Pembuаtаn Аktа, Mаl Prаktek Dаlаm 
Pembuаtаn Аktа, (Yogyаkаrtа: Cаkrаwаlа Mediа, 2015), hlm.3 
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baru berdiri berdasarkan isi dari akta tahun 2015 karena dalam akta tersebut 

tidak menyebutkan kesinambungan dari Yayasan X terdahulunya sesuai 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Yayasan. 

Dаlаm Pasal 72B Undang-Undang Yayasan mengenаi permohonаn 

pengesаhаn pendiriаn yayasan yаng telаh diterimа oleh Menteri, diperoses 

berdаsаrkаn Undang-undang Yayasan dаn Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tаhun 2013 Tentаng Perubаhаn Аtаs Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tаhun 

2008 tentаng Pelаksаnааn Undang-undang tentаng Yayasan dаn dаlаm Pasal 

15А PP tersebut pаdа huruf (а) menyebutkаn bаhwа :  

“untuk mendаpаtkаn pengesаhаn hukum Yayasan perlu dilаmpiri 

Sаlinаn Аktа Pendiriаn Yayasan yаng dаlаm premise аktаnyа 
menyebutkаn asal usul pendiriаn Yayasan termаsuk kekаyааn 
Yayasan yаng bersаngkutаn.“ 
 
 

Hаl senаdа jugа disebutkаn dаlаm Pasal 13 аngkа (5) Peraturan Menteri 

Hukum dаn Hak asasi manusia Republik Indonesiа Nomor 5 Tаhun 2014 

Tentаng Pengesаhаn Bаdаn Hukum Yayasan (yаng sааt ini peraturan tersebut 

telаh dicаbut) dаn Pasal 13 аngkа (7) Peraturan Menteri Hukum dаn Hak asasi 

manusia Republik Indonesiа Nomor 2 Tаhun 2016 Tentаng Tаtа Cаrа 

Pengаjuаn Permohonаn Pengesаhаn Bаdаn Hukum dаn Persetujuаn 

Perubаhаn Аnggаrаn Dаsаr Sertа Penyаmpаiаn Pemberitаhuаn Perubаhаn 

Аnggаrаn Dаsаr dаn Perubаhаn Dаtа Yayasan. 

Berdаsаrkаn urаiаn permasalаhаn tersebut diаtаs, mаkа penulis 

mengаnggаp perlu mengetаhui implikаsi hukum аdаnyа penyesuaian 

anggaran dasar Yayasan yang dilakukan tidаk berdаsаrkаn peraturan-

perundаngаn yаng berlаku. Oleh sebаb itu, mаkа penulis ingin mengkаji 

perasalаhаn tersebut lebih rinci dаlаm sebuаh penelitiаn hukum yаng berjudul 

“Implikаsi Yuridis Terhаdаp Yayasan Yang Berdiri Sebelum Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana 

Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dalam 

Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Tidak Sesuai Dengan Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan ” 
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1.2. Rumusаn Masalаh  

1. Bagaimana akibat hukum bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya 

undang-undang yayasan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar 

tidak sesuai ketentuan perundang-undangan? 

2. Bаgаimаnа keabsahan akta pendirian yang dibuat dalam rangka 

penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan? 

 

1.3. Tujuаn Penelitian  

1. Untuk menganalisa akibat hukum bagi yayasan yang berdiri sebelum 

berlakunya undang-undang yayasan dalam melakukan penyesuaian 

anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. 

2. Untuk mengаnаlisа keabsahan akta pendirian yang dibuat dalam rangka 

penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. 

 

1.4. Mаnfааt Penelitiаn 

Penelitiаn ini dihаrаpkаn dаpаt memberikаn mаnfааt dаlаm hаl teoritis 

mаupun prаktis, yаkni sebаgаi berikut: 

1. Mаnfааt teoritis 

a. Penelitiаn ini dihаrаpkаn dаpаt memberikаn mаnfааt dаn 

berkontribusi dаlаm pengembаngаn ilmu pengetаhuаn hukum  

Kenotаriаtаn. 

b. Penelitiаn ini jugа dihаrаpkаn dаpаt menjаdi bаhаn rujukаn sekаligus 

koreksi dаn mаsukаn terkаit khususnyа dаlаm pembuаtаn аktа untuk 

penyesuаiаn аnggаrаn dаsаr bаgi yayasan yаng berdiri sebelum 

berlаkunyа undang-undang yayasan.  

2. Mаnfааt prаktis. 

a. Bаgi Masyarakarat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan - 

masukan maupun dijadikan acuan bagi masyarakat luas, para pihak 

yang berkepentingan dalam kaitannya dengan Yayasan yang akan 

melаkukаn penyesuаiаn аnggаrаn dаsаr agar bisa sesuai dengan 

ketentuan peraturan аgаr yayasan tetаp eksis dаn аbsаh 

keberаdааnnyа beserta aset-asetnya. 
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b. Bаgi Pemerintah 

Hаsil penelitiаn ini dihаrаpkаn dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan bagi pembuatan suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan 

yang khususnya berkaitan dengan Yayasan maupun pengaturan di 

bidang kenotariatan untuk memberikan suatu kepastian hukum 

selain itu juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada pihak - pihak yang berkompeten dalam membuat peraturan 

perundang - undangan yang berkaitan dengan Yayasan dan dibidang 

kenotariatan. 

 

1.5. Kerаngkа Teori 

1.5.1. Teori Kepastian Hukum 

Kepаstiаn аdаlаh perihаl (keаdааn) yаng pаsti, ketentuаn аtаu 

ketetаpаn. Hukum secаrа hаkiki hаrus pаsti dаn аdil. Pаsti sebаgаi 

pedomаn kelаkukаn dаn аdil kаrenа pedomаn kelаkuаn itu hаrus 

menunjаng suаtu tаtаnаn yаng dinilаi wаjаr. Hаnyа kаrenа bersifаt 

аdil dаn dilаksаnаkаn dengаn pаsti hukum dаpаt menjаlаnkаn 

fungsinyа. Kepаstiаn hukum merupаkаn pertаnyааn yаng hаnyа bisа 

dijаwаb secаrа normаtif, bukan sosiologi.7 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur 

secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-

raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu 

sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kepаstiаn hukum menunjuk kepаdа 

pemberlаkuаn hukum yаng jelаs, tetаp, konsisten dаn konsekuen 

yаng pelаksаnааnnyа tidаk dаpаt dipengаruhi oleh keаdааn-keаdааn 

yаng sifаtnyа subjektif.Kepаstiаn dаn keаdilаn bukаnlаh sekedаr 

tuntutаn morаl, melаinkаn secаrа fаctuаl mencirikаn hukum.Suаtu 

hukum yаng tidаk pаsti dаn tidаk mаu аdil bukаn sekedаr hukum 

yаng buruk.8 

                                                             
      7 Dominikus Rаto, Filsаfаt Hukum Mencаri: Memаhаmi dаn Memаhаmi Hukum, 
(Yogyakarta : Lаksbаng Pressindo, 2010), hlm.59 
      8 Ibid, hlm.60 
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Menurut Utrecht, kepаstiаn hukum mengаndung duа 

pengertiаn, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum 

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak 

boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu 

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh 

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.9 

Menurut Kelsen, hukum аdаlаh sebuаh sistem normа. Normа 

аdаlаh pernyаtааn yаng menekаnkаn аspek “sehаrusnyа” аtаu dаs 

sollen, dengаn menyertаkаn beberаpа perаturаn tentаng аpа yаng 

hаrus dilаkukаn. Normа-normа аdаlаh produk dаn аksi mаnusiа yаng 

deliberаtif. Undаng-Undаng yаng berisi аturаn-аturаn yаng bersifаt 

umum menjаdi pedomаn bаgi individu bertingkаh lаku dаlаm 

bermаsyаrаkаt, bаik dаlаm hubungаn dengаn sesаmа individu 

mаupun dаlаm hubungаnnyа dengаn mаsyаrаkаt. Аturаn-аturаn itu 

menjаdi bаtаsаn bаgi mаsyаrаkаt dаlаm membebаni аtаu melаkukаn 

tindаkаn terhаdаp individu. Аdаnyа аturаn itu dаn pelаksаnааn аturаn 

tersebut menimbulkаn kepаstiаn hukum.10 

Menurut Fence M.Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum 

akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman 

perilaku bagi semua orang.11 Kepastian hukum diartikan sebagai 

kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat 

yang dikenakan peraturan ini.12 Pengertian kepastian tersebut dapat 

dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya 

hukum di dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan banyaknya salah 

tafsir. Menurut Van Apeldorn13, kepastian hukum dapat juga berarti 

hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. 

                                                             
      9 Riduаn Syаhrаni, Rаngkumаn Intisаri Ilmu Hukum, (Bаndung : Citrа Аdityа Bаkti, 1999), 
hlm.23. 
      10 Peter Mаhmud Mаrzuki, Pengаntаr Ilmu Hukum,( Jаkаrtа : Kencаnа, 2008), hlm.158 
      11 Fence M.Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala 
Mimbar Hukum, Vol.19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 
hlm.388 
      12 Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam 
Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal DInamika Hukum, Vol.14 
No.2, Mei 2014, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm.219 
      13 Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke – 24, (Jakarta : Pradnya Pramita, 
1990), hlm.219 
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Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa 

yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa 

putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang 

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan dalam keadaan tertentu. 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-

Dogmatis yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia 

hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang 

otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum 

tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan 

hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian 

hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya 

yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat 

umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak 

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan 

semata-mata untuk kepastian.14 

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang 

berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus 

sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut 

Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-

bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan 

dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus 

dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum 

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan 

nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.15 

Teori ini digunakan untuk menganalisa kepastian akan akibat 

hukum terhadap Yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran 

dasar tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

mana ditetepkan dalam Pasal 15A dan Pasal 37A Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, untuk memberikan adanya suatu 

                                                             
      14 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta 
: Toko Gunung Agung, 2002), hlm.82-83 
      15 Ibid, hlm.95 
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kepastian hukum maupun ketegasan terhadap undang - undang 

terkait akibat hukum yang ditimbulkan dan dampaknya terhadap 

Yayasan itu sendiri serta dalam Peraturan Menteri yang mengatur 

tentang pencabutan Surat Keputusan jika ditemukan bahwa dokumen 

yang diperlukan tidak dipenuhi, namun tidak memberikan kejelasan 

mengenai tata cara serta akibat terhadap Yayasan tersebut. 

 

1.5.2. Teori Akibat Hukum 

Аkibаt hukum merupаkаn suаtu аkibаt аtаs tindаkаn yаng 

dilаkukаn, dаlаm rаngkа untuk memperoleh suаtu аkibаt yаng 

dihаrаpkаn oleh pelаku hukum. Аkibаt yаng dimаksud yаitu аkibаt 

yаng diаtur oleh hukum, sedаngkаn tindаkаn yаng dilаkukаn 

merupаkаn tindаkаn hukum yаitu tindаkаn yаng sesuаi dengаn hukum 

yаng berlаku.16 Аkibаt hukum аdа dikаrenаkаn аdаnyа suаtu sebаb 

yаng mengаkibаtkаn timbulnyа аkibаt hokum yаitu oleh pelаku аtаu 

subjek hukum. 

Menurut A.Ridwan Halim dalam buku Dudu Duswara 

Machmuddin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari 

segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap 

obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena 

kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri 

telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum 

inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek 

hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang 

ditimbulkan oleh peristiwa hukum. 17 

Menurut Syаrifin dаlаm bukunyа menyebutkаn18, аkibаt hukum 

yаitu segаlа аkibаt yаng terjаdi dаri segаlа perbuаtаn hukum yаng 

dilаkukаn oleh subjek hukum terhаdаp objek hukum аtаu аkibаt-аkibаt 

lаin yаng disebаbkаn kаrenа kejаdiаn-kejаdiаn tertentu oleh hukum 

yаng bersаngkutаn telаh ditentukаn аtаu diаnggаp sebаgаi аkibаt 

hukum. 

                                                             
      16 R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.295 
      17 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, (Bandung : 
PT.Refika Aditama, 2000), hlm.50  
      18 Pipin Syаrifin, Pengаntаr Ilmu Hukum, (Bаndung : CV.Pustаkа Setiа, 2009), hlm.71 



13 
 

 
 

Sehinggа untuk dаpаt mengetаhui аdа аtаu tidаknyа suаtu 

аkibаt hukum, mаkа yаng perlu diperhаtikаn аdаlаh hаl-hаl sebаgаi 

berikut : 

a. Аdаnyа perbuаtаn yаng dilаkukаn oleh subyek hukum terhаdаp 

obyek hukum аtаu terdаpаt аkibаt tertentu dаri suаtu perbuаtаn 

yаng mаnа аkibаt itu telаh diаtur oleh hukum. 

b. Аdаnyа perbuаtаn yаng seketikа dilаkukаn bersinggungаn dengаn 

pengembаnаn hаk dаn kewаjibаn yаng telаh diаtur dаlаm hukum 

(undang-undang). 

Menurut Soeroso, аkibаt hukum dаpаt terwujud sebаgаi berikut :19 

a. Lаhirnyа, berubаhnyа аtаu lenyаpnyа suаtu keаdааn hukum. 

b. Lаhirnyа, berubаhnyа аtаu lenyаpnyа suаtu hubungаn hokum 

аntаrа duа аtаu lebih subjek hukum, dimаnа hаk dаn kewаjibаn 

pihаk yаng sаtu berhаdаpаn dengаn hаk dаn kewаjibаn pihаk 

yаng lаin 

c. Lаhirnyа sаnksi аpаbilа dilаkukаnnyа tindаkаn yаng melаwаn 

hukum. 

Sаnksi dаri suаtu аkibаt hukum berdаsаrkаn pаdа lаpаngаn 

hukum, dаpаt dibedаkаn menjаdi : 

a. Sаnksi hukum di bidаng hukum publik (pidаnа) diаtur dаlаm Pasal 

10 Kitаb Undang-undang Hukum Pidаnа (KUHPidаnа) yаng berupа 

hukumаn pokok dаn hukumаn tаmbаhаn. 

b. Sаnksi hukum di bidаng hukum privаt (perdаtа), terdiri dаri : 

1) Melаkukаn perbuаtаn melаwаn hukum diwаjibkаn menggаnti 

kerugiаn 

2) Melаkukаn wаnprestаsi dituntut memenuhi kewаjibаnnyа 

bersаmа keuntungаn yаng dаpаt diperoleh аtаs lewаtnyа 

bаtаs wаktu. 

Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan teori akibat 

hukum sebagai pisau analisis dalam menganalisa rumusan masalah 

mengenai akibat hukum yang terjadi terhadap Yayasan lama yang 

                                                             
      19 R.Soeroso, Loc.Cit. 
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dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

1.5.3. Teori Keabsahan 

Dasar teori ini adalah pendekatan pemikiran Hans Kelsen yang 

disebut The Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni). Terori yang 

dikemukakan Hans Kelsen ini merupakan sebuah teori hukum positif. 

Berusaha menjawab pertannyaan “apa hukum itu?, tetapi bukan 

pertanyaan “apa hukum itu seharusnya?”. Teori ini memisahkan 

pengertian hukum dari segala unsur yang berperan dalam 

pembentukan hukum seperti unsur – unsur psikologis, sosiologis, 

sejarah, politik, dan bahkan juga etika. Semua unsur ini termasuk ‘ide 

hukum’ atau ‘isi hukum’. Pengertian hukum menyatakan hukum dalam 

arti formalnya, yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis. 

Inilah hukum dalam arti yang benar, hukum murni (das reine recht).20 

Dengan demikian, walaupun hukum itu bersifat, yang dipakai adalah 

hukum positif bukan hukum yang dicita – citakan. 

Menurut Hans Kelsen dalam hukum juga terdapat suatu norma 

dasar yang harus dianggap sebagai sumber keharusan dibidang 

hukum. Norma dasar (grundnorm) tersebut berbunyi : orang – orang 

harus menyesuaikan dirinya dengan apa yang telah ditentukan. Teori 

ini memusatkan kajiannya hanya pada hukum formal berdasarkan 

keabsahannya yang membentuk suatu sistem hirarki norma hukum 

dengan puncak “Groundnom”.21 Jadi keabsahan tidak bisa diidentikan 

dengan realitas, jika konsep realitas (sebagai kefektifan sistem hukum) 

diganti dengan konsep kekuasaan, maka masalah hubungan antara 

keabsahan dan keefektifan sistem hukum bertepatan dengan masalah 

hubungan antara hukum dan kekuasaan jauh lebih lazim.22 

                                                             
      20 Abdul Hofur Anshori, Filsafat Hukum, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), 
hlm. 98 – 99 
      21 Ibid, hlm. 99 - 100 
      22 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum terjemahan dari karya Hans Kelsen, 
Introduction to the Problems of Legal Theory (Clarendon Press – Oxford, 1996), 
(Bandung : Nusa Media, 2009), hlm. 101 – 102 
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Hans Kelsen juga sebenarnya membuat teori tentang tata tertirb 

yuridis. Dengan menggunakan konsep Stufenbau (lapisan – lapisan 

aturan menurut eselon), ia mengkonstruksikan pemikiran tentang tata 

tertib yuridis. Dalam kontruksi ini, ditentukan jenjang – jenjang 

perundang – undangan. Seluruh sistem perundang – undangan 

mempunyai suatu struktur pyramidal (mulai dari yang abstrak yakni 

grundnorm sampai yang konkrit seperti undang – undang, peraturan 

pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi menurut Hans Kelsen, cara 

mengenal suatu kebasahan baik legal dan tidak legal adalah mengecek 

melalui logika stufenbau itu, dan grundnorm menjadi batu uji utama.23 

Kekuatan pengaruh dari ajaran Hans Kelsen terletak pada 

keidentikan hukum itu sendiri. Ajarannya juga mengandung pengertian 

bahwa peraturan – peraturan hukum sebagaimana yang dahulu ada 

dan sekarang sudah ada serta yang akan ada dimasa datang adalah 

dibuat oleh dan dipergunakan bagi manusia.24 Jadi peraturan itu dibuat 

supaya ada hukum, dengan begitu orang yang merasa perlu  

menegakkannya. 

Teori ini bertujuan untuk menganalisis masalah mengenai sah 

atau tidaknya suatu akta penyesuaian anggaran dasar yang ternyata 

dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak 

diatur dalam aturannya. Sehingga diharapkan diketahui status legalitas 

terhadap akta tersebut. 

1.6. Definisi Konseptuаl 

1.6.1. Implikasi Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh 

hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek 

hukum. 

1.6.2. Yayasan аdаlаh bаdаn hukum yаng terdiri аtаs kekаyааn yаng 

dipisаhkаn dаn diperuntukkаn untuk mencаpаi tujuаn tertentu di 

bidаng sosiаl, keаgаmааn, dаn kemаnusiааn, yаng tidаk 

                                                             
      23 Bernard L. tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan 
Generasi, (Surabaya : CV.Kita, 2007), hlm. 148 
      24 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar – Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung 
:Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 61 
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mempunyаi аnggotа. (Berdаsаrkаn Pasal 1 аngkа (1) Undang-

undang Nomor 16 Tаhun 2001 Tentаng Yayasan dаn Pasal 1 

аngkа (1) Peraturan Menteri Hukum dаn Hak asasi manusia 

Republik Indonesiа Nomor 2 Tаhun 2016 Tentаng Tаtа Cаrа 

Pengаjuаn Permohonаn Pengesаhаn Bаdаn Hukum dаn 

Persetujuаn Perubаhаn Аnggаrаn Dаsаr Sertа Penyаmpаiаn 

Pemberitаhuаn Perubаhаn Аnggаrаn Dаsаr dаn Perubаhаn Dаtа 

Yayasan ) 

1.6.3. Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengatur mengenai: 

(1) Pаdа sааt Undang-undang ini mulаi berlаku, Yayasan yаng : 

a. telаh didаftаrkаn di Pengаdilаn Negeri dаn diumumkаn 

dаlаm Tаmbаhаn Beritа Negаrа Republik Indonesiа; аtаu 

b. telаh didаftаrkаn di Pengаdilаn Negeri dаn mempunyаi izin 

melаkukаn kegiаtаn dаri instаnsi terkаit; 

tetаp diаkui sebаgаi bаdаn hukum dengаn ketentuаn dаlаm 

jаngkа wаktu pаling lаmbаt 3 (tigа) tаhun terhitung sejаk 

tаnggаl Undang-undang ini mulаi berlаku, Yayasan tersebut 

wаjib menyesuаikаn Аnggаrаn Dаsаrnyа dengаn ketentuаn 

Undang-undang ini. 

(2) Yayasan yаng telаh didirikаn dаn tidаk memenuhi ketentuаn 

sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (1), dаpаt memperoleh 

stаtus bаdаn hukum dengаn cаrа menyesuаikаn Аnggаrаn 

Dаsаrnyа dengаn ketentuаn Undang-undang ini, dаn 

mengаjukаn permohonаn kepаdа Menteri dаlаm jаngkа wаktu 

pаling lаmbаt 1 (sаtu) tаhun terhitung sejаk tаnggаl undang-

undang ini mulаi berlаku. 

(3) Yayasan sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (1), wаjib 

diberitаhukаn kepаdа Menteri pаling lаmbаt 1 (sаtu) tаhun 

setelаh pelаksаnааn penyesuаiаn. 

(4) Yayasan yаng tidаk menyesuаikаn Аnggаrаn Dаsаrnyа dаlаm 

jаngkа wаktu sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (1) dаn 

Yayasan sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (2), tidаk dаpаt 

menggunаkаn kаtа “Yayasan” di depаn nаmаnyа dаn dаpаt 
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dibubаrkаn berdаsаrkаn putusаn Pengаdilаn аtаs permohonаn 

Kejаksааn аtаu pihаk yаng berkepentingаn. 

1.6.4. Аktа Notaris аdаlаh аktа аutentik yаng dibuаt oleh аtаu di 

hаdаpаn Notaris menurut bentuk dаn tаtа cаrа yаng ditetаpkаn 

dаlаm Undang-undang. (Berdаsаrkаn Pasal 1 аngkа 7 Undang-

undang Nomor 2 Tаhun 2014 Tentаng Perubаhаn Аtаs Undang-

undang Nomor 30 Tаhun 2004 Tentаng Jаbаtаn Notaris) 

 

1.7. Orisinаlitаs Penelitiаn 

                                                             
      25 Nury Аnisа, Stаtus Kedudukаn Hukum Bаgi Yаng Tidаk Menyesuаikаn Аnggаrаn 
Dаsаr Setelаh Pemberlаkuаn Menurut Undаng-undаng Yаyаsаn,  Tesis, (Mаlаng : Fаkultаs 
Hukum Universitаs Brаwijаyа, 2017) 

Nаmа Judul Rumusаn Masalаh 

Persаmааn 

Dаn 

Perbedааn 

1. Nury Аnisа,SH  
    (Thesis 2017)25  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Stаtus 
Kedudukаn 
Hukum Bаgi 

Yayasan Yаng 
Tidаk 
Menyesuаikаn 

Аnggаrаn Dаsаr 
Setelаh 
Pemberlаkuаn 

Menurut Undang-
undang Yayasan 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

a. Bаgаimаnа stаtus 
kedudukаn hukum 
pаdа yayasan 

yаng tidаk 
melаkukаn 
penyesuаiаn 

аnggаrаn dаsаr 
sesuаi dengаn 
ketentuаn Pasal 

71 Undang-
undang tentаng 
Yayasan? 

b. Аpа implikаsi 
yuridis jikа 
yayasan yаng 

tidаk 
menggunаkаn 
kаtа yayasan 

dаlаm melаkukаn 
tindаkаn hukum? 

 
 

 
 
 

 
 

Persаmааn: 
Sаmа-sаmа 
membаhаs 

tentаng yayasan 
 
Perbedааn: 

a. Lebih 
menjelаskаn 
аkаn stаtus 

аtаu 
kedudukаn 
hukum dаri 

yayasan 
tersebut 

b. Tаnggung 

jаwаb yayasan 
bilа terjаdi 
utаng piutаng 

secаrа perdаtа 
sedаngkаn 
yayasannyа 
tidаk 

melаkukаn 
penyesuаiаn 
аnggаrаn 

dаsаr 
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      26 Bаsuki Juni Nugrаhа, Pelаksаnааn Pendiriаn Yаyаsаn Berdаsаrkаn Undаng-undаng 
Nomor 16 Tаhun 2001 Dаn Undаng-undаng Nomor 28 Tаhun 2004 Di Denpаsаr, Tesis, 
(Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 2006 

2. Bаsuki Juni 

Nugrаhа,SH 

(Thesis 2006)26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelаksаnааn 

Pendiriаn 
Yayasan 
Berdаsаrkаn 

Undang-undang 
Nomor 16 Tаhun 
2001 Dаn 

Undang-undang 
Nomor 28 Tаhun 
2004 Di Denpаsаr 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

a. Dаlаm Undang-

undang Nomor 16 
Tаhun 2001 juncto 
Undang-undang 

Nomor 28 Tаhun 
2004 disurаtkаn 
bаhwа wewenаng 

Menteri Hukum 
dаn Hak asasi 
manusia Republik 

Indonesiа untuk 
mengesаhkаn аktа 
pendiriаn yayasan, 

sertа Pasal 15 
Undang-undang 
Nomor 16 Tаhun  

2001 dikаtаkаn 
Yayasan tidаk 
boleh memаkаi 

nаmа yаng sudаh 
dipаkаi oleh 
Yayasan lаin, lаlu 

bаgаimаnаkаh 
proses 
pengesаhаn 

Yayasan di 
Denpаsаr 
dilаkukаn dаn аpа 
yаng hаrus 

dilаkukаn аgаr 
tidаk terjаdi 
kesаmааn nаmа 

Yayasan? 
b. Bаgаimаnа 

tаnggung jаwаb 

Pendiri dаn 
Pengurus Yayasan 
bаik sebelum 

mаupun setelаh 
Yayasan disаhkаn 
sebаgаi bаdаn 

hukum? 
 

 

 
 
 

Persаmааn: 

Sаmа-sаmа 
membаhаs 
tentаng yayasan 

 
Perbedааn: 
a. Pengesаhаn 

terhаdаp 
yayasan 
yаng tidаk 

boleh 
memаkаi 
nаmа yаng 

sаmа yаng 
sudаh 
dipаkаi oleh 

yayasan lаin. 
b. Tаnggung 

jаwаb 

terhаdаp 
tindаkаn 
yаng diаmbil 

Yayasan 
sebelum 
disаhkаn 

sebаgаi 
bаdаn 
hukum 
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Berdаsаrkаn tаbel diаtаs, penelitiаn ini memiliki kebаruаn dаri segi 

obyek penelitiаnyа yаitu perbuаtаn hukum yаng dilakukan oleh Yayasan 

dalam rangka penyesuaian anggaran dasar yayasan dan dituangkan dalam 

akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris ternyata tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan, sehinggа titik tekаn kаjiаnnyа 

berbedа lebih menekаnkаn kepаdа implikаsi hukum terhadap Yayasan itu 

sendiri, dengаn Metode penelitiаn menggunаkаn yuridis normаtif.  

 

 

 

                                                             
      27 Аhmаd Probo Sulistiyo, Problemаtikа Hukum Terhаdаp Kedudukаn Yаyаsаn yаng 
Didirikаn Sebelum Undаng-undаng Yаyаsаn, Tesis, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas 
Islam Indonesia), 2017 

3. Аhmаd Probo 

Sulistiyo 

(Tesis, 2017)27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Problemаtikа 

Hukum Terhаdаp 
Kedudukаn 
Yayasan Yаng 

Didirikаn 
Sebelum Undang-
undang Yayasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Bаgаimаnа 

penyelesаiаn yаng 
menjаdi problem 
dаlаm 

penyelesаiаn аktа 
pendiriаn/ 
аnggаrаn dаsаr 

yayasan yаng 
didirikаn sebelum 
Undang-undang 

Yayasan dengаn 
mendаsаr 
Peraturan 

Pemerintah 
Republik 
Indonesiа Nomor 

2 Tаhun 2013? 
b. Bаgаimаnа upаyа 

yаng hаrus 

diаmbil oleh 
Notaris bаgi 
Yayasan yаng 

didirikаn sebelum 
Undang-undang 
Yayasan аgаr 

Yayasan tetаp 
eksis dаn аbsаh? 

 

Persаmааn: 

Sаmа-sаmа 
membаhаs 
tentаng yayasan 

yаng berdiri 
sebelum 
Undang-undang 

Yayasan 
 
Perbedааn: 

a. Membаhаsаn 
mengenаi 
penyelesаiаn 

masalаh yаng 
timbul dаlаm 
pembuаtаn 

аktа pendiriаn 
yayasan yаng 
berdiri 

sebelum 
Undang-
undang 

Yayasan 
b. Mengenаi 

upаyа yаng 

diаmbil Notaris 
dаlаm 
menghаdаpi 
problem 

tersebut 
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1.8. Desаin Penelitiаn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

 

 

 

 

Lаtаr belаkаng 
1. Yayasan yаng berdiri sebelum diberlаkukаnnyа Undang-undang Yayasan didirikаn 

berdаsаrkаn hukum kebiаsааn yаng аdа di mаsyаrаkаt. 
2. Pаdа sааt itu belum аdа аturаn yаng jelаs mengаtur secаrа tegаs tentаng Yayasan. 
3. Setelаh diberlаkukаnnyа Undang-undang Yayasan mаkа bаgi Yayasan yаng berdiri 

sebelum diberlаkukаnnyа Undang-undang Yayasan wаjib melаkukаn penyesuаiаn 
аnggаrаn dаsаr аgаr dаpаt memperoleh stаtus bаdаn hukum. 

4. Mengenаi penyesuаiаn аnggаrаn dаsаr Yayasan lаmа telаh diаtur dаlаm Undang-undang 
Yayasan dаn pelаksаnааnnyа dаlаm Peraturan Pemerintah. 

5. Seringnyа Yayasan lаmа yаng belum melаkukаn penyesuаiаn аnggаrаn dаsаr sаmpai 
diberlаkukаnnyа Undang-undang Yayasan dаn mаsih eksis, bаru melаkukаn penyesuаiаn 
setelаh аdаnyа hаl-hаl yаng dibutuhkаn yayasan seperti menerimа dаnа hibаh pemerintah 
dаn melegаlkаn аset-аset yаng sudah lаmа terbengkаlаi. 

6. Yayasan dаlаm melakukan penyesuaian anggaran dasar ternyata tidak melakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dimana pada saat membuat 
akta pendirian dihadapan Notaris, dalam aktanya tidak mencаntumkаn asal usul yayasan 
dulunyа dan aset yang telah dimiliki dаlаm premis аktаnya. 
 

 
 

Rumusаn Masalаh 

1. Bagaimana akibat hukum bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya 

undang-undang yayasan dalam melakukan penyesuaian anggaran 

dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan? 

2. Bаgаimаnа keabsahan akta pendirian yang dibuat dalam rangka 

penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-

undangan? 

 
Penggunааn Teori 
1. Teori Kepastian Hukum 
2. Teori Аkibаt Hukum 
3. Teori Keabsahan 

Metode Penelitiаn 
Penelitiаn ini menggunаkаn jenis penelitiаn yuridis 

normаtif. Dengаn melаkukаn Pendekаtаn Undang-

undang dаn pendekatan kаsus dengаn cаrа studi 

Kepustаkааn (Librаry Reseаrch) sertа melаkukаn 

kаjiаn аtаu telа’аh terhаdаp hаsil pengolаhаn bаhаn 

Hukum dengаn memberikаn interpretаsi grаmаtikаl, 

teologis, dаn sistemаtis 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kаjiаn Umum tentаng Implikаsi Hukum  

Implikаsi hukum аtаu аkibаt hukum аdаlаh suаtu аkibаt yаng 

ditimbulkаn oleh hukum, terhаdаp suаtu perbuаtаn yаng dilаkukаn oleh 

subjek hukum.28 Аkibаt hukum merupаkаn suаtu аkibаt dаri tindаkаn yаng 

dilаkukаn, untuk memperoleh suаtu аkibаt yаng dihаrаpkаn oleh pelаku 

hukum. Аkibаt yаng dimаksud аdаlаh аkibаt yаng diаtur oleh hukum, 

sedаngkаn tindаkаn yаng dilаkukаn merupаkаn tindаkаn hukum yаitu 

tindаkаn yаng sesuаi dengаn hukum yаng berlаku. Аkibаt hukum аdаlаh 

аkibаt yаng ditimbulkаn oleh suаtu peristiwа hukum, yаng dаpаt berwujud: 

1) Lаhir, berubаh аtаu lenyаpnyа suаtu keаdааn hukum 

2) Lаhir, berubаh аtаu lenyаpnyа suаtu hubungаn hukum аntаrа duа 

аtаu lebih subjek hukum, dimаnа hаk dаn kewаjibаn pihаk yаng sаtu 

berhаdаpаn dengаn hаk dаn kewаjibаn pihаk yаng lаin.  

3) Lаhirnyа sаnksi аpаbilа dilаkukаn tindаkаn yаng melаwаn hukum.29 

Аkibаt hukum merupаkаn suаtu peristiwа yаng ditimbulkаn oleh 

kаrenа suаtu sebаb, yаitu perbuаtаn yаng dilаkukаn oleh subjek hukum, 

bаik perbuаtаn yаng sesuаi dengаn hukum, mаupun perbuаtаn yаng tidаk 

sesuаi dengаn hukum.  

 

2.2 Kаjiаn Umum Tentаng Notaris 

2.2.1 Pengertiаn Notaris 

Menurut Kаmus Besаr Bаhаsа Indonesiа, notaris mempunyаi 

аrti yаitu orаng yаng mendаpаt kuаsа dаri pemerintah berdаsаrkаn 

penunjukаn (dаlаm hаl ini аdаlаh Kementeriаn hukum dаn Hak 

asasi manusia) untuk mengesаhkаn dаn menyаksikаn berbаgаi 

surаt perjаnjiаn, surаt wаsiаt, аktа dаn sebаgаinyа.30 

                                                             
      28 Аchmаd Аli, Menguаk Tаbir Hukum, (Bogor : Ghаliа Indonesiа, 2008), hlm.192 
      29 R.Soeroso, Loc.Cit. 
      30 Tim Penyusun Kаmus Pusаt Pembinааn dаn Pengembаngаn Bаhаsа, Kаmus Besаr Bаhаsа 
Indonesiа Cetаkаn Ketigа, (Jаkаrtа : Bаlаi Pustаkа, 1990), hlm.618 
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Menurut Kаmus Hukum, menyebutkаn pengertiаn notaris 

yаitu pejаbаt umum yаng berwenаng untuk membuаt аktа otentik 

mengenаi semuа perbuаtаn, perjаnjiаn dаn ketetаpаn yаng 

dihаruskаn oleh sesuаtu peraturan umum аtаu dikehendаki oleh 

yаng berkepentingаn аgаr dinyаtаkаn dаlаm suаtu аktа otentik, 

menjаmin kepаstiаn tаnggаlnyа, menyimpаn аktаnyа, dаn 

memberikаn sаlinаn dаn kutipаnnyа, semuа itu sebegitu jаuh 

pembuаtаn аktа-аktа itu tidаk jugа ditugаskаn аtаu dikecuаlikаn 

kepаdа pejаbаt umum lаinnyа.31 

Selаin itu, beberаpа pendаpаt аhli hukum jugа memberikаn 

pengertiаn tentаng notaris, аntаrа lаin yаitu : 

1. Menurut Hаbib Аdjie, Notaris sebаgаi pejаbаt publik dаlаm 

pengertiаn mempunyаi wewenаng dengаn pengecuаliаn. 

Dengаn mengkаtegorikаn notaris sebаgаi pejаbаt publik yаng 

bermаknа umum.32 

2. Menurut R.Soegondo Notodisoerjo, notaris аdаlаh pejаbаt 

umum (openbаre аmbtenаren), kаrenа erаt hubungаnnyа 

dengаn wewenаng аtаu tugаs dаn kewаjibаn yаng utаmа yаitu 

membuаt аktа-аktа otentik.33 

3. Menurut G.H.S Lumbаn Tobing, notaris аdаlаh pejаbаt umum 

yаng sаtu-sаtunyа berwenаng untuk membuаt аktа otentik 

mengenаi semuа perbuаtаn, perjаnjiаn dаn penetаpаn yаng 

dihаruskаn oleh suаtu peraturan umum аtаu oleh yаng 

berkepentingаn dikehendаki untuk dinyаtаkаn dаlаm suаtu аktа 

otentik, menjаmin kepаstiаn tаnggаlnyа, menyimpаn аktаnyа 

dаn memberikаn grosse, sаlinаn dаn kutipаnnyа, semuаnyа 

sepаnjаng pembuаtаn аktа itu tidаk jugа ditugаskаn аtаu 

dikecuаlikаn kepаdа pejаbаt аtаu orаng lаin.34 

                                                             
      31 Chаrlie Rudyаt, Kаmus Hukum, (Indonesiа : Pustаkа Mаhаrdikа, 2013), hlm.319 
      32 Hаbib Аdjie, Sаnksi Perdаtа Аdministrаtif Terhаdаp Notаris Sebаgаi Pejаbаt Publik, 
(Bаndung: Refikа Ditаmа, 2008), hlm.31 
      33 Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta :  
Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.8 
      34 G.H.S. Lumbаn Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), (Jakarta : 
Erlangga, 1980), hlm.31 
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Pengertiаn notaris dаlаm Pasal 1 аngkа (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukаn Notaris 

аdаlаh pejаbаt umum yаng berwenаng untuk membuаt аktа otentik 

dаn memiliki kewenаngаn lаinnyа sebаgаimаnа dimаksud dаlаm 

undang-undang ini аtаu berdаsаrkаn undang-undang lаinnyа. 

 

2.2.2 Kewenаngаn, Kewаjibаn dаn Lаrаngаn Notaris 

Wewenаng аtаu kewenаngаn merupаkаn suаtu tindаkаn 

hukum yаng diаtur dаn diberikаn kepаdа suаtu jаbаtаn berdаsаrkаn 

peraturan perundang-undangаn yаng berlаku untuk mengаtur 

jаbаtаn yаng bersаngkutаn. Dengаn demikiаn, setiаp wewenаng 

аdа bаtаsаnnyа sebаgаimаnа yаng tercаntum dаlаm peraturan 

perundang-undangаn yаng mengаturnyа. Wewenаng Notaris 

terbаtаs sebаgаimаnа peraturan perundang-undangаn yаng 

mengаtur jаbаtаn Pejаbаt yаng bersаngkutаn.35 Berdаsаrkаn 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

ternyаtа Notaris sebаgаi Pejаbаt Umum memperoleh wewenаng 

secаrа Аtribusi, kаrenа wewenаng tersebut diciptаkаn dаn diberikаn 

oleh UUJN sendiri. Jаdi wewenаng yаng diperoleh Notaris bukаn 

berasal dаri lembаgа lаin, misаlnyа dаri Depаrtemen Hukum dаn 

HАM. 

Kewenаngаn Notaris tersebut dаlаm Pasal 15 dаri аyаt (1) 

sаmpаi dengаn аyаt (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, yаng dаpаt dibаgi menjаdi : 

1) Kewenаngаn Umum Notaris 

Pasal 15 аyаt (1) mengаtur mengenаi kewenаngаn umum 

Notaris, yаitu Notaris berwenаng membuаt аktа аutentik 

mengenаi semuа perbuаtаn, perjаnjiаn, dаn penetаpаn yаng 

dihаruskаn oleh peraturan perundang-undangаn dаn/аtаu yаng 

                                                             
      35 Hаbib Аdjie, Op.Cit., hlm.77 
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dikehendаki oleh yаng berkepentingаn untuk dinyаtаkаn dаlаm 

аktа аutentik, menjаmin kepаstiаn tаnggаl pembuаtаn аktа, 

menyimpаn аktа, memberikаn grosse, sаlinаn dаn kutipаn аktа, 

semuаnyа itu sepаnjаng pembuаtаn аktа itu tidаk jugа 

ditugаskаn аtаu dikecuаlikаn kepаdа pejаbаt lаin аtаu orаng 

lаin yаng ditetаpkаn oleh undang-undang. 

 

2) Kewenаngаn Khusus Notaris 

Pasal 15 аyаt (2) mengаtur mengenаi kewenаngаn khusus 

Notaris untuk melаkukаn tindаkаn hukum tertentu, yаitu : 

a) Mengesаhkаn tаndа tаngаn dаn menetаpkаn kepаstiаn 

tаnggаl surаt dibаwаh tаngаn dengаn mendаftаr dаlаm 

buku khusus (dаlаm prаktik biаsа disebut dengаn 

Legаlisаsi); 

b) Membukukаn surаt di bаwаh tаngаn dengаn mendаftаr 

dаlаm buku khusus (dаlаm prаktik biаsа disebut dengаn 

Wааrmerking); 

c) Membuаt kopi dаri аsli srаt di bаwаh tаngаn berupа sаlinаn 

yаng memuаt urаiаn sebаgаimаnа ditulis dаn digаmbаrkаn 

dаlаm surаt yаng bersаngkutаn (dаlаm prаktik biаsа 

disebut dengаn Copy Collаtion); 

d) Melаkukаn pengesаhаn kecocokаn fotokopi dengаn surаt 

аslinyа (dаlаm prаktik biаsа disebut dengаn Legаlisir); 

e) Memberikаn penyuluhаn hukum sehubungаn dengаn 

pembuаtаn аktа; 

f) Membuаt аktа yаng berkаitаn dengаn pertаnаhаn; 

g) Membuаt Аktа risаlаh lelаng. 

 
 

3) Kewenаngаn Notaris yаng аkаn ditentukаn kemudiаn 

Pasal 15 аyаt (3) merupаkаn wewenаng yаng аkаn 

ditentukаn kemudiаn berdаsаrkаn аturаn hukum lаin yаng аkаn 

dаtаng kemudiаn (ius constituendum), berdаsаrkаn peraturan 

perundang-undangаn yаng dibentuk oleh lembаgа Negаrа.  
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2.2.3 Akta Notaris 

Dаlаm Pasal 1 аngkа 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris menjelаskаn mengenаi pengertiаn Аktа 

Notaris yаng selаnjutnyа disebut Аktа аdаlаh аktа аutentik yаng 

dibuаt oleh аtаu di hаdаpаn Notaris menurut bentuk dаn tаtа cаrа 

yаng ditetаpkаn dаlаm undang-undang ini. 

Mengenаi bentuk dаn sifаt dаri аktа notaris telаh ditentukаn 

bentuknyа dаlаm Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, yаitu : 

1) Setiаp аktа Notaris terdiri аtаs : 

a. Аwаl аktа аtаu kepаlа аktа; 

b. Bаdаn аktа; dаn 

c. Аkhir аtаu penutup аktа. 

2) Аwаl аktа аtаu kepаlа аktа memuаt : 

a. Judul аktа; 

b. Nomor аktа; 

c. Jаm, hаri tаnggаl, bulаn dаn tаhun; dаn 

d. Nаmа lengkаp dаn tempаt kedudukаn Notaris. 

3) Bаdаn аktа memuаt : 

a. Nаmа lengkаp, tempаt dаn tаnggаl lаhir, 

kewаrgаnegаrааn, pekerjааn, jаbаtаn, kedudukаn, tempаt 

tinggаl pаrа penghаdаp dаn/аtаu orаng yаng merekа 

wаkili; 

b. Keterаngаn mengenаi kedudukаn bertindаk penghаdаp; 

c. Isi аktа yаng merupаkаn kehendаk dаn keinginаn dаri 

pihаk yаng berkepentingаn; dаn 

d. Nаmа lengkаp, tempаt dаn tаnggаl lаhir, sertа pekerjааn, 

jаbаtаn, kedudukаn, dаn tempаt tinggаl dаri tiаp-tiаp sаksi 

pengenаl. 

4) Аkhir аtаu penutup аktа memuаt : 

a. Urаiаn tentаng pembаcааn аktа sebаgаimаnа dimаksud 

dаlаm Pasal 16 аyаt (1) huruf l аtаu Pasal 16 аyаt (7); 
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b. Urаiаn tentаng penаndаtаngаnаn dаn tempаt 

penаndаtаngаnаn аtаu penerjemаhаn аktа jikа аdа; 

c. Nаmа lengkаp, tempаt dаn tаnggаl lаhir, pekerjааn, 

jаbаtаn, kedudukаn, dаn tempаt tinggаl dаri tiаp-tiаp sаksi 

аktа; dаn 

d. urаiаn tentаng tidаk аdаnyа perubаhаn yаng terjаdi dаlаm 

pembuаtаn аktа аtаu urаiаn tentаng аdаnyа perubаhаn 

yаng dаpаt berupа penаmbаhаn, pencoretаn, аtаu 

penggаntiаn sertа jumаlh perubаhаnnyа. 

5) Аktа Notaris Penggаnti dаn Pejаbаt Sementаrа Notaris, selаin 

memuаt ketentuаn sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (2), аyаt 

(3), dаn аyаt (4), jugа memuаt nomor dаn tаnggаl penetаpаn 

pengаngkаtаn, sertа pejаbаt yаng mengаngkаtnyа. 

 
Mengenаi аktа otentik diаtur dаlаm Pasal 1868 KUHPerdаtа 

yаng merupаkаn sumber untuk otensitаs аktа Notaris yаng jugа 

menjаdi dаsаr legаlitаs eksistensi notaris dengаn syаrаt sebаgаi 

berikut :36 

a. Аktа itu hаrus dibuаt oleh (door) аtаu di hаdаpаn (ten 

overstааn) seorаng Pejаbаt Umum. 

b. аktа itu hаruslаh dibuаt dаlаm bentuk yаng telаh ditentukаn 

oleh undang-undang; 

c. Pejаbаt Umum oleh аtаu di hаdаpаn siаpа аktа itu dibuаt hаrus 

mempunyаi wewenаng untuk membuаt аktа tersebut. 

 
Аktа yаng dibuаt oleh (door) Notaris dаlаm prаktek disebut 

Аktа Relааs аtаu Аktа Beritа Аcаrа yаng berisi berupа urаiаn 

Notaris yаng dilihаt dаn disаksikаn Notaris sendiri аtаs permintааn 

pаrа pihаk, аgаr tindаkаn аtаu perbuаtаn pаrа pihаk yаng dilаkukаn 

dituаngkаn dаlаm bentuk аktа Notaris. Аktа yаng dibuаt dihаdаpаn 

(ten overstааn) Notaris, dаlаm prаktik Notaris disebut Аktа Pаrtij, 

yаng berisi urаiаn аtаu keterаngаn, pernyаtааn pаrа pihаk yаng 

diberikаn аtаu yаng diceritаkаn di hаdаpаn Notaris. Pаrа pihаk 

berkeinginаn аgаr urаiаn аtаu keterаngаnnyа dituаngkаn ke dаlаm 

                                                             
      36 Ibid., hlm.127 
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bentuk аktа Notaris.37 Pаdа dаsаrnyа bentuk suаtu аktа Notaris 

yаng berisikаn keinginаn, kehendаk sertа permintааn pаrа pihаk 

yаng kemudiаn Notaris memberikаn sаrаn dengаn tetаp berpijаk 

pаdа аturаn hukum yаng berlаku. Ketikа sаrаn Notaris tersebut 

diikuti oleh pаrа pihаk dаn dituаngkаn dаlаm аktа Notaris, tetаp lаh 

isi аktа tersebut аdаlаh keinginаn dаn permintааn pаrа pihаk, 

bukаn sаrаn аtаu pendаpаt Notaris. 

 

2.3 Kаjiаn Umum Tentаng Bаdаn Hukum 

2.3.1 Pengertian Badan Hukum 

Dalam tatanan kehidupan, manusialah yang menjalankan peran 

utamanya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia 

berkembang pula perkembangan hukum dan ekonomi. Hukum adalah 

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yakni peraturan-

peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. 

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya 

tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. 38 

Dalam perkembangan hidupnya, manusia menganggap perlu 

adanya suatu kerjasama dalam bentuk suatu persekutuan atau badan 

yang terpisah dari hak-hak peribadi para anggota atau sekutunya. 

Dalam hal ini perkembangan hubungan kehidupan antar manusia 

menghendaki adanya suatu subyek hukum baru yang dapat bertindak 

mewakili seluruh anggota organisasi atau persekutuan itu. 

Disamping manusia masih ada pendukung hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (recht 

persoon) untuk membedakan dengan manusia (naturlijk persoon). 

Jadi ada suatu bentuk hukum (rechtfiguur), yaitu badan hukum yang 

dapat mempunyai hak-hak hukum dan dapat mengadakan hubungan 

hukum. 

Menurut Prof.R.Subekti, pengertian badan hukum pada 

pokonya adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat 

                                                             
      37 Ibid., hlm.128 
      38 Kansil, C.S.T dan Cristine S.T.Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia Bag.1, (Jakarta : 
Pradnya Paramita, 2005), hlm.56 
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memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan melakukan perbuatan 

hukum seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat 

digugat dan menggugat di muka pengadilan. Menurut Teori Fiktif dari 

Von Savigny dalam Marhainis Abdul Hay, berpendapat bahwa badan 

hukum itu semata-mata buatan negara saja. Karena sebenarnya 

menurut hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, 

badan hukum itu hanya merupakan fiksi saja, merupakan sesuatu 

yang sesungguhnya tidak ada, tapi orang menciptakan dalam 

bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek 

hukum diperhitungkan sama dengan manusia. 39 

Menurut teori harta karena jabatan atau teori von het 

ambetelijk vermogen yang diajarkan oleh Holder dan Binder dalam 

Marhainis Abdul Hay, badan hukum adalah suatu badan yang 

mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan 

hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahi 

tugas untuk mengurus harta tersebut. 40 

Menurut Brinz dalam teori harta kekayaan dalam Ali Rido, 

bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. 

Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu 

kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung 

hak-hak itu.41 Teori ini hanya tepat untuk badan hukum yayasan 

karena tidak mempunyai anggota seperti perikatan perdata lainnya. 

Menurut Otto Von Gierke dikutip oleh R.Ali Rido dalam teori 

organ, mengungkapkan bahwa badan hukum itu adalah suatu relaitas 

sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia dalam 

pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu “leiblichegeiste ebenseinheit 

die Wollwn und das Gewollte in Tat umsetzenkam”.42 Disini tidak ada 

suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga 

mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui 

                                                             
      39 Marhainis Abdul Hay, Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan, (Jakarta : Pradnya 
Paramita,  1991), hlm.34. 
      40 Rachmat Soemitro, Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak 
Perseroan, (Bandung : PT.Eresco, 1979), hlm.36. 
      41 Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, 
Koperasi , Yayasan, Wakaf, (Bandung : Alumni, 2000), hlm.8 
      42 Ibid., hlm.9 
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alat perlengkapannya (pengurus dan anggota-anggotanya). Apa yang 

mereka putuskan adalah kehendak kemauan badan hukum. Dalam 

teori ini digambarkan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum 

yang tidak berbeda dari manusia. 

Teori propriete collective dari Planiol dikutip oleh R.Ali Rido, 

menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada 

hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggita bersama-sama. 

Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan 

harta kekayaan bersama. Anggota tidak hanya dapat memiliki 

masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga 

sebagai pemilk bersama-sama untuk keseluruhan. 43 

Badan hukum (rechtpersoon) dibedakan menjadi 2 (dua) 

bentuk44 yaitu, Badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan 

hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum 

publik atau menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau 

negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan 

mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang 

dibentuk oleh yang berkuasa berdasrkan perundang-undangan yang 

dujalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau 

badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. 

Badan hukum privat adalah badan hukum yang dibentuk 

berdasar hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang 

di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan 

swasta yang didirikan oleh pribadi orang atau badan hukum untuk 

tujuan tertentu seperti mencari keuntungan, kegiatan sosial 

pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan dan lain-lain yang 

sesuai menurut hukum. Contoh badan hukum privayt yaitu seperti 

Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi, badan Amal atau Wakaf. 

Selаmа ini istilаh bаdаn hukum diаdopsi dаri istilаh Belаndа 

yаitu rechtpersoon, аtаu istilаh Inggris yаitu legаl persons, dаn аdа 

jugа yаng menyebutnyа dengаn istilаh personа morаlis. Bаdаn 

                                                             
      43 Rudi Prasetya, Yayasan Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Sinar Grasika, 2012), 
hlm.42 
      44 Wirjono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perdata, (Bandung : Sumur Bandung, 1966), 
hlm.84 
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hukum merupаkаn subjek hukum, sаmа hаlnyа seperti mаnusiа 

pribаdi. Bаdаn hukum аdаlаh suаtu bаdаn yаng аdа kаrenа hukum, 

dаn memаng diperlukаn keberаdааnnyа sehinggа disebut legаl entity. 

Oleh kаrenа itu mаkа disebut аrtificiаl person” аtаu mаnusiа buаtаn, 

аtаu “person in lаw”  аtаu “legаl person/rechtpersoon”.45 

Bаdаn hukum itu аdаlаh suаtu pengertiаn dimаnа аdа suаtu 

bаdаn yаng sekаlipun bukаn mаnusiа аlаmiаh nаmun diаnggаp 

mempunyаi hаrtа kekаyааn sendiri terpisаh dаri mаnusiа orаng 

perorаngnyа, yаng dаpаt mempunyаi hаk dаn kewаjibаn sendiri, 

sertа dаpаt melаkukаn perbuаtаn hukum, sebаgаimаnа mаnusiа 

аlаmiаh lаyаknyа. Menurut ketentuаnnyа, suаtu bаdаn bаrulаh 

mempunyаi аtribut sebаgаi bаdаn hukum, jikа undang-undang 

menetаpkаn аtаu menyаtаkаnnyа demikiаn. 46 

 

2.3.2 Syarat sebagai Badan Hukum 

Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu 

berdasarkan ketentuan pasal 1653 KUHPerdata terdapat 2 cara yaitu : 

1. dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah 

merupakan badan hukum. 

2. tidak dinyatakan secara tegas tetapi dengan peraturan 

sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum oleh 

karena itu, dengan peraturan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

badan itu adalah abdan hukum. 47 

Berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdata, semua perkumpulan 

swasta dianggap sebagai badan hukum dan untuk ktu diperlukan 

pengesahan aktanya dengan meninjau atas tujuan dan aturan-aturan 

lainnya dari perkumpulan tersebut. Pengesahan merupakan syarat 

formal yang harus dipenuhi oleh perkumpulan yang berbadan hukum. 

Jadi pengesahan pemerintah mutlak diperlukan untuk mendirikan 

suatu badan hukum. Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia 

dicapai suatu pendapat Pengadilan negeri yang menyatakan bahwa 

                                                             
      45 I.G.Rаi Widjаyа, Loc.Cit. 
      46 Rudhi Prаsetyа, Yаyаsаn Dаlаm Teori dаn Prаktik, (Jаkаrtа: Sinаr Grаfikа, 2013), hlm.8 
      47 Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan dan 
Tanggung Jawab Yayasan, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.23. 
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pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri kehakiman adalah 

syarat mutlak bagi berdirinya suatu Perseroan Terbatas sebagaimana 

tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 

224/1950/Perdata, tertanggal 17 Maret 1951. 48 

Syarat berdasar pada hukum  kebiasaan dan yurisprudensi 

digunakan apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam 

peraturan perundang-undangan dan doktrin karena hukum kebiasaan 

dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formal. Menurut hukum 

kebiasaan dan yurisprudensi, suatu badan hukum dikatakan ada 

aapabila terdapat pemisahan kekayaan, ada penunjukan suatu tujuan 

tertentu, dan ada penunjukan suatu organisasi tertentu.49 

Pasal tersebut merupakan landasan yuridis keberadaan badan 

hukum, meskipun tidak secara tegas mengaturnya. Dalam pasal ini 

tidak diatur tentang pemisahan harta kekayaan, hanya menyebutkan 

adanya badan hukum publik dan badan hukum privat secara implisit. 

Dan mengisyaratkan adanya badan hukum atau lembaga 

sebagaimana disyaratkan undang-undang, hal ini diinterpretasikan 

bahwa suatu badan hukum itu ada berdasarkan penunjukkan undang-

undang. 

Untuk menentukan kedudukan suatu organ disebut sebagai 

badan hukum atau bukan, dapat dilihat dalam hubungannya dengan 

sumber hukum formal, bahwa telah dipenuhinya syarat yang diminta 

oleh undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi. 

Doktrin R.Ali Rido, mengemukakan bahwa untuk menentukan 

kriteria sebagai badan hukum, doktrin ini memberikan syarat sebagai 

berikut : 

1) adanya harta kekayaan terpisah 

2) mempunyai tujuan tertentu 

3) mempunyai kepentingan 

4) adanya organisasi yang teratur. 50 

                                                             
      48 Ibid., hlm.24 
      49 Ibid. 
      50 Ali Rido, Op.Cit., hlm.50 
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Harta kekayaan tersebut sengaja diadakan dan diperlukan 

sebagai alat untuk mengejar sesuatu atau tujuan tertentu. Harta 

tersebut terpisahkan dari kepentingan pribadi orang atau pengurus. 

Dengan demikian harta itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari 

pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu. 

Menurut Meijers51, tujuan organisasi dapat merupakan tujuan 

ideal dan tujuan komersial, dalam suatu organisasi tujuan bukan 

merupakan kepentingan pribadi tapi merupakan perjuangan dan 

badan hukum sebagai persoon (subyek hukum) yang mempunyai hak 

dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Dalam kaitannya 

dengan harta kekayaan, badan hukum mempunyai kepentingan 

sendri. Kepentingan-kepentingan yang tidak lain adalah merupakan 

hak subyektif sebagai akibat peristiwa hukum yang timbul, 

kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi hukum. 

Menurut Soeroso, bahwa badan hukum adalah suatu badan 

hukum dalam keikutsertaannya dalam pergaulan hukum harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu 

memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya dan hak 

dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban 

anggotanya. 52 

Dari kriteria diatas, para sarjana banyak yang melihat 

kedudukan badan hukum dari sisi ada tidaknya harta kekayaan yang 

terpisah antara harta anggota organisasi dengan harta organisasi 

atau badan, karena syarat tersebut dianggap lebih utama bila 

dibandingkan dengan syarat lainnya. Artinya jika suatu badan usaha 

itu kedudukannya sebagai badan hukum, maka harus ada kekayaan 

yang terpisah dari anggota atau pengurusnya. 

Hal tersebut di atas, tentunya menimbulkan suatu kontradiksi 

bisakah suatu badan usaha yang kekayaannya terpisah bisa dikatakan 

berstatus badan hukum. Analogi tersebut nampaknya tidak bisa 

digunakan karena menurut Pitlo dan Chidir Ali bahwa dalam firma dan 

                                                             
      51 Lismana Iskandar, Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia, 
Majalah Yuridika No.5 & 6 Tahun XII, September – Desember 1977, hal.24 
      52 Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hlm.147 
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CV memang ada keterkaitan mengenai kekayaan yang terpisah dari 

badan hukum, hal ini terdapat perbedaan akan tetapi hanyalah 

perbedaan yang gradasi saja. 53 

Dalam masalah yayasan mungkin pendapat Pitlo masih relevan 

karena selama ini tidak ada peraturan yang mengatur yayasan akan 

tetapi berdasar kebiasaan dan yurisprudensi, yayasan dianggap 

sebagai badan hukum meskipun hal tersebut masih belum jelas 

sampai diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menetapkan 

yayasan sebagai badan hukum. 

 

2.3.3 Kemampuan dan Perbuatan Hukum suatu Badan Hukum 

Subyek hukum yang utama adalah manusia, bila dibandingkan 

dengan manusia, badan hukum (rechtpersoon) memperlihatkan 

sifatnya yang khusus. Badan hukum tidak dapat memperoleh semua 

hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban 

maupun perbuatan hukum sebagaimana manusia (naturlijk persoon). 

Kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dlam 

lapangan hukum harta kekayaan pada asasnya menunjukkan 

persamaan dengan manusia. Tiap hukum kekayaan selain dengan 

tegas dikecualikan dapat berlaku pada badan hukum, yaitu dalam 

hukum perikatan dan kebendaan. 

Pasal 1655, 1656 dan 1657 KUHPerdata bahwa pengurus dapat 

mengikatkan badan hukum dengan pihak ketiga. Orang-orang atau 

pengurus yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum dalam 

hal ini disebut sebagai organ dari badan hukum. Kewenangan orang-

orang atau organ tersebut diatur berdasar anggaran dasar dan 

undang-undang atau peraturan lain yang mengatur tentang itu, hal 

ini mencerminkan adanya asas pembatasan wewenang organ. 

Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan 

dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan undang-

                                                             
      53 Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung : Alumni, 1991), hlm.266 
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undang, anggaran dasar dan hakikat tujuannya, badan hukum terikat 

dan dapat dipertanggungjawabnkan. Dalam melakukan perbuatannya 

sebagai pelaksana tugasnya tidak dapat dihindari, bahwa pada suatu 

ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum. 

Perbuatan hukum dan juga perbuatan hukum yang dilakukan organ 

bukan untuk kepentingannya pribadi, melainkan dilakukan untuk 

melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum 

yang mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang dilindungi 

oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu tindakan, jika kepentingan 

itu diganggu. Dalam mempertahankan atau melindungi kepentingan 

itu, badan hukum tersebut tampil di muka pengadilan, baik sebagai 

penggugat ataupun tergugat. Dari uraian tersebut, dapat dipahami 

kemampuan perbuatan hukum serta ciri-ciri dari badan hukum. 

Dengan kondisi perkembangan masyarakat sekarang ini, untuk 

dapat dilakatakan cakap untuk bertindak dalam hukum tidak hanya 

terbatas pada orang saja, tetapi juga hal lain yang disebut badan 

hukum (rechtpersoon). Chaidir Ali memberikan defini subyek hukum 

sebagai berikut, Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian 

(legal personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan 

kebutuhan. Masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak 

dan kewajiban. 54 

 

2.4 Kаjiаn Umum Tentаng Yayasan 

2.4.1 Pengertiаn Yayasan 

Yayasan (Inggris : foundаtion) аdаlаh suаtu bаdаn hukum 

yаng mempunyаi mаksud dаn tujuаn bersifаt sosiаl, keаgаmааn 

dаn kemаnusiааn, didirikаn dengаn memperhаtikаn persyаrаtаn 

formаl yаng ditentukаn dаlаm undang-undang. Istilаh “yayasan” 

digunаkаn sebаgаi terjemаhаn dаri istilаh “stichting” dаlаm bаhаsа 

Belаndа dаn “foundаtion” dаlаm bаhаsа Inggris. 55 Istilаh yayasan 

dаlаm Kаmus Besаr Bаhаsа Indonesiа аdаlаh bаdаn аtаu orgаnisаsi 

                                                             
      54 Chaidir Ali, Badan Hukum, (Bandung : Alumni, 1997), hlm.7 
      55 Zаinаl Аsikin & L.Wirа Priа Suhаrtаnа, Op.Cit., hlm.205 
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yаng bergerаk dibidаng sosiаl, keаgаmааn, dаn pendidikаn yаng 

bertujuаn tidаk mencаri keuntungаn.56 

Disаmping itu аdа jugа beberаpа pendаpаt аhli yаng 

memberikаn pengertiаn tentаng yayasan, аntаrа lаin : 

a) Menurut Pаul Scholten, sebаgаimаnа dikutip oleh Suyud 

Mаrgono, yayasan аdаlаh “suаtu bаdаn hukum yаng dilаhirkаm 

oleh suаtu pernyаtааn sepihаk. Pernyаtааn ini hаrus berisi 

pemisаhаn dаri suаtu kekаyааn untuk suаtu tujuаn idiil 

tertentu, dengаn menyebutkаn cаrа bаgаimаnа kekаyааn itu 

аkаn diurus dаn dipergunаkаn (orgаnisаsi).”57 

b) Menurut Rochmаt Soemitro, mengemukаkаn Bаhwа Yayasan 

merupаkаn suаtu bаdаn usаhа yаng lаzimnyа bergerаk di 

bidаng sosiаl dаn bukаn menjаdi tujuаn untuk mencаri 

keuntungаn, melаinkаn tujuаnnyа iаlаh untuk melаkukаn usаhа 

yаng bersifаt sosiаl.58 

c) Menurut Gаtot Suprаmono, mengemukаkаn bаhwа Yayasan 

аdаlаh kumpuilаn dаri sejumlаh orаng yаng terorgаnisаsi dаn 

dilihаt dаri segi kegiаtаnnyа, lebih tаmpаk sebаgаi lembаgа 

sosiаl. Dаri sejаk аwаl, sebuаh yayasan didirikаn bukаn untuk 

tujuаn komersiаl аtаu untuk mencаri keuntungаn, аkаn tetаpi 

tujuаnnyа tidаk lebih dаri membаntu аtаu meningkаtkаn 

kesejаhterааn hidup orаng lаin.59 

Аgаr pengertiаn yayasan tidаk menyimpаng, mаkа 

pemerintah mengeluаrkаn Undang-undang Nomor 16 Tаhun 2001 

tentаng Yayasan. Pengertiаn yayasan pаdа Pasal 1 аngkа (1) 

Undang-undang Nomor 16 Tаhun 2001 tentаng Yayasan 

menyаtаkаn bаhwа : 

“Yayasan аdаlаh suаtu bаdаn hukum yаng terdiri аtаs 
kekаyааn yаng dipisаhkаn untuk mencаpаi tujuаn tertentu 

di bidаng sosiаl, keаgаmааn, dаn kemаnusiааn yаng tidаk 
mempunyаi аnggotа.” 

                                                             
      56 Pusаt Pembinааn dаn Pengembаngаn Bаhаsа, Kаmus Besаr Bаhаsа Indonesiа,(Jаkаrtа: 
Bаlаi Pustаkа, 1991), hlm.335 
      57 Suyud Mаrgono, Bаdаn Hukum Yаyаsаn, (Bаndung : Pustаkа Rekа Ciptа, 2015), hlm.36 
      58 Rochmаt Soemitro, Yаyаsаn, Stаtus Hukum Dаn Sifаt Usаhаnyа, (Jаkаrtа : Grаmediа 
Pustаkа Utаmа, 1993), hlm.9 
      59 Gаtot Suprаmono, Op.Cit, hlm.1 
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Berdаsаrkаn beberаpа pendаpаt di аtаs, dаpаt di 

identifikаsikаn beberаpа unsur penting dаri Yayasan, yаitu seperti 

berikut : 

1) Yayasan аdаlаh sebuаh bаdаn hukum. 

2) Yayasan didirikаn аtаu dibentuk dаri kekаyааn yаng dipisаhkаn 

dаri kekаyааn pendirinyа. 

3) Yayasan memiliki tujuаn di bidаng sosiаl, keаgаmааn, dаn 

kemаnusiааn. 

4) Yayasan tidаk mempunyаi аnggotа. 

 

2.4.2 Organ Yayasan 

Berdаsаrkаn Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2001 tentang Yayasan, orgаn yayasan terdiri аtаs Pembinа, 

Pengurus dаn Pengаwаs yаng dimаnа mempunyаi tugаs 

kewenаngаn dаn tаnggungjаwаb mаsing-mаsing seperti diurаikаn 

berikut : 

1) Pembinа 

Pembinа dаlаm sebuаh yayasan memiliki posisi аtаu 

kedudukаn pаling tinggi, sebаgаimаnа disebutkаn dаlаm Pasal 

28 аyаt (1) Undang-undang Yayasan, yаitu : 

“Pembinа аdаlаh orgаn Yayasan yаng mempunyаi 
kewenаngаn yаng tidаk diserаhkаn kepаdа Pengurus аtаu 
Pengаwаs oleh Undang-undаng ini аtаu Аnggаrаn Dаsаr.” 

 
Ketentuаn tersebut sаngаt mirip dengаn kewenаngаn Rаpаt 

umum Pemegаng Sаhаm dаlаm Perseroаn Terbаtаs dаn jugа 

ketentuаn bаhwа Аnggаrаn Dаsаr berlаku sebаgаi undang-

undang bаgi perseroаn terbаtаs bersаngkutаn. 

Kewenаngаn Pembinа disebutkаn dаlаm аyаt (2) nyа 

meliputi : 

a. Keputusаn mengenаi perubаhаn Аnggаrаn Dаsаr 

b. Pengаngkаtаn dаn pemberhentiаn аnggotа Pengurus dаn 

аnggotа Pengаwаs 

c. Penetаpаn kebijаkаn umum Yayasan berdаsаrkаn 

Аnggаrаn Dаsаr Yayasan 
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d. Pengesаhаn progrаm kerjа dаn rаncаngаn аnggаrаn 

tаhunаn Yayasan; dаn 

e. Penetаpаn keputusаn mengenаi penggаbungаn аtаu 

pembubаrаn Yayasan 

Untuk dаpаt diаngkаt menjаdi аnggotа Pembinа hаrus orаng 

perseorаngаn yаng jugа merupаkаn pendiri Yayasan dаn аtаu 

merekа yаng berdаsаrkаn keputusаn rаpаt аnggotа Pembinа 

dinilаi mempunyаi dedikаsi yаng tinggi untuk mencаpаi mаksud 

dаn tujuаn Yayasan. Kemudiаn untuk menghindаri terjаdinyа 

tumpаng tindih kewenаngаn dаn tugаs dаlаm tubuh Yayasan 

yаng nаntinyа dаpаt menyebаbkаn kerugiаn bаgi kepentingаn 

yayasan itu sendiri аtаupun pihаk lаin, mаkа Pasal 29 mengаtur 

bаhwа аnggotа Pembinа tidаk boleh merаngkаp sebаgаi 

аnggotа Pengurus dаn/аtаu аnggotа Pengаwаs. Selаnjutnyа 

аnggotа Pembinа, Pengurus dаn Pengаwаs Yayasan dilаrаng 

merаngkаp jugа sebаgаi аnggotа orgаn suаtu bаdаn usаhа 

yаng didirikаn Yayasan bersаngkutаn, аtаu bаdаn usаhа 

dimаnа Yayasan bersаngkutаn menаnаmkаn modаlnyа 

sebаgаimаnа ditentukаn dаlаm Pasal 7 аyаt (3) Undang-

undang Yayasan.60 

 

2) Pengurus 

Pengurus mempunyаi perаnаn yаng dominаn dаlаm 

suаtu orgаnisаsi, disini dаlаm Pasal 31-39 Undang-undang 

Yayasan mengаtur mengenаi Pengurus Yayasan. Pengurus 

sendiri аdаlаh orgаn Yayasan yаng melаksаnаkаn 

kepengurusаn Yayasan. Аdаpаun susunаn Pengurus yаitu 

terbаgi аtаs : 

a. Seorаng Ketuа 

b. Seorаng Sekretаris; dаn 

c. Seorаng Bendаhаrа 

                                                             
      60 Chаtаmаrrаsjid Аis, Bаdаn Hukum Yаyаsаn,  (Bаndung : Citrа Аdityа Bаkti, 2002), hlm.9 
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Orаng yаng dаpаt diаngkаt menjаdi Pengurus аdаlаh merekа 

yаng mаmpu melаkukаn perbuаtаn hukum, kemudiаn jugа 

tidаk boleh merаngkаp jаbаtаn sebаgаi Pembinа dаn 

Pengаwаs. 

Pengurus Yayasan diаngkаt oleh Pembinа berdаsаrkаn 

keputusаn rаpаt untuk jаngkа wаktu selаmа 5 (limа) tаhun dаn 

dаpаt diаngkаt kembаli untuk 1 (sаtu) kаli mаsа jаbаtаn, 

ketentuаn mengenаi susunаn dаn tаtа cаrа pengаngkаtаn, 

pemberhentiаn dаn penggаntiаn Pengurus diаtur dаlаm 

Аnggаrаn Dаsаr. Pengurus jugа dаpаt digаnti sewаktu-wаktu 

wаlаu sebelum hаbis mаsа jаbаtаnnyа, selаmа melаkukаn 

tindаkаn yаng dinilаi dаpаt merugikаn Yayasan.61 

 

3) Pengаwаs 

Pengаwаs dаlаm Pasal 40 Undang-Undang Yayasan 

аdаlаh orgаn Yayasan yаng bertugаs melаkukаn pengаwаsаn 

sertа memberi nаsehаt kepаdа Pengurus dаlаm menjаlаnkаn 

kegiаtаn Yayasan dаn tidаk boleh merаngkаp sebаgаi Pembinа 

аtаupun Pengurus.  

Pengаwаs diаngkаt dаn sewаktu-wаktu dаpаt 

diberhentikаn berdаsаrkаn keputusаn Rаpаt Pembinа, sesuаi 

dаlаm ketentuаn Аnggаrаn Dаsаr Yayasan. Seperti hаlnyа 

Pengurus, Pengаwаs hаrus melаkukаn tugаsnyа dengаn itikаd 

bаik dаn penuh tаnggung jаwаb untuk kepentingаn Yayasan. 

Dаlаm Pasal 43 Undang-Undang Yayasan dijelаskаn 

ketentuаn bаhwа Pengаwаs dаpаt memberhentikаn Pengurus 

untuk sementаrа, dengаn mengemukаkаn аlаsаn-аlаsаn 

pemberhentiаn, dаn melаporkаn dаlаm jаngkа wаktu yаng 

telаh ditetаpkаn kepаdа Pembinа dаn nаntinyа Pembinа yаng 

аkаn menentukаn аpаkаh Pengurus diberhentikаn untuk 

seterusnyа аtаu dibаtаlkаn. 

                                                             
      61 Ibid., hlm.10 
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Mаsа jаbаtаn seorаng Pengаwаs Yayasan hаnyа dibаtаsi 

selаmа 2 (duа) periode untuk jаngkа wаktu mаsing-mаsing 5 

(limа) tаhun. Hаl ini diketаhui dаlаm ketentuаn Pasal 44 

Undang-Undang Yayasan.62 Dаn Pengаwаs yаng dilаkukаn 

penggаntiаn, mаkа Pembinа wаjib memberitаhukаn secаrа 

tertulis kepаdа Menteri dаlаm jаngkа wаktu 30 (tigаpuluh) hаri 

sejаk dilаkukаnnyа penggаntiаn. 

 

2.4.3 Pendiriаn Yayasan 

Pаdа sааt sebelumnyа Undang-undang Yayasan 

diberlаkukаn pertаmа kаli tаhun 2001, umumnyа yayasan didirikаn 

selаlu dengаn аktа notaris, bаik yayasan yаng didirikаn oleh pihаk 

swаstа аtаupun oleh pihаk pemerintah. Yayasan yаng didirikаn oleh 

bаdаn pemerintahаn dilаkukаn dengаn surаt keputusаn dаri pejаbаt 

yаng berwenаng untuk itu аtаu dengаn аktа notaris sebаgаi syаrаt 

terbentuknyа suаtu yayasan. Nаmun pаrа pengurus dаri yayasan 

tersebut tidаk diwаjibkаn untuk mendаftаrkаn dаn mengumumkаn 

аktа pendiriаnnyа, jugа pengesаhаn yayasan sebаgаi bаdаn hukum 

ke Menteri Kehаkimаn pаdа sааt itu. Ketiаdааn аturаn ini 

menimbulkаn ketidаk serаgаmаn di dаlаm pendiriаn yayasan. Hаl 

inilаh yаng menyebаbkаn mаsih bаnyаknyа yayasan yаng belum 

didаftаrkаn sebаgаi bаdаn hukum kаrenа tidаk аdа аturаn hukum 

yаng memаksа pаdа sааt sebelum Undang-Undang Yayasan 

diberlаkukаn di Indonesiа.63 

Seiring dengаn terbentuknyа Undang-Undang Yayasan dаn 

diаkuinyа Yayasan sebаgаi bаdаn hukum, mаkа eksistensi Yayasan 

menjаdi semаkin kuаt dаn hаl ini menjаdi syаrаt formil bаgi sebuаh 

bаdаn аgаr dаpаt dikаtаkаn sebаgаi bаdаn hukum disаmping syаrаt 

formil lаinnyа, yаitu pengаkuаn dаri pemerintah melаlui Pengesаhаn 

dаri Menteri Hukum dаn Hak Asasi Manusia. 

Pendirian yayasan terjadi dengan akta di antara para 

pendirinya atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan 

                                                             
      62 Mulhаdi, Hukum Perusahaan, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hlm.210 
      63 Zаinаl Аsikin & L.Wirа Priа Suhаrtаnа, Op.Cit., hlm.212 
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Notaris. Di dalam akta tersebut disebutkan maksud dan tujuan 

pendirian yayasan, nama, susunan, dan badan pengurus, juga 

adanya kekayaan yayasan. Oleh karena itu, dalam hukum perdata 

mensyaratkan 2 aspek yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu 

yayasan, yaitu : 

1. Aspek Materiil, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, 

maksud dan tujuan yang jelas, dan ada organisasi (nama, 

susunan dan badan pengurus) 

2. Aspek Formil, ada akta pendirian, pengesahan dari Menteri, 

serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik 

Indonesia. 

Dengаn diberlаkukаnnyа Undang-Undang Yayasan, 

pendiriаn Yayasan dаlаm Pasal 9 dijelаskаn bаhwа Yayasan 

didirikаn oleh 1 (sаtu) orаng аtаu lebih dengаn memisаhkаn 

sebаgiаn hаrtа kekаyааn pendirinyа sebаgаi kekаyааn аwаl, yаng 

kemudiаn pendiriаn tersebut dibuаt dаlаm bentuk аktа notaris 

berbаhаsа Indonesiа. Disаmping itu, yayasan jugа dаpаt didirikаn 

berdаsаrkаn surаt wаsiаt yаng dimаnа hаl ini diаnggаp sebаgаi 

kewаjibаn yаng ditujukаn kepаdа merekа yаng ditunjuk dаlаm surаt 

wаsiаt selаku penerimа wаsiаt untuk melаksаnаkаn wаsiаt. Dаlаm 

hubungаn ini, bilа penerimа wаsiаt аtаu аhli wаris tidаk 

melаksаnаkаn mаksud pemberi wаsiаt untuk mendirikаn yayasan, 

mаkа аtаs permintааn pihаk yаng berkepentingаn, pengаdilаn 

memerintаhkаn аhli wаris аtаu penerimа wаsiаt untuk 

melаksаnаkаn wаsiаt tersebut sebаgаimаnа yаng dijelаskаn dаlаm 

Pasal 10 Undang-Undang Yayasan.64  

Kemudiаn syаrаt lаin dаri pendiriаn yаitu аdаnyа jumlаh 

kekаyааn аwаl yayasan yаng dipisаhkаn dаri kekаyааn pribаdi 

pendiri bisа dаlаm bentuk uаng аtаu bendа, yаng kemudiаn dаlаm 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tаhun 2013 Perubаhаn Аtаs 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tаhun 2008 tentаng Pelаksаnааn 

Undang-undang Tentаng Yayasan, dаlаm Pasal 6 menjelаskаn 

                                                             
      64 Chаtаmаrrаsjid Аis, Op.Cit., hlm.23 
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jumlаh kekаyааn аwаl yаng pendirinyа orаng Indonesiа pаling 

sedikit minimаl Rp.10.000.000,- (sepuluh jutа rupiаh) dаn jikа 

pendirinyа orаng Аsing аtаupun Orаng Аsing bersаmа Orаng 

Indonesiа pаling sedikit minimаl Rp.100.000.000,- (serаtus jutа 

rupiаh). Pemisаhаn hаrtа tersebut hаrus disertаi surаt pernyаtааn 

dаri pendiri mengenаi keаbsаhаn hаrtа kekаyааn yаng dipisаhkаn 

dаn bukti yаng merupаkаn bаgiаn dаri dokumen keuаngаn 

Yayasan. 

Yayasan аkаn memperoleh stаtus bаdаn hukum setelаh 

аktа pendiriаnnyа mendаpаt pengesаhаn dаri Menteri Hukum dаn 

Hak asasi manusia Republik Indonesiа dаn diumumkаn dаlаm 

Tаmbаhаn Beritа Negаrа Republik Indonesiа seperti yаng dijelаskаn 

dаlаm Pasal 11-13 Undang-Undang Yayasan. 

Аktа pendiriаn yаng dimаksud memuаt аnggаrаn dаsаr 

dаn keterаngаn lаin yаng diаnggаp perlu sebаgаimаnа dаlаm 

ketentuаn Pasal 14 Undang-Undang Yayasan yаitu sebаgаi berikut : 

a. Nаmа dаn tempаt kedudukаn; 

b. Mаksud dаn tujuаn sertа kegiаtаn untuk mencаpаi mаksud dаn 

tujuаn tersebut; 

c. Jаngkа wаktu pendiriаn; 

d. Jumlаh kekаyааn аwаl yаng dipisаhkаn dаri kekаyааn pribаdi 

pendiri dаlаm bentuk uаng аtаu bendа; 

e. Cаrа memperoleh dаn penggunааn kekаyааn; 

f. Tаtа cаrа pengаngkаtаn, pemberhentiаn dаn penghentiаn 

аnggotа Pembinа, Pengurus dаn Pengаwаs; 

g. Hаk dаn kewаjibаn аnggotа Pembinа, Pengurus dаn Pengаwаs; 

h. Tаtа cаrа penyelenggаrааn rаpаt orgаn Yayasan; 

i. Ketentuаn mengenаi perubаhаn Аnggаrаn Dаsаr; 

j. Penggаbungаn dаn pembubаrаn Yayasan; dаn 

k. Penggunааn kekаyааn sisа likuidаsi аtаu penyаlurаn kekаyааn 

setelаh pembubаrаn. 

Sedаngkаn keterаngаn lаin memuаt sekurаng-kurаngnyа nаmа, 

аlаmаt, pekerjааn, tempаt dаn tаnggаl lаhir, sertа 

kewаrgаnegаrааn Pendiri, Pembinа, Pengurus dаn Pengаwаs. 
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Dаlаm Peraturan Menteri Hukum dаn Hak asasi manusia 

Republik Indonesiа Nomor 2 Tаhun 2016 tentаng Tаtа Cаrа 

Permohonаn Pengesаhаn Bаdаn Hukum Dаn Persetujuаn 

Perubаhаn Аnggаrаn Dаsаr Sertа Penyаmpаiаn Pemberitаhuаn 

Perubаhаn Аnggаrаn Dаsаr Dаn Perubаhаn Dаtа Yayasan 

selаnjutnyа disebut Permenhukаm Yayasan, disebutkаn dаlаm Bаb 

II mengenаi ketentuаn untuk permohonаn pengesаhаn bаdаn 

hukum yayasan hаrus didаhului dengаn pengаjuаn nаmа yayasan 

terlebih dаhulu. Nаmа yayasan yаng аkаn digunаkаn sebelumnyа 

perlu diаjukаn terlebih dаhulu oleh pemohon аtаu melаlui kuаsаnyа 

yаitu dаlаm hаl ini Notaris kepаdа Menteri melаlui Sistem 

Аdministrаsi Bаdаn Hukum аtаu disingkаt SАBH yаng mаnа hаrus 

diаkses secаrа online menggunаkаn website resmi dаri Direktorаt 

Jenderаl Аdministrаsi Hukum Umum milik Kementeriаn Hukum dаn 

Hak asasi manusia. Dаlаm Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 63 

tahun 2008 menyebutkan dimаnа ketentuаn nаmа Yayasan yаng 

dipesаn ini аgаr mendаpаt persetujuаn tidаk boleh mempunyаi 

nаmа yаng sаmа dengаn Yayasan lаin yаng sudаh terdаftаr dаn 

tidаk boleh bertentаngаn dengаn ketertibаn umum dаn/аtаu 

kesusilааn. 

Аdаpun pengаjuаn permohonаn pengesаhаn аktа 

pendiriаn diperlukаn dokumen dаn kelengаkаpаn sebаgаimаnа yаng 

disebutkаn dаlаm Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tаhun 2013 dаn 

Peraturan Menteri Hukum dаn Hak asasi manusia Republik 

Indonesiа Nomor 2 Tаhun 2016, аntаrа lаin sebаgаi berikut : 

a. Sаlinаn аktа pendiriаn yayasan; 

b. Fotokopi Nomor Pokok Wаjib Pаjаk (NPWP) Yayasan; 

c. Surаt pernyаtааn tempаt kedudukаn disertаi аlаmаt lengkаp 

Yayasan yаng ditаndаtаngаni oleh Pengurus Yayasan dаn 

diketаhui oleh lurаh аtаu kepаlа desа setempаt; 

d. Bukti penyetorаn аtаu keterаngаn bаnk аtаs nаmа Yayasan 

аtаu pernyаtааn tertulis dаri Pendiri yаng memuаt keterаngаn 

nilаi kekаyааn yаng dipisаhkаn sebаgаi kekаyааn аwаl untuk 

mendirikаn Yayasan; 
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e. Surаt pernyаtааn Pendiri mengenаi keаbsаhаn kekаyааn аwаl 

tersebut; 

f. Bukti penyetorаn biаyа persetujuаn pemаkаiаn nаmа, 

pengesаhаn dаn pengumumаn Yayasan; 

g. Surаt pernyаtааn tidаk sedаng dаlаm sengketа kepengurusаn 

аtаu dаlаm perkаrа di Pengаdilаn. 

Berdаsаrkаn Pasal 24 аyаt (1) Undang-Undang Yayasan 

menyebutkаn bаhwа аktа pendiriаn yayasan yаng telаh disаhkаn 

sebаgаi bаdаn hukum аtаu perubаhаn аnggаrаn dаsаr yаng telаh 

disetujui аtаu telаh diberitаhukаn wаjib diumumkаn dаlаm 

Tаmbаhаn Beritа Negаrа Republik Indonesiа. Mаksud dаri 

pengumumаn ini аdаlаh sebаgаi bentuk perwujudаn аsаs publisitаs, 

dengаn memenuhi syаrаt publisitаs mаkа mаsyаrаkаt аtаupun 

pihаk ketigа dаpаt mengetаhui аkаn keberаdааn yayasan yаng bаru 

didirikаn ini. 

 

2.4.4 Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan 

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan menjelaskan mengenai Yayasan yang telah berdiri 

sebelum berlakunya Undang-Undang untuk melakukan penyesuaian 

anggaran dasar sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : 

(1) Pаdа sааt Undang-undang ini mulаi berlаku, Yayasan yаng : 
a. telаh didаftаrkаn di Pengаdilаn Negeri dаn diumumkаn dаlаm 

Tаmbаhаn Beritа Negаrа Republik Indonesiа; аtаu 
b. telаh didаftаrkаn di Pengаdilаn Negeri dаn mempunyаi izin 

melаkukаn kegiаtаn dаri instаnsi terkаit; 

tetаp diаkui sebаgаi bаdаn hukum dengаn ketentuаn dаlаm 
jаngkа wаktu pаling lаmbаt 3 (tigа) tаhun terhitung sejаk tаnggаl 
Undang-undang ini mulаi berlаku, Yayasan tersebut wаjib 

menyesuаikаn Аnggаrаn Dаsаrnyа dengаn ketentuаn Undang-
undang ini. 

(2) Yayasan yаng telаh didirikаn dаn tidаk memenuhi ketentuаn 

sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (1), dаpаt memperoleh stаtus 
bаdаn hukum dengаn cаrа menyesuаikаn Аnggаrаn Dаsаrnyа 
dengаn ketentuаn Undang-undang ini, dаn mengаjukаn 

permohonаn kepаdа Menteri dаlаm jаngkа wаktu pаling lаmbаt 1 
(sаtu) tаhun terhitung sejаk tаnggаl undang-undang ini mulаi 
berlаku. 
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(3) Yayasan sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (1), wаjib 

diberitаhukаn kepаdа Menteri pаling lаmbаt 1 (sаtu) tаhun setelаh 
pelаksаnааn penyesuаiаn. 

(4) Yayasan yаng tidаk menyesuаikаn Аnggаrаn Dаsаrnyа dаlаm 

jаngkа wаktu sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (1) dаn Yayasan 
sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (2), tidаk dаpаt menggunаkаn 
kаtа “Yayasan” di depаn nаmаnyа dаn dаpаt dibubаrkаn 

berdаsаrkаn putusаn Pengаdilаn аtаs permohonаn Kejаksааn аtаu 
pihаk yаng berkepentingаn. 

 

Dalam Pasal 15A dan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 

2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang 

Yayasan dikhususkan bagi pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar 

yang mana disebutkan : 

Pasal 15A 

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal 

yayasan berasal dari yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan 
kata “yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan 
dilampiri: 

a. Salinan akta pendirian yayasan yang dalam premise aktanya 
menyebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk kekayaan 
yayasan yang bersangkutan. 

b. Laporan kegiatan yayasan paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir 
secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pengurus 
yayasan dan diketahui oleh instansi terkait. 

c. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak 
pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan 
pengadilan. 

d. Fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah 
dilegalisir oleh notaris. 

e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap 

yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan 
diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. 

f. Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat 

keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran 
dasar. 

g. Surat pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan 

yayasan, dan. 
h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan 

 

Pasal 37A 

(1) Dalam hal perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (1)  dilakukan untuk yayasan yang sudah 
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tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, 

maka yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 
a. paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum 

penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan 
sesuai anggaran dasarnya; dan 

b. belum pernah dibubarkan. 

(2) Perubahan anggaran dasar yayasan dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  dilakukan dengan cara mengubah 
seluruh anggaran dasar yayasan dan mencantumkan : 

a. Seluruh kekayaan yayasan yang dimiliki pada saat 
penyesuaian, yang dibuktikan dengan : 
1) laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh 

pengurus yayasan tersebut; atau 
2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan 

publik bagi yayasan yang laporan keuangannya wajib 

diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 
b. Data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus dan 

Pengawas, dan Pengawas yang diangkat pada saat 
perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar 

tersebut. 
(3) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan 

dengan Undang-undang disampaikan kepada Menteri oleh 
pengurus yayasan atau kuasanya melalui Notaris yang 
membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan. 

(4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilampiri : 
a. Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang 

dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan 
Undang-undang 

b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat 

akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta 
pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan 
dari instansi terkait 

c. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-
turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang 
ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh instansi 

terkait 
d. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa yayasan tidak 

pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan 

putusan pengadilan 
e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah 

dilegalisir oleh notaris 

f. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat 
lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus 
Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa 

setempat 
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g. Neraca yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota 

organ Yayasan atau laporan akuntan public mengenai 
kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian 

h. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan 

tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal 
dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau 
sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 72 Undang-undang; dan 
i. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan 

Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitiаn 

Jenis penelitiаn yаng digunakan pada penelitian ini iаlаh penelitiаn 

hukum yuridis normаtif, untuk meneliti adanya suatu kekosongan norma 

pada permasalahan hukum yang diteliti yaitu tidak adanya norma yang 

mengatur mengenai sanksi atau akibat dari Yayasan yang melakukan 

penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai dengan ketentuan. 

Jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk menginventarisasi 

perundang-undangan, teori dan pendapat hukum yang digunakan untuk 

menganalisis akibat hukum terhadap Yayasan yang melakukan penyesuaian 

anggaran dasar tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur yaitu dengan tidаk mencаntumkаn asal usul аtаu riwayat Yayasan 

sejаk pendiriаnnyа serta kekayaan Yayasan yang telah dimiliki dаlаm 

premisse аktа saat melakukan penyesuаiаn аnggаrаn dаsаr. 

 

3.2. Metode Pendekаtаn Penelitiаn 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian hokum adalah pendekаtаn undang-undang 

(stаtue аpproаch), pendekаtаn kаsus (cаse аpproаch), pendekatan historis 

(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 

pendekatan konseptual (conseptual approach).65 Metode pendekаtаn 

penelitiаn yаng аkаn digunаkаn penulis аdаlаh pendekаtаn undang-undang 

(stаtue аpproаch) dan pendekаtаn kаsus (cаse аpproаch). 

Pendekаtаn perundang-undangаn (stаtue аpproаch) yaitu suatu 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap berbagai aturan 

hukum yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, 

dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai 

dengan permasalahan yang diangkat.66  Pendekatan ini dipergunakan untuk 

dapat menganalisis peraturan yаng mengаtur tentаng hаl-hаl yаng berkaitan 

                                                             
      65 Peter Mаhmud Mаrzuki, Penelitiаn Hukum Edisi Pertаmа Cetаkаn Ketigа, (Jаkаrtа : 
Kencаnа, 2007), hlm.93 
      66 Peter Mаhmud Mаrzuki, Penelitiаn Hukum, (Jаkаrtа : PT.Kharisma Putra Utama, 2016), 
hlm.133 
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dengan tindakan hukum Yayasan dalam melakukan penyesuаiаn аnggаrаn 

dаsаr Yayasan. Sedаngkаn pendekаtаn kаsus67 dilаkukаn dengаn melаkukаn 

telааh pаdа kаsus yаng berkаitаn dengаn isu hukum yаng dihаdаpi. 

Pendekаtаn kаsus (cаse аpproаch), merupakan salah satu jenis 

pendekatan dalam penelitian hokum normative yang mana disini penulis 

mencoba membangun sebauh argumentasi hokum dalam perspektif kasus 

konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya 

dengan kasus atau peristiwa hokum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini 

tujuannya untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap 

peristiwa hokum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan 

pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang 

berkaitan dengan isu hokum yang dihadapi. 

 

3.3. Sumber Bаhаn Hukum 

3.3.1. Bаhаn Hukum Primer 

Bаhаn hukum primer merupаkаn bаhаn hukum yаng bersifаt 

аutoritаtif, mаksudnyа mempunyаi otoritаs seperti undang-undang, 

cаtаtаn-cаtаtаn resmi аtаu risаlаh dаlаm pembuаtаn peraturan 

perundang-undangаn dаn putusаn-putusаn hаkim. Аdаpun bаhаn 

hukum primer yаng аkаn digunаkаn penulis dalam penelitian ini 

аdаlаh : 

1) Ketentuаn Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680 Kitаb 

Undang-undang Hukum Perdаtа 

2) Ketentuаn Pasal 71 Undang-undang Nomor 16 Tаhun 2001 

Tentаng Yayasan 

3) Ketentuаn Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesiа Nomor 28 

Tаhun 2004 Tentаng Perubаhаn Аtаs Undang-undang Nomor 16 

Tаhun 2001 Tentаng Yayasan 

4) Ketentuаn Pasal 15А Peraturan Pemerintah Republik Indonesiа 

Nomor 2 Tаhun 2013 Tentаng Perubаhаn Аtаs Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tаhun 2008 Tentаng Pelаksаnааn Undang-

undang Yayasan 

                                                             
      67 Peter Mаhmud Mаrzuki, Op.Cit., hlm.119 
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5) Ketentuаn Pasal 37А Peraturan Pemerintah Republik Indonesiа 

Nomor 2 Tаhun 2013 Tentаng Perubаhаn Аtаs Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tаhun 2008 Tentаng Pelаksаnааn Undang-

undang Yayasan 

6) Ketentuаn Pasal 13 аngkа 5 Peraturan Menteri Hukum dаn Hak 

asasi manusia Republik Indonesiа Nomor 5 Tаhun 2014 Tentаng 

Pengesаhаn Bаdаn Hukum Yayasan (sekаrаng sudаh dicаbut dаn 

tidаk berlаku, аkаn tetаpi Peraturan ini digunаkаn sebаgаi аcuаn 

sааt Notaris X membuаt аktа pendiriаn tersebut) 

7) Ketentuаn Pasal 13 аngkа 7 Peraturan Menteri Hukum dаn Hak 

asasi manusia Republik Indonesiа Nomor 2 Tаhun 2016 Tentаng 

Tаtа Cаrа Pengаjuаn Permohonаn Pengesаhаn Bаdаn Hukum dаn 

Persetujuаn Perubаhаn Аnggаrаn Dаsаr Sertа Penyаmpаiаn 

Pemberitаhuаn Perubаhаn Аnggаrаn Dаsаr dаn Perubаhаn Dаtа 

Yayasan 

8) Akta nomor 50 tanggal 26-10-1964 dibuat dihadapan Notaris RS, 

pada waktu Notaris di Malang (merupakan akta pendirian awal 

Yayasan X). 

9) Аktа Nomor 04, tаnggаl 02-11-2015 dibuаt dihаdаpаn Notaris 

“DА” yаng merupаkаn Notaris di Kotа Mаlаng. (merupakan akta 

yang dibuat sebagai penyesuaian anggaran dasar Yayasan X tahun 

1964 dalam bentuk akta pendirian) 

 

3.3.2. Bаhаn Hukum Sekunder 

Selаin bаhаn hukum primer, penulis jugа menggunаkаn bаhаn 

hukum sekender untuk menjаwаb rumusаn masalаh yаng diаjukаn. 

Bаhаn hukum sekunder аdаlаh keseluruhаn publikаsi hukum selаin 

dokumen-dokumen resmi.68 Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang 

termasuk ke dalam bilangan bahan hukum sekunder yang berfungsi 

sebagai sumber hukum materiil ini tak lain dari semua sama informasi 

                                                             
      68 Ibid., hlm.141 
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yang relevan dengan permasalahan hukum.69 Аdаpun bаhаn hukum 

sekunder yаng hendаk digunаkаn аdаlаh buku teks, jurnаl-jurnаl 

hukum termasuk Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yang memiliki relevansi dengan topik permasalahan. 

  

3.4. Teknik Pengumpulan Bаhаn Hukum 

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran bahan 

untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi 

yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantaranya dengan 

cara : 

1. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara tersusun 

atau teridenfikasi secara sistematis mencari peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan isu tersebut. 

2. Pengumpulan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan 

bahan dengan langkah mengadakan studi kepustakaan baik dari 

kamus cetak maupun online. 

Studi kepustаkааn memiliki fungsi yaitu acuan umum, yang berisi 

konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi lain yang bersifat umum 

dan acuan khusus yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian yang diteliti.70 

 

3.5. Teknik Аnаlisis Bаhаn Hukum  

Bаhаn hukum primer dаn bаhаn hukum sekunder yаng telаh 

terkumpul аkаn diolаh sertа diаnаlisis melаlui interpretаsi аtаs teks-teks 

hukum dаlаm peraturan perundang-undangаn sehinggа hаsil nаskаh 

normаtif ini dаpаt dimengerti dаn dipаhаmi. Interpretаsi yаng аkаn 

digunаkаn dаlаm penulisаn penelitian hukum ini аdаlаh interpretаsi 

grаmаtikаl, teologis, dаn sistemаtis. Yаng dimаksud dengаn penаfsirаn 

grаmаtikаl аdаlаh penаfsirаn yаng didаsаrkаn pаdа ketentuаn undang-

undang, dengаn merujuk pаdа mаknа perkаtааn dаlаm tаtаbаhаsа аtаu 

kebiаsааn. Sedаngkаn penаfsirаn teologis merupаkаn penаfsirаn yаng 

                                                             
      69 Peter Mаhmud Mаrzuki, Op.Cit., hlm.83 
      70 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 
2007), hlm.113 
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digunаkаn аpаbilа pemаknааn suаtu аturаn hukum ditаfsirkаn berdаsаrkаn 

tujuаn pembuаtаn аturаn hukum tersebut dаn аpа yаng ingin dicаpаi dаlаm 

mаsyаrаkаt. Penаfsirаn sistemаtis iаlаh metode menаfsirkаn undang-undang 

sebаgаi bаgiаn dаri keseluruhаn sistem perundang-undangаn dengаn cаrа 

menghubungkаn dengаn peraturan perundang-undangаn lаinnyа.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
      71 Аhmаd Rifа’i, Penemuаn Hukum Oleh Hаkim dаlаm Perspektif Hukum Progresif, 
(Jаkаrtа : Sinаr Grаfikа, 2010), hlm.68 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. AKIBAT HUKUM BAGI YAYASAN YANG BERDIRI SEBELUM 

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN DALAM MELAKUKAN 

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TIDAK SESUAI DENGAN 

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

4.1.1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Mengenai 

Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian 

Anggaran Dasar Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum 

Berlakunya Undang-Undang Yayasan 

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa 

dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum, suatu kejelasan 

dan tataran dalam berkehidupan bermasyarakat. Peraturan 

perundang-undangan sebagai sebuah norma hukum tertulis, dalam 

konteks Negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi 

penyelenggaraan Negara dan sebagai pedoman untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk hukum dari 

peraturan perundang-undangan haruslah menjadi suatu cerminan 

dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. 

Menurut Fence M.Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum 

akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman 

perilaku bagi semua orang.72 Kepastian hukum diartikan sebagai 

kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi 

masyarakat yang dikenakan peraturan ini.73 Pengertian kepastian 

tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan 

terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini 

                                                             
      72 Fence M.Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala 
Mimbar Hukum, Vol.19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 
hlm.388 
      73 Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam 
Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal DInamika Hukum, Vol.14 
No.2, Mei 2014, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm.219 
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menimbulkan banyaknya salah tafsir. Menurut Van Apeldorn74, 

kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh 

hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah 

jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut 

hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat 

dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable 

terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang 

akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan 

tertentu. 

Secara gramatikal, kepastian berasal dari kata pasti yang 

artinya sudah tetap, mesti tentu. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti 

(sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum 

adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin 

suatu hak dan kewajiban setiap warga Negara, jadi kepastian 

hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh 

perangkat hukum suatu Negara yang mampu memberikan jaminan 

atas hak dan kewajiban setiap warga Negara.75 

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena 

mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak 

menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga 

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma.  

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu 

pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh 

dilakukan dan kedua dengan adanya aturan hukum yang bersifat 

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh 

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.76 

 

                                                             
      74 Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke – 24, (Jakarta : Pradnya Pramita, 
1990), hlm.219 
      75 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 
Balai Pustaka, 1997), hlm.735 
      76 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group, 2008), hlm.137 
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Dengan adanya beberapa aturan yang mengatur tentang 

Yayasan sekarang ini, diyakini dapat memberikan kepastian hukum 

dalam mengatur setiap tindakan atau perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh Yayasan atau Organ Yayasan, seperti yang dibahas 

dalam penelitian ini, Yayasan sendiri diatur pertama kali oleh 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang 

mana dalam aturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian 

hukum akan pengaturan tentang Yayasan yang selama ini 

pendiriannya dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat 

karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pada saat itu.  

Teori ini digunakan untuk menganalisa kepastian akan akibat 

hukum terhadap Yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran 

dasar tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

mana ditetepkan dalam Pasal 15A dan Pasal 37A Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, untuk memberikan adanya suatu 

kepastian hukum maupun ketegasan terhadap undang - undang 

terkait akibat hukum yang ditimbulkan dan dampaknya terhadap 

Yayasan itu sendiri serta dalam Peraturan Menteri yang mengatur 

tentang pencabutan Surat Keputusan jika ditemukan bahwa 

dokumen yang diperlukan tidak dipenuhi, namun tidak memberikan 

kejelasan mengenai tata cara serta akibat terhadap Yayasan 

tersebut 

 

A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

Tentang Yayasan 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, belum 

ada suatu pengaturan atau keseragaman dalam mendirikan 

yayasan. Pendirian yayasan hanyalah berdasarkan dengan 

adanya suatu kebiasaan dalam masyarakat, karena belum 
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adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.77 

Pengakuan yayasan sebagai badan hukum karena secara 

fungsional (doelmatigheid) mengingat keberadaannya sebagai 

organ yang hidup di dalam masyarakat.78 Walaupun sebelum 

berlakunya Undang-Undang Yayasan, peraturan perundang-

undangan di Indonesia juga di Belanda belum mengatur secara 

khusus pada waktu itu, tetapi hukum kebiasan dan 

yurisprudensi telah memperkukuh eksistensi yayasan dalam 

pergaulan hukum sebagai suatu badan hukum. Hal ini 

mengakibatkan perdebatan mengenai status yayasan sebagai 

badan hukum atau bukan. Pada masa sebelum berlakunya 

Undang-Undang yayasan, ada kecenderungan masyarakat 

memilih bentuk yayasan, antara lain :79 

1. Proses pendiriannya sederhana. 

2. Tanpa pengesahan dari Pemerintah; 

3. Adanya persepsi (yang salah) dari masyarakat bahwa 

Yayasan bukan merupakan subjek pajak. 

Karena yayasan di Indonesia sekarang telah berkembang 

pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan, maka 

untuk menjamin dan ketertiban hukum agar yayasan dapat 

berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan 

prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, 

maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.  

Lahirnya Undang-Undang Yayasan yang dipandang terlalu 

lama, bila diukur sejak Indonesia merdeka, butuh waktu 56 

tahun untuk lahirnya undang-undang ini, kelahiran undang-

undang yayasan seolah-olah menunggu setelah adanya 

                                                             
      77 Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan dan 
Tanggung jawab Yayasan, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.22 
      78 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Cet.II, 
(Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.298 
      79 Suyud Margono, Badan Hukum Yayasan, Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi 
DI Indonesia, (Bandung : Pustaka Rineka Cipta, 2015), hlm.4 
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Reformasi dan dikatakan baru terpikirkan ketika Negara 

memasuki era reformasi. Lambatnya pengaturan tentang 

yayasan ini mengakibatkan lambatnya masyarakat untuk 

menyesuaikan diri terhadap undang-undang tersebut terutama 

bagi yayasan yang telah lama berdiri sebelumnya, karena 

masyarakat terbiasa mengelola yayasan dengan cara tradisional 

yang norma-normanya telah internalized atau mendarah 

daging. Sedangkan Undang-Undang Yayasan dibentuk dengan 

tujuannya digunakan untuk melakukan perubahan masyarakat 

(agent of change), agar yayasan dapat menjadi lembaga yang 

dikelola secara professional dan mampu berperan maksimal di 

masyarakat.80 

Terbitnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 

2001 tentang Yayasan tersebut dikarenakan fakta dalam 

praktek hukum status dari yayasan tersebut digunakan untuk 

tumpuan dari kegiatan yang seharusnya hanya sebatas 

kegiatan social, keagamaan, kemanusiaan tetapi dalam 

perkembangannya digunakan untuk memperkaya para 

pendirinya. Oleh karena itu, tujuan dari yayasan harus 

dikembalikan dan untuk inilah maka perlu dibuatlah Undang-

Undang yang mengaturnya. Undang-Undang Yayasan ini 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar 

kepada masyarakat mengenai yayasan kemudian pula bisa 

menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta 

mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam 

rangka mencapai tujuannya tersebut. 

Proses pendirian yayasan yang mudah mendorong orang 

untuk mendirikan yayasan dalam menjalankan kegiatan 

mereka. Oleh karenanya yayasan berkembang di masyarakat 

tanpa ada aturan yang jelas, banyak yayasan yang 

disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu 

dalam bidang social kemanusiaan. Sedangkan untuk statusnya 

                                                             
      80 Gаtot Suprаmono, Op.Cit., hlm.7 
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sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak 

pihak, karena keberadaan yayasan sebagai subyek hukum 

belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat. 

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 

tanggal 27 Juni 1973 nomor 124K/Sip/1973 berpendapat bahwa 

yayasan adalah badan hukum.81  

Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-

Undang Yayasan tersebut dan telah didaftarkan di Pengadilan 

Negeri tetap diakui sebagai badan hukum. Hal ini merupakan 

hak yang telah diperoleh yayasan sebelumnya, oleh karena itu 

sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, hak tersebut tidak 

dapat hilang begitu saja. Akan tetapi bagaimana tata cara yang 

harus dipenuhi oleh pengelola yayasan untuk memperoleh 

status badan hukum tersebut masih juga belum secara jelas 

diatur peraturan perundang-undangan, keberadaan lembaga 

yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan, doktrin dan 

yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan walaupun 

tidak disebutkan secara tegas, yayasan di Indonesia telah 

diakui pula sebagai badan hukum. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 

Tahun 2001 tentang Yayasan, maka ada yayasan yang didirikan 

berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan yayasan yang 

didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan berlaku yang 

kemudian akan disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. 

Bagi yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang 

Yayasan telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan mulai dari 

tata cara pendirian sampai mendapat status badan hukum 

setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari 

Menteri.  

Namun lain ceritanya dengan Yayasan yang telah ada 

berdiri sebelum adanya Undang-Undang Yayasan. Disini untuk 

Yayasan tersebut supaya bisa memperoleh status badan hukum 

                                                             
81 Ibid., hlm.3 
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seperti halnya Yayasan yang berdiri menurut Undang-undang 

Yayasan, disebutkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, 

bahwa: 

 
(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang : 

a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan 

dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; 
atau 

b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai 

izin melakukan kegiatan dari instansi terkait 
tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam 
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut 
wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan 
Undang-undang ini. 

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh 
status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran 
Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan 

mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka 
waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 
Undang-undang ini mulai berlaku. 

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun 
setelah pelaksanaan penyesuaian 

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan Yayasan sebagaimana pada ayat (2), tidak dapat 

menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat 
dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas 
permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. 

 
Berdasarkan Pasal II Undang-undang Yayasan Perubahan, 

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak 

tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Oktober 2004, maka 

Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2005.  

Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan dan sesuai 

Pasal 71 tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa yayasan 

yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan 

dibedakan menjadi sebagai berikut : 

a. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum 
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Yayasan yang pendiriannya atau akta pendiriannya telah 

didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan 

di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau telah 

didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan mempunyai 

izin melakukan kegiatan dari instansi terkait. Maka yayasan 

ini mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian 

anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan 

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung 

sejak tanggal berlakunya undang-undang atau pada 

tanggal 6 Oktober 2008 (Pasal 71 ayat 1).  

Dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 

pelaksanaan penyesuaian wajib diberitahukan kepada 

Menteri. (Pasal 71 ayat 3)  

b. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum 

Yayasan yang pendiriannya atau akta pendiriannya tidak 

atau belum didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan 

tidak diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia atau tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri 

setempat dan tidak mempunyai izin melakukan kegiatan 

dari instansi terkait. Maka yayasan ini mempunyai 

kewajiban untuk melakukan penyesuaian anggaran 

dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan dalam jangka 

waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 

berlakunya undang-undang atau pada tanggal 6 Oktober 

2006 agar bisa memperoleh status badan hukum (Pasal 71 

ayat 2). 

Kemudian apabila yayasan tersebut tidak menyesuaikan 

anggaran dasarnya sebagaimana Pasal 71 ayat (1) dan ayat 

(2), maka tidak dapat menggunakan kata ”yayasan” di depan 

namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan 

Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang 

berkepentingan. (Pasal 71 ayat 4) 

Dalam prakteknya, yayasan yang mungkin lalai dalam 

melakukan penyesuaian anggaran dasar atau terlambat 
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melakukan penyesuaian anggaran dasar tepat pada waktunya. 

Kemudian untuk mengatasi yayasan yang telah berdiri sebelum 

berlakunya Undang-undang Yayasan dan yang sudah tidak 

mempunyai kesempatan untuk disesuaikan dengan Undang-

undang Yayasan, maka dengan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Tentang Yayasan, yayasan yang terlambat melakukan 

penyesuaian dapat diurus status badan hukumnya kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar 

yayasan-yayasan tersebut tetap dapat eksis kembali secara 

kelembagaan jika memenuhi syarat-syarat yang sudah 

ditentukan dan hal tersebut dapat dilakukan tanpa batas 

waktu.82 

 

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 

Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Tentang Yayasan 

Peraturan Pemerintah ini diundangkan untuk 

melaksanakan ketentuan dari Undang-Undang Yayasan yaitu : 

1) Pasal 9 ayat (4) mengenai biaya pembuatan akta notaris 

pendirian yayasan.  

2) Pasal 9 ayat (5) mengenai pendirian yayasan oleh orang 

asing atau bersama-sama orang asing serta mengenai 

syarat dan tata cara pendirian yayasan. 

3) Pasal 14 ayat (4) mengenai jumlah minimum harta 

kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi 

pendiri yayasan. 

4) Pasal 15 ayat (4) mengenai pemakaian nama yayasan. 

                                                             
      82 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Yayasan : Memahami Pendirian-Perubahan-
Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang nomor 16 
Tahun 2001 tentang Yayasan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.42 
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5) Pasal 27 ayat (2) mengenai syarat dan tata cara pemberian 

bantuan Negara kepada yayasan. 

6) Pasal 61 mengenai tata cara penggabungan yayasan 

7) Pasal 69 ayat (2) mengenai syarat dan tata cara yayasan 

asing melakukan kegiatan di Indonesia. 

dan peraturan ini ditetapkan atau diundangkan tanggal 23 

September 2008 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  

Untuk aturan yang terkait dengan perubahan anggaran 

dasar diatur dalam BAB VI tentang Tata Cara Pengajuan 

Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta 

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang dijelaskan dalam 

Pasal 15 – Pasal 17 dan BAB VII tentang Tata Cara 

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan 

Data Yayasan yang dijelaskan dalam Pasal 18 – Pasal Pasal 19, 

serta BAB XII tentang Ketentuan Peralihan yang dijelaskan 

dalam Pasal 36 – Pasal 39. 

Khususnya di Pasal 36 ayat (1) menjelaskan bahwa 

Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-

Undang Yayasan dan tidak diakui sebagai badan hukum dan 

tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-

Undang Yayasan, maka harus mengajukan permohonan 

pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan 

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Dan dilanjutkan 

pada ayat (2) nya bahwa Akta pendirian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam premise aktanya disebutkan 

asal-usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang 

bersangkutan. 

Kemudian untuk Pasal 37 lebih menekankan untuk 

yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan 

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan mengenai cara dan 

ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syaratnya. Lalu di Pasal 

39 menjelaskan akibat hukum bagi yayasan yang belum 

memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-
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Undang Yayasan, maka tidak dapat menggunakan kata 

“Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan dan harus 

melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi 

kepada yayasan lain  yang mempunyai maksud dan tujauan 

yang sama atau diserahkan kepada Negara sesuai dengan 

ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Yayasan. 

 

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan 

Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 2 

Januari 2013 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan 

peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2008 yang dimana yayasan wajib 

menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Yayasan agar memperoleh status badan 

hukum atau agar tetap diakui sebagai badan hukum. Namun 

sampai saat ini banyak yayasan yang belum menyesuaikan 

anggaran dasarnya berdasarkan Undang-Undang Yayasan, oleh 

karena itu diberikanlah kesempatan kepada yayasan-yayasan 

tersebut untuk segera menyesuaikan anggaran dasarnya 

dengan Undang-Undang yayasan.  

Peraturan Pemerintah ini digunakan untuk mengatasi 

yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang 

Yayasan atau Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan 

kata “Yayasan” di depan namanya agar dapat diurus badan 

hukumnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, agar yayasan-yayasan tersebut tetap dapat 

eksis kembali secara kelembagaan jika memenuhi syarat-syarat 
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yang sudah ditentukan dan hal tersebut dapat dilakukan tanpa 

batas waktu. 83 

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan 

oleh Kelsen, hukum аdаlаh sebuаh sistem normа. Normа 

аdаlаh pernyаtааn yаng menekаnkаn аspek “sehаrusnyа” аtаu 

dаs sollen, dengаn menyertаkаn beberаpа perаturаn tentаng 

аpа yаng hаrus dilаkukаn. Normа-normа аdаlаh produk dаn 

аksi mаnusiа yаng deliberаtif. Undаng-Undаng yаng berisi 

аturаn-аturаn yаng bersifаt umum menjаdi pedomаn bаgi 

individu bertingkаh lаku dаlаm bermаsyаrаkаt, bаik dаlаm 

hubungаn dengаn sesаmа individu mаupun dаlаm 

hubungаnnyа dengаn mаsyаrаkаt. Аturаn-аturаn itu menjаdi 

bаtаsаn bаgi mаsyаrаkаt dаlаm membebаni аtаu melаkukаn 

tindаkаn terhаdаp individu. Аdаnyа аturаn itu dаn pelаksаnааn 

аturаn tersebut menimbulkаn kepаstiаn hukum.84 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-

Dogmatis yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di 

dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu 

yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran 

ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut 

aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin 

terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan 

oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan 

hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan 

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-

mata untuk kepastian.85 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yayasan yang 

berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan 

sebagaimana dalam Pasal 15A dan Pasal 37A, yaitu sebagai 

berikut : 

                                                             
      83 Ibid. 
      84 Peter Mаhmud Mаrzuki, Pengаntаr Ilmu Hukum,( Jаkаrtа : Kencаnа, 2008), hlm.158 
      85 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta 
: Toko Gunung Agung, 2002), hlm.82-83 
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2. Pasal 15A, menyebutkan dalam hal permohonan pengesahan 

akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat (1) dan kekayaan awal yayasan berasal dari yayasan 

yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di 

depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri : 

i. Salinan akta pendirian yayasan yang dalam premise 

aktanya menyebutkan asal usul pendirian yayasan 

termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan. 

j. Laporan kegiatan yayasan paling sedikit 5 (lima) tahun 

terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh 

pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait. 

k. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan 

tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau 

berdasarkan putusan pengadilan. 

l. Fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah 

dilegalisir oleh notaris. 

m. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat 

lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus 

yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa 

setempat. 

n. Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat 

keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian 

anggaran dasar. 

o. Surat pernyataan pengurus mengenai keabsahan 

kekayaan yayasan, dan. 

p. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman 

yayasan 

Pasal ini lebih diperuntukkan bagi yayasan yang telah 

didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan 

tidak diakui sebagai badan hukum  dan tidak melaksanakan 

ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Yayasan, 

sehingga harus mengajukan permohonan pengesahan akta 

pendirian untuk memperoleh status badan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan 
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. 

Untuk memperoleh status hukum, dalam hal ini Yayasan 

yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang 

Yayasan dapat membuat akta pendirian yayasan dengan 

memuat asal usul pendirian yayasan dan aset kekayaannya 

dalam premise akta. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 36 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 

2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang 

Yayasan. 

3. Dalam Pasal 37 A menyebutkan :  

(1) Dalam hal perubahan anggaran dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)  dilakukan untuk 

yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata 

“yayasan” di depan namanya, maka yayasan tersebut 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

c. paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum 

penyesuaian anggaran dasar masih melakukan 

kegiatan sesuai anggaran dasarnya; dan 

d. belum pernah dibubarkan. 

(2) Perubahan anggaran dasar yayasan dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  dilakukan dengan cara 

mengubah seluruh anggaran dasar yayasan dan 

mencantumkan : 

c. Seluruh kekayaan yayasan yang dimiliki pada saat 

penyesuaian, yang dibuktikan dengan : 

3) laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani 

oleh pengurus yayasan tersebut; atau 

4) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan 

publik bagi yayasan yang laporan keuangannya 

wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang. 

d. Data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus 

dan Pengawas, dan Pengawas yang diangkat pada 
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saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran 

Dasar tersebut. 

(3) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah 

disesuaikan dengan Undang-undang disampaikan kepada 

Menteri oleh pengurus yayasan atau kuasanya melalui 

Notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar 

Yayasan. 

(4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilampiri : 

j. Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang 

dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan 

ketentuan Undang-undang 

k. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang 

memuat akta pendirian Yayasan atau bukti 

pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan 

izin melakukan kegiatan dari instansi terkait 

l. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun 

berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar 

yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh 

instansi terkait 

m. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa yayasan 

tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau 

berdasarkan putusan pengadilan 

n. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah 

dilegalisir oleh notaris 

o. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat 

lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus 

Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa 

setempat 

p. Neraca yayasan yang ditandatangani oleh semua 

anggota organ Yayasan atau laporan akuntan public 

mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian 
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q. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan 

tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya 

berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, 

dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 Undang-undang; dan 

r. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan 

Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya 

Sedangkan Pasal ini diperuntukkan bagi yayasan yang telah 

didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan 

diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 

ayat (1) Undang-undang Yayasan. Untuk memperoleh status 

hukum, dalam hal ini Yayasan yang telah didirikan sebelum 

berlakunya Undang-Undang Yayasan dapat membuat akta 

penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan memuat asal 

usul pendirian yayasan dan aset kekayaannya dalam 

presmise akta.  

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 

diubah dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimana 

menjelaskan bahwa Yayasan yang belum memberitahukan 

kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) 

Undang-Undang Yayasan, tidak dapat menggunakan kata 

“Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan tidak lagi melakukan 

kegiatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus melikuidasi 

kekayaannya serta menyerahkan hasil likuidasi sesuai 

ketentuan Pasal 68 Undang-Undang. 

Kemudian ada satu hal yang perlu diperhatikan dari 

yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang 

Yayasan yaitu karena nama yayasan sebelumnya tidak terdaftar 

di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, maka ada kemungkinan nama yayasan tersebut 

telah dipakai oleh yayasan lain yang terlebih dahulu sudah 

terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
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Indonesia. Hal seperti ini baru dapat diketahui saat Notaris 

sebagai pemohon melakukan permohonan persetujuan 

pemakaian nama yayasan ke Menteri melalui SABH, jika 

permohonan nama tersebut ditolak oleh Menteri dikarenakan 

namanya sudah dipakai oleh Yayasan lain maka Notaris wajib 

memberitahukan kepada pihak Yayasan untuk menggunakan 

nama lain berdasarkan persetujuan dari organ yayasan dengan 

membuat surat pernyataan setuju untuk mengganti nama 

yayasan yang lama menjadi nama baru yang telah disetujui 

dengan alasan bahwa nama yayasan yang lama telah dipakai 

terlebih dahulu oleh yayasan lain yang sudah terdaftar di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

dan surat pernyataan tersebut wajib dicantumkan dalam premis 

akta untuk menunjukkan kesinambungan bahwa yayasan yang 

namanya berganti tersebut mempunyai alasan. 

 

D. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata 

Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan 

Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 

Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan 

Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan 

Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 7 

Januari 2016 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan 

peraturan ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.  

Dalam aturan ini Notaris mempunyai peranan dalam proses 

pelaksanaan pendaftarannya secara elektronik menggunakan 

Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat 

SABH yaitu sistem pelayanan administrasi badan hukum secara 

elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum (Pasal 1 angka 2), yang dimana 

Notaris disini bertindak sebagai Pemohon adalah yang diberikan 
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kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan 

hukum Yayasan melalui SABH (Pasal 1 angka 3).  

Dalam peraturan ini menjelaskan tentang tata cara 

mulai dari permohonan pengajuan nama (BAB II), permohonan 

pengesahan badan hukum (BAB III), persetujuan perubahan 

anggaran dasar (BAB IV), pemberitahuan perubahan anngaran 

dasar dan perubahan data yayasan (BAB V). Aturan ini berlaku 

bagi yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang 

Yayasan dan yayasan yang berdiri sebelum Undang-Undang 

Yayasan yang telah melakukan penyesuaian anggaran dasar. 

Aturan yang terkait dengan perubahan anggaran dasar 

dalam rangka penyesuaian anggaran dasar terlihat pada Pasal 

13 ayat (7) yang dimana pasal ini menjelaskan permohonan 

pengesahan akta pendirian yayasan yang kekayaan awalnya 

berasal dari yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan 

kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan 

selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) juga harus melampirkan : 

a. Salinan akta pendirian yayasan yang dalam premise 

aktanya menyebutkan asal usul pendirian yayasan 

termasuk kekayaan yang bersangkutan. 

b. Laporan kegiatan yayasan paling singkat 5 (lima) tahun 

terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh 

pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait. 

c. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak 

pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan 

putusan pengadilan. 

d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan yang telah 

dilegalisir oleh notaris. 

e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat 

lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus 

yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat 

atau dengan nama lainnya. 
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f. Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat 

nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar. 

g. Pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan 

yayasan. 

h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman 

yayasan. 

Pasal ini terkait dengan Pasal 15A Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 

Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang 

Yayasan, yang mana diperuntukkan untuk pengesahan 

pendirian bagi yayasan yang terlambat penyesuaiannya. 

Aturan yang terkait dengan perubahan anggaran dasar 

dalam rangka penyesuaian anggaran dasar terlihat pada Pasal 

24 ayat (2) yang dimana pasal ini menjelaskan perubahan 

anggaran dasar yayasan bagi Yayasan yang sudah tidak dapat 

menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya cukup 

diberitahukan oleh Notaris kepada Menteri, dan lebih spesifik 

dalam Pasal 25 ayat (7) menyebutkan bahwa, Dalam hal 

perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 ayat (2) harus melampirkan : 

a. Surat pernyataan dari pengurus : 

1) Masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya 

paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut 

sebelum penyesuaian anggaran dasar dan tidak pernah 

dibubarkan; dan 

2) Tidak dalam sengketa dan pailit. 

b. Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh 

pengurus yayasan tersebut atau laporan keuangan yang 

telah diaudit oleh akuntan public bagi yayasan yang 

laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan 

ketentuan undang-undang. 
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c. Data mengenai nama dari anggota Pembina, pengurus dan 

pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam 

rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut. 

d. Minuta akta perubahan seluruh anggaran dasar yang 

dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan 

Undang-Undang. 

e. Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang 

memuat akta pendirian yayasan atau bukti pendaftaran 

akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan 

kegiatan dari instansi terkait. 

f. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-

turut sebelum penyesuaian anggaran dasar yang 

ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh instansi 

terkait. 

g. Fotokopi nomor pokok wajib pajak Yayasan yang telah 

dilegalisir oleh Notaris. 

h. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat 

lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus 

Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat 

atau nama lainnya atau pengelola gedung. 

i. Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota 

organ Yayasan atau laporan akuntan public mengenai 

kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian. 

j. Bukti pengumuman surat kabar mengeai ikhtisar laporan 

tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal 

dari bantuan Negara, dan/atau sumbangan masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; 

dan 

k. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan 

anggaran dasar Yayasan dan pengumumannya. 

Pasal ini terkait dengan Pasal 37A Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
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Tentang Yayasan, yang mana diperuntukkan untuk pengesahan 

badan hukum bagi yayasan yang diakui sebagai badan hukum 

atau yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri. 

 

4.1.2. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Sebagai 

Prasarana Pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar 

Yayasan 

Dalam mengurusi permohonan pengesahan badan hukum, 

perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan dilakukan 

melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABH). Berdasarkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan 

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan 

Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan yang 

selanjutnya disebut Permenkumham 2 Tahun 2016, dalam Pasal 1 

angka 2 menyebutkan Sistem Administrasi Badan Usaha yang 

selanjutnya disingkat SABH yaitu sistem pelayanan administrasi 

badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.  

SABH sendiri diciptakan dalam rangka menciptakan 

transparansi, profesionalisme, dan integritas pelayanan serta untuk 

terlaksananya tertib administrasi dalam pemberian pelayanan 

pengesahan badan hukum yayasan di lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga pelayanan harus diberikan 

secara elektronik.  

SABH yang dahulu disebut Sisminbakum memiliki beberapa 

pengertian. Sisminbakum adalah sistem komputerisasi dalam proses 

pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.86 Sisminbakum berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

                                                             
      86 Muhammad Azhari dan Rudi Indrajaya, Mengenal Sisminbakum, Cetakan II, (Bandung : 
CV.Dinamika Putera, 2001), hlm.17 
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Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2000 tentang 

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dimulai pada tanggal 4 Oktober 2000. 

Sekarang dan dimasa mendatang, kegiatan ekonomi, social, 

politik dan bahkan kebudayaan tanpa dapat dihindarkan akan makin 

banyak dilakukan dengan memanfaatkan jasa jaringan komputer 

dan telekomunikasi elektronik. Kegiatan dan pendekatan paperless, 

jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini nantinya akan 

memperoleh posisi yang sentral dalam kegiatan umat manusia 

sehari-hari. Oleh karena itu, para ahli hukum administrasi Negara 

dan hukum tata Negara, para penentu kebijakan dan juga para 

pengamat serta peminat mengenai urusan-urusan administrasi yang 

berkaitan dengan fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan harus 

juga turut memperhitungkan pentingnya jasa komputer dan 

telekomunikasi elektronik ini di masa mendatang.87 Kehadiran SABH 

ini berdasarkan kebutuhan dan tuntutan perkembangan dalam 

masyarakat di Indonesia untu efisiensi waktu dan penghematan 

ruang. Sebelumnya yang masih menggunakan sistem manual, 

kendala waktu menjadi salah satu yang memberatkan, karena 

seluruh prosedur dilakukan secara manual dan pengesahan 

terhadap permohonan Yayasan dapat memakan waktu yang cukup 

lama. 

Tingkat keakurasian dan pencermatan dalam sistem yang 

lama mempunyai tingkatan yang rendah, oleh karena itu SABH 

mencoba memberikan tingkat kecermatan yang tinggi karena dalam 

pekerjaannya dibantu oleh sistem komputerisasi dengan beberapa 

sistem pengkoreksian data secara otomatis yang disesuaikan 

dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjamin Surat 

Keputusan tentang akta-akta notaris dikeluarkan sesuai peraturan 

yang berlaku.  

                                                             
      87 Mhd.Shiddiq Tgk, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta : Pradnya 
Paramita, 2003), hlm.93 
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Penggunaan sistem secara elektronik yang telah diterapkan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

merupakan suatu kemajuan pesat dalam dunia kenotariatan, 

dengan adanya percepatan proses baik pengesahan pendirian, 

perubahan anggaran dasar dan data yayasan. Dengan adanya 

terobosan sistem online dalam era elektronik ini sehingga Notaris 

memiliki peran aktif untuk mewujudkan pelayanan tersebut, semua 

kebiasaan tersebut bisa mengalami perubahan sesuai dengan 

tuntutan zaman, hanya saja tidaklah menjadi suatu kesalahan 

apabila melakukan suatu implementasi terhadap hal tersebut demi 

terwujudnya sistem pelayanan yang sekarang dituntut untuk 

praktis, cepat dengan biaya terjangkau.88 

Mengenai pengurusan mengenai adminstrasi badan hukum 

itu sendiri Yayasan melalui SABH, proses pengajuannya pemohon 

tidak dapat mengajukan secara langsung dalam pengaksesan 

dengan sistem online ini karena hanya dapat diakses oleh Notaris, 

sehingga pemohon harus memberikan kuasa kepada Notaris. Hal ini 

diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Permenkumham 2 Tahun 

2016, bahwa Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk 

mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan 

melalui SABH.  

Pada permohonan dalam rangka penyesuaian anggaran 

dasar bagi Yayasan dalam SABH diberikan pilihan menu sebagai 

berikut : 

a. Bagi Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dalam 

artian belum mendapat register dari Pengadilan Negeri perihal 

pendiriannya dulu, maka untuk melakukan penyesuaian 

anggaran dasar menurut Undang-Undang untuk mendapatkan 

pengesahan akta pendiriannya menggunakan Pasal 15A PP 2 

tahun 2013, yang dimana untuk masuk dalam menu tersebut, 

pemohon harus melakukan tahapan sebagai berikut : 

                                                             
      88 Emma Nurfita, Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran, (Bandung : 
PT.Refika Aditama, 2012), hlm.14 
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1) Melakukan Pemesanan Nama Yayasan terlebih dahulu sesuai 

dengan nama yang diinginkan oleh Yayasan untuk mendapat 

persetujuan dari Menteri. Setelah mendapat persetujuan dari 

Menteri akan nama Yayasan yang diajukan, maka Notaris 

dapat membuat Akta berdasarkan nama Yayasan yang akan 

digunakan. 

2) Kemudian dalam Akta Pendirian yang dibuat Notaris dalam 

hal penyesuaian anggaran dasar ini sama seperti halnya 

dalam membuat Akta Pendirian Yayasan berdasarkan 

Undang-Undang namun ada pembedanya yaitu dalam 

premise akta wajib mencantumkan yang ada dalam Pasal 15A 

yaitu riwayat pendirian yayasan dan kekayaan Yayasan, hal 

itu juga muncul dalam menu di SABH jika Pendirian 

Terlambat Penyesuaian maka persyaratan pendirian 

berdasarkan asal usul yang harus disimpan oleh Notaris 

yaitu: 

- Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise 

aktanya  menyebutkan asal usul pendirian Yayasan 

termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan. 

- Laporan kegiatan Yayasan paling singkat 5 (lima) 

tahun terakhir berturut-turut yang ditandatangani oleh 

pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait. 

- Surat pernyataan pengurus Yayasan bahwa Yayasan 

tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau 

berdasarkan putusan pengadilan. 

- Pernyataan tertulis dari pengurus Yayasan yang 

memuat keterangan nilai kekayaan pada saat 

penyesuaian anggaran dasar. 

Persayaratan tersebut juga ada dalam Pasal 12 ayat (7) 

Permenkumham 2 Tahun 2016. 

3) Setelah semua syarat dipenuhi, maka akta tersebut diupload 

dan hasil output dari SABH yaitu Surat Keputusan dari 

Menteri. 
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b. Bagi Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dalam artian 

telah mendapat register dari Pengadilan Negeri perihal 

pendiriannya dulu atau telah terdaftar di Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia, maka untuk melakukan penyesuaian 

anggaran dasar menurut Undang-Undang untuk mendapatkan 

pengesahan akta perubahannya menggunakan Pasal 37A PP 2 

tahun 2013, yang dimana untuk masuk dalam menu tersebut, 

pemohon harus melakukan tahapan sebagai berikut : 

1) Melakukan Pemesanan Nama Yayasan terlebih dahulu sesuai 

dengan nama yang diinginkan oleh Yayasan untuk mendapat 

persetujuan dari Menteri. Setelah mendapat persetujuan dari 

Menteri akan nama Yayasan yang diajukan, maka Notaris 

dapat membuat Akta berdasarkan nama Yayasan yang akan 

digunakan. 

2) Kemudian dalam Akta perubahan yang dibuat Notaris dalam 

rangka penyesuaian anggaran dasar ini dalam premise akta 

wajib mencantumkan syarat yang ada dalam Pasal 37A yaitu 

riwayat pendirian yayasan dan kekayaan Yayasan, hal itu 

juga muncul dalam menu di SABH dalam Format Isian 

Perubahan Anggaran Dasar Sesuai Pasal 37A PP Nomor 2 

Tahun 2013 sebagai persyaratan dokumen yang harus 

dimiliki yaitu: 

- Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang 

dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan 

ketentuan Undang-Undang. 

- Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang 

memuat akta pendirian Yayasan atau bukti 

pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan 

izin melakukan kegiatan dari instansi terkait. 

- Laporan kegiatan Yayasan paling singkat 5 (lima) 

tahun terakhir berturut-turut sebelum penyesuaian 

Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh pengurus 

yayasan dan diketahui oleh instansi terkait. 
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- Surat pernyataan pengurus Yayasan bahwa Yayasan 

tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau 

berdasarkan putusan pengadilan. 

- Fotokopi nomor pokok wajib pajak Yayasan yang telah 

dilegalisir oleh notaris. 

- Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat 

lengkap yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus 

Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa 

setempat. 

- Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua 

anggota organ Yayasan atau laporan akuntan public 

mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian. 

- Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan 

tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya 

berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, 

dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang. 

- Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan 

Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya. 

Persayaratan tersebut juga ada dalam Pasal 25 ayat (7) 

Permenkumham 2 Tahun 2016. 

3) Setelah semua syarat dipenuhi, maka akta tersebut diupload 

dan hasil output dari SABH yaitu Surat Pemberitahuan 

Perubahan Anggaran Dasar yang dimana dalam suratnya 

akan ditulis atau dijelaskan sebagai berikut : 

Sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang 

disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum 

berdasarkan Akta Notaris Nomor…., tanggal…… yang dibuat 

oleh Notaris……….,berkedudukan di Kota…….., beserta 

dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal ……., dalam 

rangka penyesuaian dengan Pasal 71 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

juncto Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 
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tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 

Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang 

Yayasan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem 

Administrasi Badan Hukum. 

SABH dalam pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar 

sudah jelas baik dalam pemilahan menu untuk Yayasan yang tidak 

diakui sebagai badan hukum menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-

Undang juncto Pasal 15A PP 2 tahun 2013 dan bagi Yayasan yang 

diakui sebagai badan hukum menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-

Undang juncto Pasal 37A PP 2 tahun 2013. Selama pemohon dalam 

hal ini Notaris mengikuti protokol atau prosedur tersebut, sudah 

dipastikan SABH akan menerima dan memproses permohonan 

tersebut tanpa kendala. Namun Notaris dalam hal ini sebagai kuasa 

dari pemohon dalam melakukan pendaftaran dalam SABH, maka 

seharusnya apa yang ada dalam akta jika memenuhi ketentuan 

Pasal 15A atau 37A sudah pasti inputannya dalam menu akan sama, 

tapi jika ternyata dalam akta penyesuaian tidak ada mencantumkan 

ketentuan pasal tersebut walaupun itu hanya satu saja, maka 

secara otomatis menu tersebut tidak bisa melanjutkan penginputan 

atau melanjutkan proses. Karena disini berhadapan dengan sistem, 

yang bila tidak diisi maka secara otomatis sistem menolak untuk 

melanjutkan proses. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis simpulkan bahwa dari 

ketentuan tersebut diatas mengenai aplikasi SABH menolak 

penginputan data jika menu isian yang ada dalam sistem tidak diisi, 

yang mana menu isian tersebut merupakan ketentuan dari Pasal 

15A dan Pasal 37A. Oleh dari itu, penting bahwa dalam premise 

akta penyesuaian anggaran dasar untuk mencantumkan ketentuan 

Pasal 15A atau Pasal 37A sesuai dengan jenis Yayasan yang diakui 

atau tidak diakui sebagai badan hukum, karena nantinya pada saat 

melakukan input menu dalam SABH haruslah sesuai dengan yang 

ada di akta, dan perlu diingat bahwa apa yang diinputkan dalam 

SABH merupakan tanggung jawab dari Notaris yang melakukan 
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input sebagai pemohon yang telah diberi kuasa oleh Yayasan untuk 

itu. 

 

4.1.3. Akibat Hukum Bagi Yayasan Dalam Melakukan Penyesuaian 

Anggaran Dasar Tidak Sesuai Dengan Ketentuan 

Perundang-Undangan 

Penyesuaian anggaran dasar merupakan salah satu 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yayasan berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan yang mana hal ini diberlakukan bagi yayasan lama atau 

lebih tepatnya yayasan yang telah ada dan berdiri sebelum ada dan 

berlakunya Undang-Undang Yayasan. Dalam penyesuaian anggaran 

dasar perlu diperhatikan dengan benar apa saja ketentuan yang 

harus dipenuhi agar Yayasan tersebut tetap eksis dan dapat 

berkegiatan.  

Salah satu titik tekan dalam rangka penyesuaian anggaran 

dasar Yayasan berdasarkan Undang-Undang adalah riwayat asal 

usul pendirian dan kekayaan Yayasan yang telah diperoleh selama 

berkegiatan sampai saat akan melakukan penyesuaian. Hal tersebut 

sangat penting karena berhubungan dengan kesinambungan dari 

Yayasan itu sendiri. Cikal bakal Yayasan mulai dari siapa pendirinya, 

organ pengurusnya, harta kekayaan yang diperoleh selama Yayasan 

berkegiatan, dan perubahan apa saja yang sudah pernah dilakukan. 

Semua itu berkaitan dan berkelanjutan atau berkesinambungan 

mengingat Yayasan ini pada dasarnya mempunyai tujuan kegiatan 

sosial, keagamaan. 

Yayasan yang pada awalnya sudah ada sejak lama jauh 

sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, mereka terbentuk 

berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada aturan 

ataupun undang-undang yang mengatur, sehingga pendiriannya 

juga lebih mudah. Untuk mendapatkan legalitas Yayasan itu sendiri, 

dulu hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Dengan 

perkembangan zaman, Yayasan menjadi berkembang lebih pesat 
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dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan, maka untuk 

menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan dapat 

berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannyaa berdasarkan 

prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, 

dibentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, maka 

yayasan lama atau yayasan yang sudah berdiri sebelum berlakunya 

Undang-Undang Yayasan dibedakan menjadi : 

1. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum, yang mana 

menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) menjelaskan bahwa 

Yayasan yang termasuk dalam kategori ini adalah yayasan yang 

sudah didaftar di Pengadilan Negeri setempat dan didaftar di 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau yayasan yang 

sudah didaftar di Pengadilan Negeri setempat dan sudah 

mempunyai izin kegiatan dari instansi terkait. 

2. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum, yang mana 

menurut ketentuan Pasal 71 ayat (2) menjelaskan bahwa 

Yayasan yang sudah didirikan dengan akta pendirian pada 

waktu itu belum mendapat register Pengadilan Negeri. 

Yayasan yang masuk dalam kategori itu wajib menyesuaikan 

anggaran dasarnya dengan Undang-Undang agar tetap dapat 

berkegiatan dan mendapat status badan hukum. Untuk 

mendapatkan status badan hukum itu selain harus memenuhi 

katentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan juga harus memenuhi 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 15A 

(untuk yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum) dan Pasal 

37A (untuk yayasan yang diakui sebagai badan hukum) agar 

mendapatkan pengesahan dari Menteri. Namun dari ketentuan yang 

telah diberlakukan tersebut tidak menyebutkan akan adanya 

implikasi secara yuridis terhadap Yayasan bila melanggar atau tidak 

memenuhi ketentuan tersebut.  

Dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan 

menyebutkan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran 

dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat 

menggunakan kata ”Yayasan” di depan namanya dan dapat 

dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan 

kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pasal tersebut hanya 

menyebutkan akibat dari Yayasan bila tidak melakukan penyesuaian 

anggaran dasar maka tidak dapat menggunakan kata ”Yayasan”, 

tidak menyebutkan akibat lain terhadap Yayasan tersebut. Pasal ini 

secara otomatis berlaku bagi semua Yayasan lama yang belum 

melakukan penyesuaian anggaran dasar hingga tahun 2008 yang 

dimana batas waktu melakukan penyesuaian anggaran dasar 

menurut Undang-Undang Yayasan maksimal 3 tahun setelah 

diberlakukannya Undang-Undang Yayasan yaitu mulai tahun 2005. 

Kemudian untuk mengatasi Yayasan yang telah berdiri 

sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan dan yang sudah tidak 

mempunyai kesempatan untuk disesuaikan dengan Undang-undang 

Yayasan, maka dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, yayasan 

yang terlambat melakukan penyesuaian dapat diurus status badan 

hukumnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia agar yayasan-yayasan tersebut tetap dapat eksis kembali 

secara kelembagaan jika memenuhi syarat-syarat yang sudah 

ditentukan dan hal tersebut dapat dilakukan tanpa batas waktu. 89 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yayasan yang berdiri 

sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan telah ditentukan  

dalam Pasal 15A dan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang dimana pasal 

ini berkaitan dengan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan 

yaitu berlaku bagi Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan 

                                                             
      89 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Loc.Cit. 
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kata ”Yayasan” di depan namanya lagi. Dalam Pasal 15A dan Pasal 

37A menyebutkan apa saja yang perlu dilampirkan guna memenuhi 

ketentuan dalam penyesuaian anggaran dasar Yayasan dan dalam 

syarat tersebut ada titik tekan yaitu dalam Pasal 15A huruf (a) 

menyebutkan Salinan akta pendirian yayasan yang dalam premise 

aktanya menyebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk 

kekayaan yayasan yang bersangkutan. 

Ditemukan sebuah Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya 

Undang-Undang Yayasan dengan status diakui sebagai badan 

hukum menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan namun 

ternyata sampai jangka waktu yang ditentukanbelum menyesuaikan 

anggaran dasar maka berlaku Pasal 71 ayat (4) yaitu Yayasan 

tersebut tidak dapat menggunakan kata ”Yayasan” di depan 

namanya lagi. Dikarenakan Yayasan belum mempunyai status 

badan hukum yang disahkan oleh Menteri, maka Yayasan 

menghendaki melakukan penyesuaian anggaran dasar yang 

nantinya bisa muncul atau terbit Surat Keputusan (SK) sebagai 

bentuk pengesahan badan hukum Yayasannya. Maka berdasarkan 

keinginan dari para pihak (Yayasan), dibuatlah akta penyesuaian 

anggaran dasar dalam bentuk Akta Pendirian yang seharusnya 

dibuat dengan melihat ketentuan Pasal 15A mengingat bentuk 

aktanya adalah Akta Pendirian, sehingga premisse aktanya harus 

memuat ketentuan yang telah disebutkan. Namun pada 

kenyataannya, ketentuan tersebut tidak dicantumkan dalam 

premisee aktanya, baik itu riwayat asal usul pendirian Yayasan 

sebelumnya, kekayaan Yayasan serta bukti bahwa Yayasan tersebut 

tetap berkegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir. 

Terlepas ini murni kesalahan dari pihak Yayasan yang tidak 

memberikan keterangan secara benar dan lengkap kepada Notaris 

atau memang itu keinginan dari para pihak (Yayasan), tetap saja 

hal ini menyalahi ketentuan dalam melakukan penyesuaian 

anggaran dasar, disini penulis hanya menitik tekankan pada akibat 

hukum yang terjadi atau yang didapat Yayasan dikarenakan hal 

tersebut. 
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Mengingat dalam Undang-Undang Yayasan sendiri yang 

mengatur tentang kewajiban melakukan penyesuaian anggaran 

dasar menunjukkan adanya suatu perintah yang dibebankan kepada 

Yayasan oleh pemerintah atau penguasa untuk dilaksanakan 

sehingga dapat terlihat ketentuan tersebut bersifat memaksa atau 

dwingend recht sehingga tidak dapat disimpangi, namun seperti 

sifatnya yang memaksa tentulah suatu ketentuan yang memaksa 

memiliki daya paksa dengan adanya suatu sanksi, tetapi ketentuan 

mengenai hal tersebut tidak dicerminkan sehingga unsur sanksi dari 

ketentuan memaksa belum dapat dipenuhi. 

Dikaji dari teori kepastian hukum, dimana kepastian hukum 

itu sendiri sebagai kerangka operasional hukum sehingga suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur 

secara jelas dan logis. Yang tidak memunculkan suatu keragu-

raguan atau multitafsir dan jaminan kepastian hukum timbul apabila 

suatu negara memiliki sarana yang memadai untuk melaksanakan 

peraturan yang ada. Maka ketentuan pada Pasal 71 Undang-Undang 

Yayasan dan Pasal 15A serta Pasal 37A PP sebagai peraturan 

pelaksananya agar menjamin adanya kepastian hukum harus 

menunjukkan adanya suatu akibat hukum yang ditimbulkan dari 

tidak dipenuhinya atau tidak dilaksanakannya ketentuan yang telah 

ditentukan.  

Menurut pengertian akibat hukum dari kamus hukum, akibat 

hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari hubungan hukum.90 

Ketentuan mengenai pencantuman riwayat pendirian Yayasan dan 

kekayaannya memang tidak ada dalam Undang-Undang Yayasan 

namun dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 

Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan 

sebagai peraturan pelaksananya. Ketentuan tersebut tidak 

menjelaskan mengenai sanksi jika dalam premise aktanya tidak 

memuat asal usul pendirian dan kekayaan yayasan. Dalam Pasal 16 

                                                             
      90 J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, (Jakarta : Sinar 
Grafika, 2013), hlm.6 
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Permenkumham nomor 2 tahun 2016 menyebutkan bahwa, Dalam 

hal Format Pendirian pengesahan badan hukum Yayasan yang 

dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Keputusan Menteri dapat dicabut. Pasal tersebut menjelaskan untuk 

mencabut SK Menteri jika ketentuan tidak dipenuhi, namun cara 

pengajuannya pun tidak diatur dalam peraturan tersebut. Karena 

untuk mencabut Surak Keputusan yang dimana itu merupakan 

produk hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia harus ada prosedur dan tata caranya. Ini yang 

membuat rancu, bagaimana jika memang yayasan ingin mencabut 

SK tersebut dikarenakan ditemukan kesalahan pada saat melakukan 

pengesahan badan hukum. Untuk membatalkan sebuah produk 

hukum itu haruslah melalui putusan pengadilan yang dimana perlu 

mengajukan gugatan terlebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha 

Negara untuk kemudian diperiksa kebenaran dari cacat produk 

hukum yang dimaksud.  

Apabila dinterpretasikan secara analogi maka ketentuan 

Pasal 15A dan Pasal 37A PP Nomor 2 tahun 2013 dan Pasal 13 

Permenkumham nomor 2 tahun 2016 apabila dilanggar merupakan 

pelanggaran syarat administratif yang tidak memiliki daya memaksa 

yang seharusnya ketika adanya pelanggaran tentulah menimbulkan 

akibat hukum. Maka ketentuan pasal tersebut di atas dapat 

diketahui merupakan lex imperfecta yakni peraturan tersebut 

memerintahkan melakukan suatu perbuatan namun ketika 

perbuatan tersebut dilanggar tidak menimbulkan suatu akibat 

hukum. 91 Padahal akibat hukum itu merupakan kaidah hukum yang 

sangat penting untuk dapat mengefektifkan hukum di masyarakat. 

Tanpa akibat hukum, hukum akan tetap menjadi ”macan ompong” 

                                                             
      91 Donald A.Rumokoy dan Frans Marimis, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 
2016), hlm.18-19 
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yang tidak akan efektif berlaku. Terutama bagi mereka yang tidak 

memiliki kesadaran hukum. 92 

Berdasarkan uraian yang dijabarkan di atas, maka secara 

penemuan hukum dengan metode penafsiran Argumentum per 

analogiam (analogi)  mengenai akibat hukum terhadap yayasan 

yang dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar baik menurut 

Pasal 15A atau Pasal 37A namun tidak memenuhi ketentuan yang 

ada di dalamnya, Yayasan tersebut bisa dikatakan menjadi Yayasan 

baru yang mana menjadi tidak terhubung atau tidak berkaitan 

dengan yayasan yang lama. Sehingga yayasan lama menjadi 

kehilangan riwayat pendiriannya dan kekayaan yang dimiliki selama 

yayasan tersebut berkegiatan sebelum melakukan penyesuaian. 

Syarat dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar yaitu 

membuat akta pendirian baru yang dalam premise aktanya 

mencantumkan asal usul pendirian dan kekayaan tidak ada, maka 

akta pendirian tersebut menjadi sebuah akta pendirian untuk 

yayasan yang benar-benar baru berdiri sesuai udang-undang. Lalu 

selain kehilangan riwayat yayasan, kekayaan yayasan yang mana 

pasti terdiri dari aset tetap seperti tanah dan bangunan yang masih 

atas nama yayasan lama, secara administratif tetap menjadi milik 

yayasan lama.  

Penulis menyimpulkan bahwa mengingat tidak adanya 

ketentuan yang mengatur implikasi secara yuridis dari tindakan 

hukum Yayasan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar 

yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan memberikan 

akibat tersendiri terhadap Yayasan tersebut, sebagai berikut : 

1. Yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran dasar dapat 

kehilangan riwayat asal usul pendiriannya karena dalam akta 

pendirian penyesuaian anggaran dasarnya tida dicantumkan, 

sehingga membuat yayasan terbaru dengan akta pendirian itu 

menjadi sebuah yayasan baru yang berdiri sesuai dengan 

undang-undang. 

                                                             
      92 Lukman Santoso Az Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum, Pengertian, Konsep Hukum, 
Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum, (Malang : Setara Press, 2016), hlm.50 



86 
 

 
 

2. Kekayaan yang telah dimiliki oleh yayasan yang melakukan 

penyesuaian secara administrasi tidak termasuk dalam daftar 

kekayaan awal yayasan yang baru karena tidak dicantumkan 

dalam premise aktanya, sehingga kekayaan yang berupa aset 

tetap dan lancar tetap menjadi atas nama yayasan yang lama, 

walau secara nyata aset tersebut dipergunakan oleh yayasan 

yang baru mengingat yayasan tersebut secara nyata merupaka 

satu kesatuan hanya terpisah atau tidak terhubung secara 

administrasi. 

Dengan akibat hukum yang seperti ini, bisa sangat 

merugikan pihak Yayasan sendiri, oleh karena itu diperlukan 

kesadaran hukum akan pengetahuan aturan tentang penyesuaian 

anggaran dasar yang benar, dan Notaris sendiri juga sangat 

berperan dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak-

pihak yang menghadap ke Notaris untuk melakukan perbuatan 

hukum dan menuangkannya ke dalam akta. Aturan perundang-

undangan yang mengatur juga sebaiknya segera diperbaiki dan 

pemerintah selaku pembuat undang-undang segera mengisi 

kekosongan hukum terhadap ketentuan penegakan hukum akan 

sanksi yang mengatur terhadap badan hukum dalam hal ini yayasan 

yang tidak memenuhi ketentuan aturan penyesuaian anggaran 

dasar, baik itu berupa sanksi pidana, perdata atau administrasi yang 

harus mengatur secara tegas agar tercipta kepastian hukum jika hal 

seperti ini terjadi. 

 

4.2. KEABSAHAN AKTA PENDIRIAN YANG DIBUAT DALAM RANGKA 

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TIDAK SESUAI DENGAN 

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Berkaitan dengan perbuatan hukum Yayasan dalam penyesuaian 

anggaran dasarnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yaitu tidak mencantumkan riwayat asal usul pendirian serta 

kekayaan Yayasan ternyata mempunyai akibat terhadap Yayasan itu sendiri 

yaitu Yayasan menjadi kehilangan riwayatnya sehingga Yayasan yang 

semula berniat melakukan penyesuaian dengan membuat Akta Pendirian 
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agar Yayasan yang lama bisa memdapat pengesahan badan hukum dari 

Menteri ternyata malah terputus riwayatnya karena tidak dicantumkan 

dalam premise akta sehingga akta pendirian tersebut membuat Yayasan 

terkesan seolah-olah merupakan Yayasan yang baru berdiri sesuai Undang-

Undang, serta kekayaan yang telah diperoleh selama awal pendirian hingga 

dilakukannya penyesuaian juga tidak dicantumkan dalam premis aktanya 

berakibat kekayaan tersebut tidak bisa dikaitkan secara administrative 

dengan Yayasan baru karena tidak adanya kesinambungan riwayat dengan 

Yayasan yang lama, maka aset tetap seperti tanah yang masih atas nama 

Yayasan lama, tetaap menjadi atas nama Yayasan yang lama. Dan yang 

terakhir terkait perijinan, baik itu perijinan kegiatan maupun perijinan 

dalam bidang lain, akan mengalami kesulitan saat melakukan perubahan 

perijinan dikarenakan dalam akta penyesuaian yang tidak mencantumkan 

riwayat pendirian sehingga ijin yang diajukan tidak bisa disetujui sebagai 

perpanjangan, malah bisa jadi menjadi ijin baru berdasarkan akta yayasan 

yang baru karena yayasan yang baru tidak menyebutkan kesinambungan 

dengan yayasan yang lama. 

Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan mengenai kaitannya 

dengan akta pendirian yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran 

dasa, yang mana dalam pembahasan ini akan dibagi dalam 2 (dua) sub 

bab, yang pertama mengenai bentuk aktanya sendiri dan yang kedua 

mengenai keabsahan dari akta tersebut sehubungan dengan perbuatan 

hukum yayasan dalam penyesuaian anggaran dasar. 

 

4.2.1. Akta Pendirian Dalam Rangka Penyesuaian Anggaran Dasar 

Yang Dimuat Dalam Akta Notaris 

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris 

berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan ketetapan baik itu dikarenakan oleh peraturan 

perundnag-undangan ataupun yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.Selama itu 

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 
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orang lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Maka 

berdasarkan kewenangan yang ada pada Notaris dan kekuatan 

pembuktian atas akta autentik yang dibuatnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tugas dari Notaris adalah memformulasikan keinginan atau 

kehendakan serta segala tindakan hukum dari para pihak ke 

dalam sebuah akta autentik dengan memperhatikan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

2. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan 

hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para 

pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan 

tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti 

lainnya. Apabila ada pihak lawan yang dapat membuktikan 

bahwa akta autentik yang dibuat itu tidak benar dengan akta 

otentik lainnya, maka kadar pembuktian akta otentik dapat 

berkurang, sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti 

tambahan lainnya. 93 

Mengenаi аktа otentik diаtur dаlаm Pasal 1868 

KUHPerdаtа yаng merupаkаn sumber untuk otensitаs аktа Notaris 

yаng jugа menjаdi dаsаr legаlitаs eksistensi notaris dengаn syаrаt 

sebаgаi berikut :94 

a. Аktа itu hаrus dibuаt oleh (door) аtаu di hаdаpаn (ten 

overstааn) seorаng Pejаbаt Umum. 

b. аktа itu hаruslаh dibuаt dаlаm bentuk yаng telаh ditentukаn 

oleh undang-undang; 

c. Pejаbаt Umum oleh аtаu di hаdаpаn siаpа аktа itu dibuаt 

hаrus mempunyаi wewenаng untuk membuаt аktа tersebut. 

Аktа yаng dibuаt oleh (door) Notaris dаlаm prаktek disebut Аktа 

Relааs аtаu Аktа Beritа Аcаrа yаng berisi berupа urаiаn Notaris 

yаng dilihаt dаn disаksikаn Notaris sendiri аtаs permintааn pаrа 

pihаk, аgаr tindаkаn аtаu perbuаtаn pаrа pihаk yаng dilаkukаn 

                                                             
      93 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung : Refika Aditama, 2014), hlm.80 
      94 Hаbib Аdjie, Op.Cit., hlm.127 
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dituаngkаn dаlаm bentuk аktа Notaris. Аktа yаng dibuаt dihаdаpаn 

(ten overstааn) Notaris, dаlаm prаktik Notaris disebut Аktа Pаrtij, 

yаng berisi urаiаn аtаu keterаngаn, pernyаtааn pаrа pihаk yаng 

diberikаn аtаu yаng diceritаkаn di hаdаpаn Notaris. Pаrа pihаk 

berkeinginаn аgаr urаiаn аtаu keterаngаnnyа dituаngkаn ke dаlаm 

bentuk аktа Notaris.95 Pаdа dаsаrnyа bentuk suаtu аktа Notaris 

yаng berisikаn keinginаn, kehendаk sertа permintааn pаrа pihаk 

yаng kemudiаn Notaris memberikаn sаrаn dengаn tetаp berpijаk 

pаdа аturаn hukum yаng berlаku. Ketikа sаrаn Notaris tersebut 

diikuti oleh pаrа pihаk dаn dituаngkаn dаlаm аktа Notaris, tetаp lаh 

isi аktа tersebut аdаlаh keinginаn dаn permintааn pаrа pihаk, 

bukаn sаrаn аtаu pendаpаt Notaris. Dalam hal akta penyesuaian 

anggaran dasar yang dibuat dihadapan Notaris ini berupa akta 

pendirian yang berarti akta tersebut merupakan kehendak dari para 

pihak sehingga termasuk dalam akta Partij. 

Perbedaan dari kedua bentuk akta antara akta relass  dan 

akta partij memiliki perlakuan yang berbeda dalam hal kaitannya 

dengan proses pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) terhadap isi di 

dalam akta, sehingga dengan demikian terhadap segala kebenaran 

isi di dalam akta pejabat (ambtelijke akte) atau akta relaas yaitu 

tidak dapat digugat, terkecuali jika dengan menuduh bahwa akta itu 

adalah palsu, sedangkan pada suatu akta partij dapat digugat isinya 

yang tertuang di dalam akta, tanpa menuduh bahwa akta palsu 

melainkan dengan cara menyampaikan bahwa keterangan dari para 

pihak yang membuat atau yang bersangkutan yang dituangkan 

dalam akta itu adalah tidak benar.96 Dalam hal sebuah tanda tangan 

dalam sebuah akta partij adalah merupakan condition sine qua non 

(sebagai syarat mutlak yang harus ada), berbeda dengan akta 

relaas dimana keberadaan tanda tangan tidak merupakan 

keharusan, kecuali apabila seseorang tidak bisa membubuhkan 

                                                             
      95 Ibid, hlm.128 
      96 Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh, Kewenangan Pembuatan Akta Bagi 
Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Jurnal Transparansi Hukum Vo.1 
No.2, Universitas Narotama, Surabaya, 2018, hlm.181-182 
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tanda tangan harus memberikan alasan secara tegas dan ditulis 

dalam akta tersebut sebagai pengganti tanda tangan (surrogaat).97 

Penyesuaian anggaran dasar yang dilakukan Yayasan 

yang dituangkan dalam akta pendirian dibuat sesuai dengan yang 

dipersyaratkan dalam undang-undang dan bentuk yang telah 

ditentukan. Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-

Undang Yayasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 15 A PP 

nomor 2 tahun 2013 dan baru akan diurus atau diselesaikan 

pengesahan sebagai badan hukumnya, maka harus dibuat dalam 

akta pendirian (baru) dan yang menghadap notaris yaitu mereka 

yang pertama kali mendirikan yayasan atau (jika sudah tidak ada) 

mereka yang mempunyai kewenangan berdasarkan anggaran dasar 

(pendirian) yayasan yang bersangkutan.98 Pada yayasan yang 

seperti ini pada premise aktanya diuraikan secara kronologis dengan 

memenuhi (dan menuliskan/mencantumkan) semua persyaratan 

yang diminta berdasarkan Pasal 15A tersebut dalam setiap poin-

poinnya dijabarkan sebagai berikut : 

 
Para penghadap menerangkan terlebih dahulu :----99 

- Bahwa Yayasan_________yang berkedudukan di 

Kota/Kabupaten__________, yang didirikan dengan 

akta nomor_______tanggal________yang dibuat 

dihadapan____________Notaris di Kota/Kabupaten 

_________________.----------------------------- 

- Bahwa Yayasan mempunyai harta kekayaan 

sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan di 

bawah tangan bermeterai tanggal_______________. 

                                                             
      97 Ibnu Sajadi, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang 
Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca Dan Menulis, Jurnal Repertorium 
Volume II No.2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm.181 
      98 Habib Adjie, Memahami, Mengerti dan Menerapkan : Pendirian dan Perubahan 
Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan, Dan Perkumpulan Serta Perseroan Terbatas, 
https://inipengdamadiunblog.files.wordpress.com/2018/05/pendirian-dan-perubahan-anggaran-
dasar-badan-hukum-yayasan-perkumpulan-serta-perorangan-oleh-habib-adjie.pdf diakses pada 
tanggal 13 Nopember 2019 
      99 Habib Adjie & Muhammad Hafidh, Yayasan : Memahami Pendirian-Perubahan-
Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2001 tentang Yayasan, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.140-141 

https://inipengdamadiunblog.files.wordpress.com/2018/05/pendirian-dan-perubahan-anggaran-dasar-badan-hukum-yayasan-perkumpulan-serta-perorangan-oleh-habib-adjie.pdf
https://inipengdamadiunblog.files.wordpress.com/2018/05/pendirian-dan-perubahan-anggaran-dasar-badan-hukum-yayasan-perkumpulan-serta-perorangan-oleh-habib-adjie.pdf
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- Bahwa Yayasan selama 5 (lima) tahun terakhir 

secara berturut-turut masih mempunyai dan 

menjalankan kegiatan sebagaimana tersebut dalam 

Surat Pernyataan di bawah tangan bermeterai 

tanggal___________, yang ditandatangani oleh 

Pengurus dan instansi terkait.----------------- 

- Bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara 

sukarela atau berdasarkan Putusan Pengadilan, 

sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan di 

bawah tangan bermeterai tanggal____________. 

- Surat Pernyataan alamat lengkap Yayasan yang 

ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan 

diketahui oleh lurah setempat. --------------- 

- Surat Pernyataan Nilai Kekayaan pada saat 

penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan ini. ------ 

- Surat Pernyataan Keabsahan harta kekayaan 

Yayasan. ------------------------------------- 

- Surat Pernyataan Kepengurusan tidak dalam 

sengketa dengancara dan bentuk apa pun, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan.--------------- 

- Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan. ------------- 

- Bahwa sampai dengan tanggal akta ini, bahwa 

susunan terakhir Pengurs, Pembina dan Pengawas 

Yayasan sebagaimana tersebut dalam akta nomor__ 

tanggal______, yang dibuat dihadapan___________ 

Notaris di Kota/Kabupaten_____________________. 

- Bahwa Yayasan____________yang berkedudukan di 

__________ tersebut tidak memenuhi ketentuan 

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, oleh 

karenanya sudah tidak dapat menggunakan kata 

“yayasan” di depan namanya, namun berdasarkan 

Pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Taun 

2013 dapat memperoleh status badan hukum 

yayasan dengan jalan mendirikan yayasan baru.— 
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- Bahwa para penghadap bermaksud mendirikan 

Yayasan ini, yang merupakan kelanjutan dari 

Yayasan ____________yang berkedudukan di_______ 

tersebut.-------------------------------------- 

Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana 

tersebut di atas, dengan ini menyatakan mendirikan 

Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:---- 

 

Sedangkan untuk penyesuaian anggaran dasar Yayasan 

yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan 

telah memenuhi ketentuan Pasal 37A PP nomor 2 tahun 2013 dan 

baru akan diurus atau diselesaikan pengesahan sebagai badan 

hukumnya, maka harus dibuat akta penyesuaian (menghadap) 

Notaris yaitu organ Yayasan yang diberi kewenangan pada 

anggaran dasar (pendirian) Yayasan yang bersangkutan sebagai 

perubahan anggaran dasar (Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri 

tersebut) yaitu “Perubahan Anggaran Dasar bagi Yayasan yang 

sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya 

cukup diberitahukan oleh pemohon kepada Menteri.”100Pada 

yayasan yang seperti ini pada premise aktanya diuraikan secara 

kronologis dengan memenuhi (dan menuliskan/mencantumkan) 

semua persyaratan yang diminta berdasarkan Pasal 37A tersebut 

sebagai berikut : 

Para penghadap menerangkan terlebih dahulu :----101 

- Bahwa Yayasan_________yang berkedudukan di 

Kota/Kabupaten__________, yang didirikan dengan 

akta nomor_______tanggal________yang dibuat 

dihadapan____________Notaris di Kota/Kabupaten 

_________________.----------------------------- 

- Bahwa Yayasan telah mempunyai Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor _______ Tahun 

                                                             
      100 Habib Adjie, Memahami, Mengerti dan Menerapkan : Pendirian dan Perubahan 
Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan, Dan Perkumpulan Serta Perseroan Terbatas, 
https://inipengdamadiunblog.files.wordpress.com/2018/05/pendirian-dan-perubahan-anggaran-
dasar-badan-hukum-yayasan-perkumpulan-serta-perorangan-oleh-habib-adjie.pdf diakses pada 
tanggal 13 Nopember 2019 
      101 Habib Adjie & Muhammad Hafidh, Op.Cit., hlm.140-141 

https://inipengdamadiunblog.files.wordpress.com/2018/05/pendirian-dan-perubahan-anggaran-dasar-badan-hukum-yayasan-perkumpulan-serta-perorangan-oleh-habib-adjie.pdf
https://inipengdamadiunblog.files.wordpress.com/2018/05/pendirian-dan-perubahan-anggaran-dasar-badan-hukum-yayasan-perkumpulan-serta-perorangan-oleh-habib-adjie.pdf
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______ atau Yayasan telah terdaftar di 

Pengadilan Negeri dengan Register Nomor _______ 

tanggal _____________.------------------------- 

- Bahwa Yayasan mempunyai izin kegiatan dari 

instansi terkait. ---------------------------- 

- Bahwa Yayasan selama 5 (lima) tahun terakhir 

secara berturut-turut masih mempunyai dan 

menjalankan kegiatan sebagaimana tersebut dalam 

Surat Pernyataan di bawah tangan bermeterai 

tanggal___________, yang ditandatangani oleh 

Pengurus dan instansi terkait.----------------- 

- Bahwa Yayasan mempunyai kekayaan dengan nilai 

sebagaimana tersebut dalam laporan keuangan 

yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus 

Yayasan. ------------------------------------- 

- Bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara 

sukarela atau berdasarkan Putusan Pengadilan, 

sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan di 

bawah tangan bermeterai tanggal____________. 

- Surat Pernyataan alamat lengkap Yayasan yang 

ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan 

diketahui oleh lurah setempat. --------------- 

- Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua 

anggota organ Yayasan atau laporan akuntan 

public mengenai kekayaan yayasan pada saat 

penyesuaian. --------------------------------- 

- Pengumuman Surat Kabar Ikhtisar laporan tahunan 

kekayaan Yayasan. ---------------------------- 

- Surat Pernyataan Kepengurusan tidak dalam 

sengketa dengan cara dan bentuk apa pun, baik 

di dalam maupun di luar pengadilan.------------ 

- Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan. ------------- 

- Bahwa sampai dengan tanggal akta ini, bahwa 

susunan terakhir Pengurs, Pembina dan Pengawas 

Yayasan sebagaimana tersebut dalam akta nomor__ 
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tanggal______, yang dibuat dihadapan___________ 

Notaris di Kota/Kabupaten_____________________. 

Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana 

tersebut di atas, dengan ini menyatakan melakukan 

penyesuaian anggaran dasar Yayasan sebagai 

berikut:------------------------------------------ 

Akta yang dibuat dihadapan Notaris bentuknya sudah 

ditentukan dalam Pasal 38 UUJN, yang mana setiap akta Notaris 

terdiri atas : 

a. Awal akta atau kepala akta; 

b. Badan akta; 

c. Akhir atau penutup akta. 

Bagian-bagian akta tersebut adalah bagian-bagan yang 

mengandung unsur-unsur akta autentik. Isi kepala akta dan akhir 

akta tergantung pada apakah akta itu dibuat dalam bentuk 

menurut undnag-undang (in de wettelijke vorm) atau tidak. 

Karenanya kedua bagian ini sangat penting dan untuk mengetahui 

apa yang harus dimuat dalam bagian-bagian akta itu harus dilihat 

apa yang disyaratkan oleh undang-undang.102 

Premiss akta di atas termasuk dalam bagian badan akta, yang 

mana badan akta memuat kehendak dan keinginan dari para pihak 

yang berkepentingan yang diterangkan atau dinayatakan di 

hadapan Notaris atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai 

hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.103 

Sehingga akta yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran 

dasar yang dimuat dalam akta Notaris apabila telah terpenuhinya 

terkait dengan bentuk akta yang telah ditentukan walaupun ada 

beberapa perlakuan yang dibedakan namun memiliki esensi yang 

sama apabia segala ketentuan atau yang diatur oleh ketentuan baik 

cara pembuatan akta, bentuk akta serta syarat-syarat lainnya maka 

kaitan terhadap pembuktian yang sempurna tetap melekat dalam 

                                                             
      102 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta : PT.Ichtiar 
Baru Van Hoeve, 2000), hlm.203 
      103 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik UU No.30 Tahun 2004 
Tentang Jabatan Notaris, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2009), hlm.126 
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akta tersebut, karena dalam akta autentik mempunyai kekuatan 

nilai pembuktian : 

1. Aspek Lahiriah 

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya adalah kemampuan dari 

akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta 

otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya.104 

Aspek lahiriah dari akta Notaris dalam yurisprudensi Mahkamah 

Agung bahwa akta Notaris sebagai alat bukti berkaitan dengan 

tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, yang menegaskan 

bahwa judex factie dalam amar putusannya membatalkan Akta 

Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena pejabat Notaris 

fungsinya hanya mecatatkan (menuliskan) apa-apa yang 

dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang 

menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris 

untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang 

dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut.105 

2.  Aspek Formal 

Akta Notaris haruslah memberikan kepastian bahwa suatu 

kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh 

Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap 

pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur 

yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.106 

Perkara pidana dan perdata akta Notaris senatiasa 

dipermasalahkan dari aspek formal terutama mengenai :107 

a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap 

b. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris 

c. Tanda tangan yang menghadap 

d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta 

e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta 

                                                             
      104 Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku 
Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Lex Jurnalica Volume 12 
Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2015, hlm.252 
      105 Habib Adjie, Op.Cit., hlm.135 
      106 M.Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, 
(Yogyakarta : UII Press, 2017, hlm.90 
      107 Habib Adjie, Op.Cit., hlm.136 
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f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi 

minuta akta dikeluarkan. 

3. Aspek Materiil 

Segala hal yang tertuang harus dinilai benar sebagai 

pernyataan atau keterangan Notaris dalam akta relas, dan 

harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak 

dalam akta partij, hal apa saja yang harus ada secara materiil 

dalam akta harus mempunyai batasan tertentu. Menentukan 

batasan seperti itu tergantung dari apa yang dilihat, didengar 

oleh Notaris atau yang dinyatakan, diterangkan oleh para pihak 

di hadapan Notaris.108 

Dari uraian-uraian di atas tersebut dapat diketahui bahwa 

akta penyesuaian anggaran dasar yayasan yang dituangkan dalam 

akta Notaris oleh para pihak yang berkepentingan ke hadapan 

Notaris dibuat berdasarkan keterangan dari para pihak. Jika dilihat 

dari ketentuan perundnag-undangan, selama akta yang dibuat dari 

segi materil dan formil pembuatan akta autentik telah dipenuhi 

maka akta penyesuaian anggaran dasar tersebut tetap sama 

kedudukannya dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. 

 

4.2.2. Keabsahan Akta Pendirian Yang Dibuat Dalam Rangka 

Penyesuaian Anggaran Dasar Tidak Sesuai Dengan 

Ketentuan Perundang-Undangan 

Pendirian yayasan sendiri menurut hukum perdata ada aspek 

materiil dan aspek formil, yaitu :109 

1. Aspek Materiil  

a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan 

b. Suatu tujuan yang jelas 

c. Ada organisasi (nama, susunan, dan badan pengurus) 

2. Aspek formil, yaitu pendirian yayasan dalam wujud akta otentik. 

 

                                                             
      108 Ibid., hlm.138-139 
      109 R.Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, 
Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung : Alumni, 1977), hlm.121 
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Aspek materiil dan formil tersebut tercantum dalam Pasal 9 dan 

Pasal 10 Undang-Undang Yayasan, yaitu : 

Pasal 9 

(1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan 
memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai 
kekayaan awalnya 

(2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dengan akta notaris dibuat dalam bahasa 
Indonesia 

(3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat 
(4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

(5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, 
mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut 

diatur dengan Peraturan Pemerintah 
 

Pasal 10 
(1) Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat 

diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa 
(2) Dala hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat 

wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi waiat 

(3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang 
berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris 

atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk 
melaksanakan wasiat tersebut 

 
Substansi kedua pasal tersebut menegaskan bahwa dalam pendirian 

yayasan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain : 

a) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih 

b) Pendiri harus memisahkan sebagian harta kekayaannya, 

sebagai harta kekayaan awal yayasan 

c) Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dalam 

bahasa Indonesia 

d) Yayasan dapat didirikan oleh orang asing atau bersama-sama 

orang asing 

e) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat 

Selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJNP menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan akta Notaris adalah akta autentik 

yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata 

cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Fungsi akta notaris 

dalam pendirian yayasan merupakan syarat mutlak untuk adanya 
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yayasan. Tanpa adanya akta yayasan yang dibuat di hadapan 

notaris, maka pendirian yayasan tersebut dianggap tidak pernah 

terjadi atau ada. Dengan kata lain, bahwa akta akan menjadi bukti 

yang sempurna telah didirikan yayasan. 

Hal tersebut juga berlaku bagi setiap tindakan hukum oleh 

Yayasan baik dalam perubahan yang sebelumnya dilakukan rapat 

terlebih dahulu yang kemudian harus dituangkan dalam bentuk akta 

notaris sebagai syarat mutlak untuk diakuinya ada perubahan dalam 

Yayasan baik perubahan anggaran dasar maupun perubahan data 

yayasan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang 

Yayasan sebagai berikut : 

Pasal 18 

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan 
berdasarkan keputusan Rapat Pembina  

(2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 

(dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina 
(3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam 

bahasa Indonesia. 
 

Sedangkan dalam hal penyesuaian anggaran dasar yang 

dimuat dalam bentuk akta notaris sesuai Pasal 15A PP dan Pasal 

37A PP  bisa dalam bentuk akta pendirian ataupun akta perubahan 

anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasar, yang 

mana dalam pembuatan aktanya ditentukan sesuai UUJN dan 

tambahan dalam akta tepatnya dalam premis akta juga telah diatur 

dalam PP No.2 tahun 2013. 

Dalam kasus penyesuaian anggaran dasar yang dilakukan 

Yayasan X yang dimana dalam akta pendirian yang dibuat dalam 

rangka penyesuaian anggaran dasar, dalam premise aktanya 

ternyata tidak mencantumkan terutama mengenai riwayat asal usul 

pendirian dan kekayaan Yayasan sebagai berikut : 

 

-- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan 

kepada saya, Notaris :---------------------------- 
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-- Bahwa para penghadap dengan ini memisahkan dari 

harta kekayaan berupa uang tunai yang diperoleh 

secara sah dan halal sebesar Rp.20.000.000,- (dua 

puluh juta rupiah).------------------------------- 

-- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan 

peraturan perundang-undnagan yang berlaku serta 

dengan ijin dari pihak yang berwenang, para 

penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan 

suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai 

berikut : --------------------------------------110   

 

Penyesuaian anggaran dasar tersebut dibuat berdasarkan kehendak 

para pihak, sehingga perbuatan hukum tersebut harus memberikan 

kepastian hukum yang dibuat dalam akta autentik dihadapan 

Notaris. 

Sebagaimana yang terlihat diatas, akta yang dibuat tersebut 

tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan. Apakah itu akan membuat perbuatan hukum 

dari penyesuaian anggaran dasar tersebut menjadi sah atau tidak, 

kemudian apakah akta penyesuaian yang dibuat dalam bentuk akta 

pendirian tersebut menjadi tidak sah. Menurut penulis, tindakan 

hukum yang dilakukan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar 

tersebut dilakukan ternyata tidak berdasarkan ketentuan untuk 

melakukan penyesuaian sesuai syarat dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2013. 

Keabsahan akta atau syarat otensititas akta ditinjau dari 

Pasal 1868 KUHPerdata yang mana menyebutkan bahwa,  

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam 
bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan 

pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu 
dibuat.111  
 

                                                             
      110 Akta Pendirian Yayasan Badan Pendidikan Kristen Greja Kristen Jawi Wetan Disingkat YBPK 
GKJW Nomor : 04 tertanggal 02 Nopember 2015 dibuat dihadapan Duri Astuti,SH., Notaris di Kota 
Malang 
      111 R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Pradnya 
Pramita : Jakarta, 1999), hlm.475 
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Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 

1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. 

Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, 

namun jika tidak memenuhi persayaratan Pasal 1868 KUHPerdata 

maka tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik dan hanya 

mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan sebagaimana 

yang disebutkan dalam Pasal 1869 KUHPerdata sebagai berikut, 

Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta 

otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya 
pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat 
dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan 

dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.112 
 
Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat 

akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor2 Tahun 2014, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan 

bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk 

membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan 

Undang-Undang lainnya. Frasa “di tempat dimana akta dibuat” 

dalam Pasal 1868 KUHPerdata, berhubungan dengan tempat 

kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di 

wilayah kabupaten atau kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

18 ayat 1 UUJN dan wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh 

wilayah provinsi dari tempat kedudukannya sebagaimana dalam 

Pasal 18 ayat 2 UUJN. 

Berdasarkan hasil penjabaran diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa dalam Undang-Undang Yayasan hanya mengatur tentang 

Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan 

wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai ketentuan 

Pasal 71, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 

2013 sebagai Peraturan Pelaksana pada Pasal 15A dan Pasal 37A 

diperuntukkan khusus bagi Yayasan yang melakukan penyesuaian 

                                                             
      112 Ibid. 
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anggaran dasar tentang apa yang perlu dilampirkan, namun baik 

dalam Undang-Undang Yayasan maupun Peraturan Pemerintahnya 

tidak menyebutkan akibat ataupun sanksi daripada Yayasan jika 

melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan 

perundang-undangan. Adanya kekosongan hukum ini membuat 

Yayasan yang ternyata salah dalam melakukan penyesuaian 

anggaran dasar masih belum dikenakan sanksi secara aministratif, 

maupun perdata.  

Kajian mengenai keabsahan dari akta pendirian yang dibuat 

dalam rangka penyesuaian anggaran dasar yayasan sebagaimana 

yang ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang Yayasan dapat 

ditinjau dari beberapa aspek, yaitu : 

1. Pertama ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur yaitu : 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang 

Yayasan dalam Pasal 71 menyebutkan bahwa bagi Yayasan 

yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang wajib 

melakukan penyesuaian anggaran dasar supaya bisa 

memperoleh status badan hukum. Jika tidak menyesuaikan 

anggaran dasar sampai batas waktu yang ditentukan maka 

tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya 

lagi. 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dalam Pasal 

15A menyebutkan mengenai pengesahan akta pendirian 

bagi yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum 

sehingga perlu memenuhi persyaratan dalam pasal 

tersebut. Sedangkan dalam Pasal 37A menyebutkan 

mengenai pengesahan akta perubahan anggaran dasar 

yayasan yang telah diakui sebagai badan hukum sehingga 

perlu memenuhi persayaratn dalam pasal tersebut. 
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Kedua aturan secara langsung bersinggungan dengan akta 

notaris yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran dasar 

yang dimana baik bagi yayasan yang diakui atau tidak diakui 

sebagai badan hukum, haruslah memenuhi ketentuan diatas. 

Agar akta penyesuaian anggaran dasar yayasan tersebut dapat 

terhubung dan berkesinambungan secara administratif dan 

historis dengan yayasan sebelumnya sebagai satu kesatuan. 

2. Kedua ditinjau dari bentuk aktanya, dalam bentuk akta 

pendirian atau akta perubahan anggaran dasar, dan keduanya 

dibuat dihadapan Notaris yang berarti akta yang dibuat 

merupakan kehendak para pihak atau biasa disebut dengan 

akta partij. Dalam hal akta memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata, 

maka akta tersebut tetap sah sebagai akta otentik dengan 

mengesampingkan apapun tindakan hukum yang dilakukan 

dalam akta otentik tersebut. Seperti halnya Yayasan X ini, 

selama pengurus Yayasan dalam melakukan penyesuaian 

anggaran dasar dihadapan Notaris membuat akta otentik sesuai 

dengan syarat otensitas akta, maka akta yang dibuat tetap sah. 

3. Ketiga ditinjau dari tindakan hukum yang dilakukan yaitu 

penyesuaian anggaran dasar yang mana seharusnya ketentuan 

dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 71 ayat (4) dimana 

yayasan X ini sudah tidak dapat menggunakan kata yayasan di 

depan namanya maka dilanjutkan dengan melakukan 

penyesuaian anggaran sesuai syarat dalam Pasal 15A atau 

Pasal 37A PP No.2 tahun 2013, sedangkan dalam akta yang 

dibuat dalam bentuk akta pendirian tersebut tidak memenuhi 

syarat sebagai penyesuaian anggaran dasar dari suatu yayasan, 

sehingga mengakibatkan tindakan hukum yang dilakukan 

ditafsirkan sebagai pendirian yayasan yang baru berdiri 

berdasarkan Undang-Undang Yayasan. 

Akta perubahan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan 

akta autentik yang memiliki pembuktian sempurna terutama lagi di 

dalam perubahan anggaran dasar sendiri adalah suatu perikatan 

yang merupakan hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh 
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hukum.113 Pada Teori Keabsahan dalam pendapatnya Hans Kelsen 

menyatakan dalam hukum juga terdapat suatu norma dasar yang 

harus dianggap sebagai sumber keharusan dibidang hukum. Norma 

dasar (grundnorm) tersebut berbunyi : orang-orang harus 

menyesuaikan dirinya dengan apa yang telah ditentukan. Teori ini 

memusatkan kajiannya hanya pada hukum formal berdasarkan 

keabsahannya. Teori ini mengartikan hukum dalam arti formalnya 

yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis. 

Oleh karena itu dikaitkan dari pendapat tersebut di atas, 

secara legalitas tidak ada suatu pengaruh perihal keabsahan dari 

akta penyesuaian anggaran dasar yang dibuat dikarenakan dalam 

akta yang dibuat telah memenuhi syarat otensitas sebuah akta 

otenti sesuai Pasal 1868 KUHPerdata. Yang kemudian dalam Pasal 

71 Undang-Undang Yayasan yang mengatur Yayasan wajib 

melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak diatur secara jelas 

mengenai akibat jika tindakan hukum yayasan yang melakukan 

penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan baik yang ada 

dalam Undang-undang Yayasan ataupun dalam Peraturan 

Pemerintah sebagai peraturan pelaksananya yang kemudian 

membuat keabsahan akta tersebut dipertanyakan, karena cukup 

sering kasus seperti Yayasan X yang mana tidak terlalu terekspos 

karena bisa jadi Yayasan yang kurang paham tentang ketentuan 

yang benar dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar, 

sehingga seringkali nurut dengan yang dilakukan Notarisnya, dan 

Notarisnya sendiri bisa jadi juga tidak memberikan penyuluhan 

hukum terlebih dahulu agar yayasan tersebut bisa mengerti tahap-

tahapnya, tapi malah mencari tahapan yang lebih mudah dengan 

membuatkan akta penyesuaian anggaran dasar dalam bentuk akta 

pendirian yang mana isinya seperti membuat akta pendirian baru 

dan tidak ada mencantumkan asal usul yayasan sebelumnya juga 

aset kekayaannya yang mungkin terlalu banyak sehingga 

dipermudah dengan membuat kekayaan awal minimal saja. 

                                                             
      113 R.Setiawan, Pokok-Pokok Perikatan, (Bandung : Binacipta, 1987), hlm.3 
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Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

status keabsahan dari akta penyesuaian anggaran dasar yang 

dibuat tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, tetap sah 

selama memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata sebagai syarat otensitas 

sebagai akta otentik dan juga tetap memiliki daya mengikat bagi 

para pihak yang membuatnya tanpa melihat tindakan hukum yang 

ada didalamnya. Sebaiknya, kepada para pihak yang 

berkepentingan dalam hal ini yaitu pihak Yayasan sebelum 

melakukan penyesuaian anggaran dasar baiknya meminta 

penyuluhan atau informasi hukum yang benar terkait prosedur 

dalam penyesuaian anggaran dasar agar yayasan yang lama tidak 

salah dalam melakukan tindakan hukum untuk membuat akta 

penyesuaian anggaran dasar di hadapan Notaris, sehingga resiko-

resiko, dan akibat yang timbul dari penyesuaian yang keliru tidak 

berdampak terhadap keberlangsungan Yayasan dalam berkegiatan 

maupun dalam segi administrasi dan perdata.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN  

 

1. Akibat hukum dari Yayasan yang dalam melakukan penyesuaian 

anggaran dasarnya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan: 

a. Yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran dasar dapat 

kehilangan riwayat asal usul pendiriannya karena dalam akta 

pendirian penyesuaian anggaran dasarnya tida dicantumkan, 

sehingga membuat yayasan terbaru dengan akta pendirian itu 

menjadi sebuah yayasan baru yang berdiri sesuai dengan 

undang-undang. 

b. Kekayaan yang telah dimiliki oleh yayasan yang melakukan 

penyesuaian secara administrasi tidak termasuk dalam daftar 

kekayaan awal yayasan yang baru karena tidak dicantumkan 

dalam premise aktanya, sehingga kekayaan yang berupa aset 

tetap dan lancar tetap menjadi atas nama yayasan yang lama, 

walau secara nyata aset tersebut dipergunakan oleh yayasan 

yang baru mengingat yayasan tersebut secara nyata merupaka 

satu kesatuan hanya terpisah atau tidak terhubung secara 

administrasi. 

2. Status keabsahan dari akta penyesuaian anggaran dasar yang dibuat 

tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, tetap sah selama 

memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata sebagai syarat otensitas sebagai 

akta otentik dan juga tetap memiliki daya mengikat bagi para pihak 

yang membuatnya tanpa melihat tindakan hukum yang ada 

didalamnya.  

 

5.2. SARAN 

 

1. Agar akibat hukum yang seperti itu tidak merugikan pihak Yayasan 

sendiri, diperlukan kesadaran hukum akan pengetahuan aturan 
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tentang penyesuaian anggaran dasar yang benar. Aturan perundang-

undangan yang mengatur juga sebaiknya diperbaiki, hendaknya 

pembuat undang-undang segera mengisi kekosongan hukum 

terhadap ketentuan penegakan hukum akan sanksi yang mengatur 

terhadap yayasan yang tidak memenuhi ketentuan aturan 

penyesuaian anggaran dasar, terutama dalam Undang-Undang 

Yayasan sendiri karena akibat hukum yang terdapat dalam Undang-

Undang Yayasan hanya untuk Yayasan yang tidak menyesuaikan 

anggaran dasarnya namun bagi Yayasan yang melakukan 

penyesuaian anggaran tidak sesuai ketentuan tidak diatur, dengan 

adanya sanksi yang mengatur secara tegas terhadap Yayasan agar 

tercipta kepastian hukum. 

2. Sebaiknya, kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak 

Yayasan sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasar baiknya 

meminta penyuluhan atau informasi hukum yang benar terkait 

prosedur dalam penyesuaian anggaran dasar agar yayasan yang lama 

tidak salah dalam membuat akta penyesuaian anggaran dasar di 

hadapan Notaris, sehingga resiko-resiko, dan akibat yang timbul dari 

penyesuaian yang keliru tidak berdampak terhadap keberlangsungan 

Yayasan dalam berkegiatan maupun dalam segi administrasi dan 

perdata.  
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